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ABSTRAK

Nama : Hentry Hynisiah, SH
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul . Keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT/Notaris tanpa

Melihat Dokumen adli (studi kasus : Putusan Peninjauan
Kembali Perkara Perdata No0.49.PK/PDT/2009 tanggal 16
september 2009).

Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini
menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa
pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau
sengketa tersebut dibutunkan perangkat hukum dan sistem administras
pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas
tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan.
Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT harusah memenuhi tata cara
pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-
peraturan lainnya. Seorang NotariPPAT dalam pembuatan akta jual beli yang
tidak melihat dokumen/surat aslinya dapat menimbulkan resiko baik terhadap akte
itu sendiri maupun terhadap Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dari
hasil analisa penelitian ini ternyata pembuatan akta jual beli tanpa melihat
dokumen asli berakibat batanya akta tersebut dan tuntutan gantirugi kepada
Notaris/PPAT yang telah mel akukannya.

KataKunci :
Akta Jual Beli, Notaris/PPAT.
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ABSTRACT

Name : Hentry Hynisiah, S. H.
Study Program : Master of Notary
Title " The validity of the Deed of Sale and Purchase made by PPAT /

Notary without seeing the origina document (case study: Civil
Case Verdict Review N0.49.PK/PDT/2009 dated 16 September
2009)”

The growing importance of the meaning of land to human life is now
causing the ever increasing potential for conflicts or land disputes. The organized
and neat law and land administration is required to prevent or avoid conflict
dispute. Therefore, transfer of rights over land must be evidenced by the Notary /
PPAT deed of sale and purchase to be registered. As an authentic deed, deed of
Notary / PPAT must fulfill the procedures of manufacture, as determined by the
laws and other regulations. A Notary/PPAT who don't see the origina
document/letter in the making of the deed of sale and purchase may pose arisk for
both the certificate itself and the Notary/PPAT. This study is using the normative
juridical method with the method of data analysis and the qualitative approach.
The result of this study stated that the creation of the deed of sale and purchase
without seeing the original document can end with the cancellation of the deed
and the compensation claim for the Notary / PPAT who have done so.

Keyword:
Deed of Sale and Purchase, Notary/PPAT
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Permasalahan

Developer atau pengembang suatu komplek perumahan banyak terdapat di
Indonesia, dan ini merupakan suatu perwujudan Negara yang mulai berkembang.
Banyak didaerah-daerah yang membangun perumahan ataupun mengunakan lahan
yang kosong untuk membangun perumahan yang dapat menghasilkan sejumlah
uang, dimana tidak semua developer atau pengembang tersebut adalah pemilik
tanah yang dibangunnya tersebut. Akan tetapi banyak juga yang melakukan
kerjasama dengan pemilik tanah untuk melancarkan usahanya. Untuk mengikat
hubungan antara pemilik tanah dengan pengembang/developer maka dapat
dilakukan dengan akta kerjasama yang dibuat dihadapan seorang Notaris.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana
kepada masyarakat dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah atau sering disebut
dengan KPR, dimana sebuah developer bisa berkerjasama dengan sebuah bank
khusus untuk mendanai sebuah proyek pengembangan lahan yang biasanya orang
menyebutnya kredit yasa guna atau disebut dengan KYG.

Untuk melakukan pemindahan hak dari pemilik lama kepada pemilik baru
harus dilakukan dengan akta pemindahan hak yang dibuat oleh seorang pejabat
yang berwenang untuk itu yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah atau seorang
Notaris. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah harus tunduk pada peraturan yang telah ada dan segala
aturan-aturan yang berlaku, dengan tanpa mengesampingkan apapun yang ada di
dalam masyarakat. Karena apapun yang telah diperbuat oleh seorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah atau notaris akan berdampak dalam kehidupannya kelak.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta mengenai pemindahan hak, Pejabat

Pembuat Akta Tanah harus dan wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan

Universitas Indonesia
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pada kantor pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah dengan
daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan setempat dengan memperlihatkan
sertipikat asli dan pemeriksaan itu harus dilakukan untuk setiap pembuatan akte
olen Pejabat Pembuat Akta Tanah ; namun jika untuk pembuatan akte
pemindahan hak atas tanah bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka
pemasaran hasil pengembangan oleh pengusaha real estate dan pengembang
sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat induk satu kali kecuali apabila
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan
sertipikat ulang.*

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian Kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bukan
hanya untuk memastikan siapa pemilik tanah pada saat ini, akan tetapi termasuk
pula perlindungan hukum bagi mereka yang akan memperoleh hak atas bidang
tanah tersebut pada waktu yang akan datang.

Menurut Pasal 3, Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, tujuan diadakan pendaftaran tanah adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah,satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

3. Untuk tertib administrasi pertanahan.

! Harsono,boedi.hukum agraria Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1999),hal. 493.
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Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah merupakan pejabat umum , sehingga
akta yang dibuat oleh nya merupakan akta otentik. Suatu akta otentik ialah akta
yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte
itu dibuatnya (berdasarkan pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata).
Menurut G.H.S. Lumban Tobing, SH dalam bukunya yang berjudul Peraturan
Jabatan Notaris, akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang maksudnya adalah kemampuan dari
akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik artinya
menandakan dirinya dari luar, dari kata-kata sebagai yang berasal dari
seorang pejabat umum.

2. Kekuatan pembuktian formal, yang maksudnya adalah membuktikan
kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga
dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan
jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material, yang maksudnya adalah membuktikan
para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat
dalam akta itu.

Guna menciptakan ketertiban dibidang pertanahan khususnya yang
menyangkut pejabat yang berwenang membuat akta jual beli yang menyangkut
tanah, pemerintah dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris ; untuk
tanah yang belum bersertipikat dilakukan oleh seorang Notaris dalam bentuk akta
jual beli dan pengoperan hak dan untuk tanah yang sudah bersertipikat dilakukan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT merupakan pejabat yang
berwenang menurut ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria dan
Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah

nomor : 24 tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah nomor : 37 tahun 1998.2

2 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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Adapun instansi yang berwenang melakukan pendaftaran tanah dan
mengeluarkan surat tanda bukti hak atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional
dan bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari PPAT .

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai hal apabila
Notaris/PPAT melakukan kelalaian sehubungan dengan akta jual beli yang
dibuatnya, dengan kasus posisi adalah sebagai berikut : Bahwa penggugat dan
Tergugat | telah mengadakan perjanjian Kerjasama untuk membangun perumahan
yang dikenal dengan komplek Perumahan Taman Marchelia, diatas tanah
sebagian milik Penggugat seluas 300.000 M2 ; berdasarkan akta Kerja Sama yang
telah dibuat dihadapan Notaris Yondri Darto,SH Notaris di Batam, maka
Penggugat berhak mendapat Rp.200.000 untuk setiap meter persegi dari tanah,
dimana unit-unit rumah tersebut didirikan/dibangun yang telah dijual kepada
konsumen/pembeli. Bahwa kerjasama tersebut berlangsung selama 3,5 (tiga
setengah) tahun ; guna pelaksanaan perjanjian Kerja Sama tersebut maka
penggugat memberi kuasa kepada Tergugat | dengan akte kuasa untuk
membangun, kuasa untuk mengurus dan kuasa untuk menjual, ketiganya dibuat
dihadapan Yondri Darto,SH tersebut diatas ; kemudian Tergugat I memasarkan
dan menjual unit-unit rumah tersebut kepada para konsumen/pembeli yang
dilakukan Yondri Darto, SH itu juga baik pembeli secara kredit pemilikan rumah
maupun secara tunai. Bahwa selain melakukan jual beli bangunan dimaksud
dihadapan Yondri Darto, SH tanpa sepengetahuan Penggugat juga dilakukan
dihadapan Notaris/PPAT vyang lain, untuk hal tersebut Penggugat telah
memperingatkan kepada Tergugat | agar tidak melakukan jual beli tanah dan
bangunan tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi tidak diperdulikan oleh
Tergugat 1. Tergugat | melakukan dengan berdasarkan akta kuasa untuk menjual.
Tergugat | sengaja tetap membuat akta jual beli atas tanah milik penggugat
dengan para pembeli/konsumen walaupun telah ada kesepakatan untuk mencabut

dan membatalkan akta kuasa untuk menjual tersebut. Bahwa akta jual beli yang

3 J Kartini soedjendr,.perjanjian peralihan hak atas tanah yang berpotensi konflik. (Yogyakarta : penerbit

kanisius,2001) Im69.
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dibuat dihadapan Notaris/PPAT lain tersebut telah melanggar kewajibannya
dimana ketika membuat akta tersebut tidak ditunjukan sertipikat asli serta asli
surat-surat yang berkaitan dengan tanah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis mengkaji dan
membahas dalam tesis ini yang berjudul “ Keabsahan akta jual beli yang dibuat

oleh Notaris/PPAT tanpa melihat dokumen asli.

1.2 POKOK PERMASALAHAN.
1. Bagaimana peran PPAT dalam proses pembuatan akta jual beli hingga
pendaftaran ?
2. Bagaimanakah keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT/Notaris

tanpa melihat dokumen asli ?

1.3 METODE PENELITIAN

Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan-
peraturan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia dengan melihat keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam praktik.

Tipe Penelitian  bersifat eksplanatoris yang  bertujuan  untuk
menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.

Jenis Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder yaitu data
yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.dapat
dikelompokkan menjadi :

-Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang bersifat landasan hukum
dan mempunyai kekuatan mengikat.

-Bahan hukum sekunder : memberikan informasi dan penjelasan yang
berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya antara lain
berbagai buku, artikel surat kabar, majalah, internet, tesis, makalah atau tulisan
yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.

-Bahan hukum tersier : bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.
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Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yaitu studi dokumen
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen atau
kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan
dalam penelitian. Studi dokumen ini meliputi :

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah no. 37 tahun

1998, Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997, putusan peninjauan

kembali Perkara perdata N0.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009

yang merupakan putusan dari kasus yang akan dianalisis dalam thesis ini.

2. Bahan Hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel, tesis, disertasi,
makalah dan dokumen lainnnya yang terkait, termasuk artikel yang
terdapat di internet yang memiliki kaitan dengan topik penulisan ini.
Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tersebut, diolah dan dianalisis
dengan menggunakan metode analisis data berupa metode analisis kualitatif yaitu
suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan
dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Hasil penelitian tesis ini berbentuk eksplanatoris dengan memaparkan
serta menjelaskan secara lebih komprehensif data yang berkaitan erat dengan
permasalahan yang diteliti sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan dan

alternatif penyelesaian dari permasalahan tersebut.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan tesis ini terdiri dari 3 Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN.
Dalam Bab 1 ini, berisikan hal-hal pokok yang berhubungan
dengan penulisan, yang meliputi latar belakang penelitian,
perumusan pokok permasalahan yang ingin penulis sampaikan,
metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB I KEABSAHAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH
PPAT/NOTARIS TANPA MELIHAT DOKUMEN ASLI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum
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BAB.III.

mengenai PPAT dan sekilas tentang Notaris, mengenai jual beli,
syarat-syarat dan tata cara/proses pembuatan akta jual beli ;
penulis juga menguraikan analisis kasus terhadap Putusan
Peninjauan Kembali Perkara Perdata N0.49.PK/PDT/2009 tanggal
16 September 2009 yang menyertakan PPAT/Notaris sebagali
tergugat yang bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya.
PENUTUP

Ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan sebagai
suatu bagian dari keseluruhan penulisan tesis ini disertai juga

dengan Saran-saran.
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BAB Il

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH
PPAT/NOTARIS TANPA MELIHAT DOKUMEN ASLI

2.1. Tinjauan Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah
2.1.1 Pengertian dan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah
2.1.1.1 Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pengaturan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk pertama
kali diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor : 10 tahun 1961.Khusus untuk
mengatur tentang “ Bentuk Akta” dimuat dalam peraturan Menteri Negara Agraria
nomor : 11 tahun 1961 yang menyebutkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai
Pejabat.Kedua Peraturan itu menunjuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor
: 10 tahun 1961 yang menetapkan bahwa : *

a. Berbagai perbuatan hukum harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat
oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.
b. Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Dalam peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 1961, mengatur PPAT
sebagai Pejabat yang berfungsi membuat akta yang bertujuan untuk memindahkan
hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebankan hak atas tanah ; karena
pentingnya peran PPAT dalam kegiatan pendaftaran tanah maka Pemerintah
menetapkan peraturan yang khusus mengatur mengenai tugas PPAT yaitu
Peraturan Pemerintah nomor : 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

PPAT.PPAT mendapat pengukuhan dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria , isi dan pelaksanaanya, jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Djambatan,
2003), hal .486.
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berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) UU nomor : 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun.

Pengertian PPAT sebagai Pejabat Umum ditegaskan pertama kali dalam

Undang-undang nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau biasa
disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 1 angka 4, yang menyebutkan bahwa :
“Pejabat pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat
Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan Hak atas Tanah,
akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan hak
tanggungan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.””

Selain itu Pengertian PPAT sebagai Pejabat Umum terdapat dalam pasal 1
angka 1 Peraturan Pemerintah nomor : 37/1998 tentang PPAT, menyebutkan
“PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-
akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun.”

Pengertian PPAT juga terdapat dalam pasal 1 angka 24 Peraturan
Pemerintah nomor : 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan
“PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-

akta tanah tertentu.”

2.1.1.2 Kedudukan PPAT

Kedudukan PPAT sebagai Pejabat umum mempunyai implikasi pada
bentuk akta yang dibuatnya, yaitu akta otentik.Hal ini dapat dilihat dalam UUHT
nomor : 4 Tahun 1996 angka 4.° PPAT dalam aktanya memuat persyaratan-
persyaratan atau ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh
kedua belah pihak. la harus memastikan bahwa perjanjian itu, berikut persyaratan-
persyaratan benar seperti apa yang dituntut dalam perjanjian itu dalam Perundang-

Undangan.

> Prof.Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum
Tanah, cet.29, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2002),Hal.159.

® Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (suatu Kajian Mengenai UUHT), (Bandung : Alumni,
1999), hal.26.
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Kedudukan PPAT sebagai Pejabat Umum tersebut memiliki dampak pada
bentuk akta yang dibuatnya, sebagaimana tercantum pada Penjelasan UUHT
angka 7, yaitu : “Dalam kedudukannya sebagaimana disebutkan diatas, maka

akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.”

2.1.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor ; 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan PPAT jo
Permenag/Kepala BPN nomor : 4 tahun 1999 yang telah dirubah dengan peraturan
Kepala Badan Pertanahan nomor : 1 tahun 2006 serta peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional nomor : 23 tahun 2009 tentang ketentuan pelaksanaan dari
PP nomor : 37 tahun 1998, sebagai berikut :

2.1.2.1 Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Syarat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ; untuk dapat diangkat menjadi PPAT harus

memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berkewarganegaraan Indonesia;

2. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;

3. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh
instansi kepolisian setempat;

4. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Sehat jasmani dan rohani;

6. Lulusan Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Program Pendidikan
Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;

7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara

Agraria/Badan Pertanahan Nasional.’

Setelah dinyatakan lulus dalam ujian PPAT tersebut diatas, prosedur selanjutnya

adalah mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai PPAT kepada Kepala

7 Op.cit, Hal.678.
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Badan Pertanahan Nasional oleh calon PPAT yang sudah lulus ujian dengan surat

yang dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dan dilengkapi dengan :

1.
2.

Surat Keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian;
Surat Keterangan kesehatan dari dokter umum atau dokter specialis yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;

Surat Pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan mengenai
kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerima protokol PPAT lain;

Surat Pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan
tidak rangkap jabatan.

Daftar Riwayat hidup.

Fotocopy ijasah S1 dan Program pendidikan Kkhusus PPAT yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi atau ijasah program
pendidikan spesialis notariat atau Magister Kenotariatan, yang dilegalisir oleh

Pejabat yang berwenang ;®

2.1.2.2. Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor : 37 tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai berikut :
1. PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena :

a. Meninggal Dunia ; atau

b. Telah mencapai usia 65 tahun ; atau

c. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas
sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kotamadya
daerah tingkat 11 yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT atau

d. Diberhentikan oleh Menteri.

2. PPAT Sementara dan PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT

apabila tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

ayat (3) hurufa dan b, atau diberhentikan oleh Menteri.

® Departemen Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasioanl tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 37 tahun 1998 tentang
Peratruan jabatan PPAT, Permenag/Kepala BPN nomor : 4 tahun 1999, Pasal 5 jo
Permenag/Kepala BPN nomor : 1 tahun 2006 jo Permenag/Kepala BPN nomor : 23 tahun 2009
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Pemberhentian PPAT tersebut dari jabatannya dapat dilakukan baik secara
hormat ataupun tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11
antara lain sebagai berikut :

1. PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

a. Permintaan sendiri ;

b. Tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan
badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa
kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk ;

c. Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai
PPAT ;

d. Diangkat sebagai pegawai Negeri sipil atau ABRI.

2. PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena :

a. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai
PPAT.

b. Dijatuhi hukuman kurungan/Penjara karena melakukan kejahatan
/perbuatan pidana yang diancan dengan hukuman kurungan atau penjara
selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Pemberhentian PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1huruf
c dan ayat 2 dilakukan setelah PPAT yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri.

4. PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi
PPAT untuk daerah kerja lain daripada daerah kerjanya semula, apabila
formasi PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh.

Ketentuan Pasal 11 mengatur sebagai berikut :

1. PPAT dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebagai PPAT
karena sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu
perbuatan pidana yang diancan dengan hukuman kurungan/penjara selama-

lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat.
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2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sampai
ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.®

3. Pelaksanaan Jabatan PPAT

PPAT wajib mengangkat sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/kotamadya didaerah kerja PPAT yang bersangkutan sebelum
menjalankan jabatannya.®

Untuk keperluan pengangkatannya sumpahnya PPAT wajib melapor
kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai PPAT,
Apabila dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat
pengangkatannya sebagai PPAT maka keputusan Pengangkatan tersebut menjadi
batal demi hukum.'* Dalam waktu 1 bulan setelah diterimnya surat keputusan
pengangkatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan akan mengambil sumpah
jabatan untuk PPAT yang bersangkutan.*?

Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah  pengambilan sumpah
jabatannya,PPAT wajib :

a. Menyampaikan alamat Kantornya, Contoh tandatangan,contoh paraf, dan
teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati/walikota, Kepala Daerah tingkat II,
Ketua Pengadilan Negeri dan kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya
meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan.

b. Melaksanakan jabatannya secara nyata.*?

Dalam melaksanakan jabatannya PPAT harus berkantor di satu kantor didaerah
kerjanya seperti yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Dalam hal
PPAT merangkap jabatan sebagai Notaris, maka kantor tempatnya melaksanakan

tugas Notaris harus sama dengan Kantor tempat ia melaksanakan tugas sebagai

° Boedi, Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan peraturan-peraturan Hukum
Tanah), (Jakarta : PT. djambatan, 2000), Hal, 678.

"% Indonesia , Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, PP No0.37,LN No.52 tahun 1998, TLN No.3746, Pasal 15 ayat 1.

! Ibid, Pasal 16 ayat 2.
" Ibid, Pasal 16 ayat 3.
® Ibid, Pasal 19.
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PPAT dan PPAT tidak dapat mempunyai kantor cabang atau perwakilan atau
bentuk lainnya dengan maksud menawarkan jasanya kepada masyarakat.*

Kantor PPAT harus dibuka setiap hari kecuali pada hari libur resmi dengan
jam kerja minimum sebagaimana jam kerja kantor pertanahan setempat.” Pada
jam Kkerja tersebut PPAT harus melayani masyarakat mengenai hal-hal yang
menyangkut pembuatan akta PPAT dan pemberian keterangan serta dokumen
berkenaan dengan akta PPAT yang sudah dibuat yang menurut ketentuan menjadi

hak masyarakat untuk memperolehnya.

2.1.3. Tugas pokok dan Kewenangan PPAT

2.1.3.1. Tugas Pokok PPAT
Tugas pokok PPAT sebagai Pejabat Umum diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah , yaitu :

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Jual beli;

b. Tukar Menukar;

c. Hibah;

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e. Pembagian hak bersama;

f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik
g. Pemberian Hak Tanggungan;

h. Pemberian kuasa membebankan Hak Taggungan.

' Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor :1 th 2006.Pasal 46.
 Ibid, Pasal 45 huruf f.

Universitas Indonesia

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH Ul, 2011.



15

2.1.3.2. Kewenangan PPAT

Kewenangan PPAT terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah
37/1998 yang menyebutkan bahwa :
“ PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas mengenai hak atas tanah
dan hak atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.”
Konsekuensi dari pasal tersebut, bahwa tidak dibenarkan pejabat lain membuat
akta selain daripada yang disebutkan oleh ketentuan-ketentuan diatas kecuali
mengenai pemindahan hak melalui lelang.

Dalam UUHT, PPAT secara tegas disebutkan sebagai Pejabat Umum yang
diberi wewenang untuk membuat akta :
1. Pemindahan Hak atas tanah
2. Pembebanan Hak atas tanah

3. Pemberian Kuasa membebankan hak Tanggungan.

2.1.4. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah
Berkaitan dengan kewajiban PPAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

45 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, PPAT

mempunyai kewajiban :

1. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

2. mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT;

3. menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala
Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya;

4. menyerahkan protokol PPAT dalam hal :

1. PPAT yang berhenti menjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) dan ayat (2) kepada PPAT di daerah kerjanya atau kepada Kepala
Kantor Pertanahan;

2. PPAT Sementara yang berhenti sebagai PPAT Sementara kepada PPAT

Sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan;
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3. PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus kepada PPAT Khusus
yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan.

membebaskan uang jasa kepada orang yang tidak mampu, yang dibuktikan

secara sah;

membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan cuti atau

hari libur resmi dengan jam Kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor

Pertanahan setempat;

berkantor hanya di 1 (satu) kantor dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan

dalam keputusan pengangkatan PPAT;

menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf dan

teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati/

Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan yang

wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu 1

(satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan;

melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan;

memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya

ditetapkan oleh Kepala Badan;

lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan olen PPAT adalah satu bulan

setelah pengambilan Sumpah Jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19
Peraturan Pemeruntah No. 37 Tahun 1998 adalah :

a.

Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan
cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala
Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang
bersangkutan;

Melaksanakan jabatannya secara nyata.

PPAT harus berkantor di satu (1) kantor dalam suatu daerah kerjanya dan

wajib memasang papan nama serta menggunakan stempel yang bentuk dan

ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan. Selanjutnya akta PPAT dibuat dengan

bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Badan, serta semua jenis akta diberi satu

nomor urut yang berulang pada permukaan tahun takwim.
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Berdasarkan Pasal 26 ditegaskan bahwa PPAT harus membuat satu buku
daftar untuk semua akta yang dibuatnya. Buku daftar akta PPAT diisi setiap hari
kerja PPAT dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan garis tinta yang diparaf oleh
PPAT yang bersangkutan.

PPAT berkewajiban mengirim laporan bulanan mengenai akta yang
dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor
Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya.

PPAT harus dapat melaksanakan tugas yang diembannya dengan sebaik-
baiknya. Hal tersebut jelas bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPAT
dan tidak boleh dilalaikan guna membantu kelancaran proses pendaftaran tanah di

Kantor Pertanahan setempat.

2.2. Jabatan Notaris

Banyak orang awam yang salah mengerti mengenai kedudukan, fungsi
dan peranan Notaris dalam masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Tidak
sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa notaris hanya “tukang stempel”
yang “kalah pintar” dari advokat/pengacara, sehingga mereka sering membawa
draft dari pengacara atau advokat mereka dan meminta Notaris untuk

menyalinnya dalam bentuk akta otentik.

2.2.1. Kedudukan Seorang Notaris

Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat
seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang
ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat
dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris
dalam masyarakat yang disegani,namun saat ini kedudukannya agak disalah
mengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan
dan perilaku para notaris itu sendiri.

Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa notaris di Indonesia mempunyai

fungsi yang berbeda dengan notaris di Negara-negara anglo-saxon notary public
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seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem
hukum Latin/Continental.

Notaris Latin berkarakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi
yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi
pelayanan publik dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah
satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris diberikan kuasa oleh Undang-
Undang untuk membuat suatu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang
sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan
tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan
jaminan hukum yang pasti.

Dalam sistem hukum latin Notaris bersifat netral tidak memihak, dan
wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya
seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan
salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya (meskipun
sungguh sangat disesalkan bahwa sekarang banyak notaris yang mau didikte oleh
pelanggannya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan/atau kode etik profesi).

2.2.2. Fungsi Seorang Notaris
Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,
karakter yuridis notaris dimuat dalam :
1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973,
tanggal 5 September 1973 :
“Judex factie dalam amar putusannya membatalkan akta notaris, hal ini
adalah tidak dapat dibenarkan, karena notaris fungsinya hanya
mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh
para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi
notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang
dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1992,
tanggal 27 Oktober 1994 :
“Akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 265 Rbg jo 1870 Kitab

Universitas Indonesia

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH Ul, 2011.



19

Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bukti yang sempurna bagi
(para) pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1140/K/Pdt/1996,
tanggal 30 Juni 1998 :

Suatu akta Notaris sebagai akta otentik yang isinya memuat 2 (dua)

perbuatan hukum, yaitu :(1) Pengakuan hutang, dan (2) kuasa mutlak

untuk menjual tanah, maka akta Notaris ini telah melanggar adagium,
bahwa satu akta otentik hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Akta

Notaris yang demikian itu tidak memiliki executoriale titel ex Pasal 224

HIR dan tidak sah.

Berkaitan dengan kedudukan Notaris dan PPAT selaku Pejabat Umum,
kriteria Pejabat Umum berdasarkan undang-undang, maka dalam hal ini mengacu
pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yang berbunyi:“Akta otentik ialah suatu
akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu
dibuatnya”.

Pasal ini merupakan sumber lahirnya dan keberadaan Pejabat Umum yang
hanya menjelaskan batasan suatu akta otentik, dan tidak menjelaskan siapa yang
dimaksud dengan Pejabat Umum, batas wewenang dan tempat dimana Pejabat
Umum itu berwenang serta bentuk aktanya.

Suatu akta memperoleh stempel otentisitas, maka harus dipenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata.*°

Selanjutnya menurut Irfan Fachridin, Pasal 1868 KUHPerdata secara
implisit memuat perintah kepada pembuat undang-undang supaya mengadakan
suatu undang-undang yang mengatur perihal tentang Pejabat Umum, dimana
harus ditentukan kepada siapa masyarakat dapat meminta bantuannya jika
perbuatan hukumnya ingin dituangkan dalam suatu akta otentik.*’

Berikutnya menurut Wawan Setiawan ; mengatakan lahirnya akta otentik

jika akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, bukan berdasarkan

16 G.H.S, Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1992),
Halaman 60.

" Irfan Fachridin, Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha
Negara,Varia Peradilan 111 (1994), hal. 146.
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undang-undang, sehingga dengan demikian bagi yang mempersoalkan apakah
akta itu otentik atau bukan otentik hanya bisa dibantah dengan pembuktian bahwa
akta tersebut bukan dari Pejabat Umum.*®

Apabila dilihat dari kenyataannya pengaturan dalam hukum positif yang
merupakan produk hukum nasional, pengaturan Pejabat Umum hanya terdapat
pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai
implementasi dari Pasal 1868 KUHPerdata, telah menunjuk Notaris selaku
Pejabat Umum.

Penjabaran kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum antara lain dimuat
dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi:
“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian
dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan atau
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menjamin Kkepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan
grosse, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh undang-undang.”

2.3. JUAL BELI
2.3.1. Pengertian Perjanjian

Menurut Prof Subekti, S.H suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal dan dari peristiwa ini muncul suatu hubungan antara
dua orang tersebut yang dinamakan perikatan yang didalam bentuknya perjanjian
itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan
yang diucapkan atau ditulis.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan
antara perikatan dengan Perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan
perikatan dimana perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan
dan dapat pula bersumber dari undang-undang.Undang-Undang sebagai suatu

sumber perikatan dibedakan antara undang-undang saja dan undang-undang yang

'8 Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Notaris Sebagai Pejabat Umum Serta
Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Sistem Hukum dibandingkan dengan Pejabat Tata Usaha
Negara, Makalah (Jakarta: 5 November 1997), hal. 3
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berhubungan dengan perbuatan orang yaitu perbuatan yang halal dan perbuatan
yang melanggar hukum.Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak sedangkan
perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa yang dapat kita
lihat, baca ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.®

Hukum Perjanjian ini diatur dalam buku 111 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menganut hukum terbuka. Dalam arti hukum perjanjian ini
memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian apa saja, asal tidak melanggar Kketertiban umum dan kesusilaan,
sehingga buku 11l Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dinamakan sebagai
hukum pelengkap yaitu melengkapi perjanjian-perjanjian yang tidak diatur.
Sistem terbuka ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang disimpulkan
dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : “ Suatu Perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.”

Didalam hukum perjanjian ini berlaku juga suatu asas yang dinamakan
asas konsensualisme, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian atau suatu perikatan
lahir sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dalam
perjanjian tersebut, yang didalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2.3.2.Pengertian Tanah

Dalam hukum tanah, kata ““ tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu
pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh undang-undang pokok agraria
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa : “ Atas dasar hak menguasai dari
negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-

orang lain serta badan-badan hukum”.

9 Prof.Subekti,S.H.,Hukum Perjanjian.Cet.7 (Jakarta : P.T.Intermasa), Hal 1-3
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Dengan demikian jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah
permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian permukaan
bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang
tersedia oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan dan
dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak
akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan
bumi saja oleh karena itu pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi
yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Oleh karena itu
dalam Pasal 4 ayat 2 UUPA dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya
memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi
yang bersangkutan. Yang disebut tanah tetapi juga tubuh bumi yang ada
dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksud itu bukan kepunyaan
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan melainkan ia hanya diperbolehkan
menggunakannya dengan batasan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 2
UUPA bahwa * Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-
undang ini ( yaitu UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi berapa ruang
yang ada diatasnya boleh digunakan,ditentukan oleh tujuan penggunaanya, dalam
batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri,
kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.”

Seperti yang kita ketahui, hukum tanah kita, menggunakan asas pemisahan
Horizontal antara tanah dan bangunan yang ada diatasnya.Berbeda dengan asas
perlekatan yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana
bangunan yang berada diatas tanah merupakan bagian dari tanah yang
bersangkutan, sedangkan didalam asas pemisahan horizontal merupakan

kebalikan dari asas perlekatan dimana bangunan yang ada diatas tanah bukan

20 prof.Budi Harsono,S.H.,Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksananya), Jilid 1, Cet.8. (Jakarta : PT.Djambatan tahun
1999), Hal 18-19.
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merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.Umumnya bangunan itu adalah
milik yang mempunyai tanah tetapi juga bisa milik pihak lain, sehingga dalam hal
yang demikian keberadaan bangunan tersebut harus ada landasan haknya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor : 4 tahun 1992 tentang
perumahan dan pemukiman. Untuk itu disediakan oleh hukum tanah kita hak-hak
atas tanah sekunder seperti hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk

bangunan, yang diberikan oleh pemilik tanah yang bersangkutan.**

2.3.3. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata yang dimaksud dengan jual-beli, adalah
“ Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah diperjanjikan.”

Jual-beli tersebut dianggap telah terjadi apabila antara kedua belah pihak,
seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut
dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya
belum dibayar.

Menurut Soerjono Soekanto, jual beli tanah adalah perbuatan hukum
pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang, berarti bahwa
perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan Kepala Adat,
yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya
perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan diketahui oleh umum.
Apabila tidak dilakukan, maka perbuatan itu tidak menjadi bagian ketertiban
umum, tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan keluar, si pembeli tidak diakui
sebagai pemegang hak atas tanah.*

Dalam hal jual beli tanah, jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah
belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih
diperlukan suatu perbuatan hukum lain, berupa penyerahan yang caranya

ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi.

! Ibid., Hal 449

> Sperjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),
hal.190

Universitas Indonesia

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH Ul, 2011.



24

Penyerahan hak itu dalam istilah hukumnya biasa disebut Juridische
Levering (penyerahan menurut hukum), yang harus dilakukan dengan akta di
muka dan oleh Pejabat Balik Nama berdasarkan ordonansi Balik Nama stbld No.
27 Tahun 1834.%

Untuk terjadinya perjanjian jual beli ini, cukup jika kedua belah pihak
sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harga. Si penjual mempunyai dua
kewajiban pokok, yaitu :

- Pertama menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki
barang itu dengan tentram.

- Kedua bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban si
pembeli membayar harga dan di tempat yang telah ditentukan. Barang harus
diserahkan pada waktu perjanjian jual beli ditutup dan di tempat barang itu
berada.

Menurut Undang-Undang sejalan saat ditutupnya perjanjian, risiko
mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika barang itu
rusak hingga tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka orang ini harus tetap
membayar harganya. Sampai pada waktu penyerahannya itu si penjual harus
merawatnya dengan baik. Jika si penjual melalaikan kewajibannya, misalnya pada
waktu yang telah ditentukan belum menyerahkan barangnya, maka mulai saat itu
ia memikul risiko terhadap barang itu dan dapat dituntut untuk memberikan
pembayaran kerugian atau pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Sebaliknya, jika si pembeli tidak membayar harga barang pada waktu yang
ditentukan, si penjual dapat menuntut pembayaran itu yang jika ada alasan dapat
disertai dengan tuntutan kerugian ataupun ia dapat menuntut pembatalan
perjanjian dengan pemberian kerugian ; juga barang yang belum dibayar itu dapat
diminta kembali.

Jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini
bersifat obligatoir, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak
dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yaitu
meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang

yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk mendapat

z K.Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal. 31.
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pembayaran harga yang telah disetujui dan disisi lain meletakkan kewajiban
kepada pembeli untuk membayar harga barang, sesuai imbalan haknya untuk
menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan
perkataan lain, bahwa jual beli yang dianut Hukum Perdata jual beli belum
memindahkan hak milik.*

Pengertian jual beli tanah sekarang ini setelah berlakunya Undang Undang
Pokok Agraria (UUPA), yaitu di mana pihak penjual menyerahkan tanah dan
pembeli membayar harga tanah, maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada
pembeli. Perbuatan hukum pemindahan hak ini bersifat tunai, terang dan riil.®

Tunai, berarti dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut hak atas
tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain untuk selamalamanya,
dengan disertai pembayaran sebagian atau seluruh harga tanah tersebut. Terang
berarti perbuatan hukum pemindahan hak tersebut dilakukan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan riil
atau secara nyata, adalah menunjukkan kepada akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam pengertian tunai, mencakup dua perbuatan yang dilakukan
bersamaan/serentak, yaitu :
1. Pemindahan = hak/pemindahan  penguasaan  yuridis dari  penjual

(pemilik/pemegang hak) kepada pembelinya (penerima hak).

2. Pembayaran harganya.
3. Dengan dipenuhinya poin 1 dan 2 di atas,
maka perbuatan hukum jual beli tanah telah selesai. Dan apabila baru dibayar
sebagian, sisa harganya merupakan pinjaman atau utang piutang di luar perbuatan

jual beli.

2 Sodaryo Soimin, Status Tanah dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),
hal.94-95

> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional Jilid I, (Jakarta: Djambatan,
2003), hal. 333.
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2.3.4. Syarat-syarat dan tata cara/proses pembuatan akta jual beli tanah
2.3.4.1. Syarat-syarat Jual Beli
Jual Beli tanah syaratnya ada dua, yaitu syarat materil dan syarat

formil.?®

yaitu :

a.Syarat Materil.

Syarat materiil sangat menentukan sahnya jual beli tanah tersebut, antara
lain sebagai berikut:

1. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. Maksudnya adalah
pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah
yang dibelinya.

2. Penjual berhak untruk menjual tanah yang bersangkutan yang berhak menjual
suatu bidang tanah tentu saja pemegang hak yang sah atas tanah tersebut yang
disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia
berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi, apabila pemilik tanah
adalah dua orang maka yang berhak menjual tanah itu ialah kedua orang itu
bersama-sama. Tidak boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual.?’

3. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam
keadaan sengketa.

Jika salah satu syarat materil ini tidak dipenuhi dalam arti penjual bukan

merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli tidak

memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah, atau tanah yang
diperjualbelikan sedang dalam sengketa atau merupakan tanah yang tidak boleh
diperjualbelikan, maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah. Jual beli tanah
yang dilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal demi hukum. Artinya, sejak

semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli.?

*® Adrian Sutedi, op. cit, hal. 77

27 Effendi Perangin-angin, Praktik Jual Beli Tanah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,
1994), hal 2.

%8 |bid,Hal,2.
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b.Syarat Formil

Setelah semua persyaratan materil dipenuhi maka PPAT akan membuat
akta jual belinya. Akta jual beli menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah harus dibuat oleh PPAT. Jual
beli yang dilakukan tanpa di hadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan
pada Hukum Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam Hukum Adat sistem yang
dipakai adalah sistem yang konkret/kontan/nyata/riil. Kendatipun demikian untuk
mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai
peraturan pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiap perjanjian yang
bermaksud untuk melakukan pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan
suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT.?

Akta PPAT adalah akta otentik, hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (1)
dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai akta otentik, terhadap
akta PPAT berlaku ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat dan tata cara
pembuatan akta otentik. Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang,
sedangkan pejabat yang dapat membuatnya tidak dapat dihindarkan agar berbobot
yang sama harus pula ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundang-
undangan setingkat dengan undang-undang.*

Akta PPAT sebagaimana halnya dengan akta Notaris, sama-sama sebagai
akta otentik. Akta otentik sendiri sebagaimana dikemukakan oleh C.A. Kraan di
dalam disertasinya, De Authentieke Akte (Amsterdam 20 Januari 1984)
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:*

a. Suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti
atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan dalam tulisan, dibuat

dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut

2% Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisa tentang Hukum Tanah, (Bandung, Alumni, 1993,
hal. 23,dalam Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 78.

%% Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,
(Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 59

1 C.A. Kraan di dalam disertasinya, De Authentieke Akte (Amsterdam 20 Januari 1984),
dalam Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung,
PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 214.
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ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan
saja.

. Tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang
berwenang.

Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi: ketentuan tersebut
mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-
ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan
kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya dan data di mana dapat
diketahui mengenai hal-hal tersebut.

Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan
pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk-independence) serta tidak memihak
(onpartijdig-impartial) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan
ketentuan Pasal 1868 KUHPerd.

Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah

hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Sebagai akta otentik, akta PPAT sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dapat terdegradasi kekuatan pembuktian menjadi

seperti akta di bawah tangan. Degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi

kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta otentik yang

mengakibatkan akta otentik dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau non
existent, terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan
yaitu ;%

1. Pasal 1869 KUH.perdata, yang berbunyi:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai
termaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat
diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan
sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti

otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti dibawah tangan dalam hal:

a. Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;

*?pjeter Latumeten, Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia Kebatatan dan Degradasi
Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya, (Surabaya, 28 Januari 2009), hal. 2.
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b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;
c. Cacat dalam bentuknya.

2. Pasal 1320 KUHPerdata, Yang mengemukakan untuk sahnya suatu
perjanjian harus dipenuhi syarat yaitu
a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. kecakapan membuat suatu perjanijan;

c. suatu hal tertentu dan

d. kausa yang halal.

Syarat a dan b merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau
subyek yang mengadakan perijanjian dan jika syarat subyektif dilanggar maka
aktanya dapat dibataikan, sedangan syarat ¢ dan d merupakan syarat obyektif
karena mengenai isi perjanjian dan jika syarat obyektif dilanggar maka aktanya
batal demi hukum.

3. Menurut Herlien Budiono sebab-sebab kebatalan mencakup ketidakcakapan,
ketidakwenangan, bentuk perjanjian yang dilanggar, isi perjanjian
bertentangan dengan undang-undang, pelaksanaan perjanjian bertentangan
dengan undang-undang, motivasi membuat perjanjian bertentangan dengan
undang-undang, perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan baik, cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan.

Menurut Boedi Harsono, akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT
berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli.
Jual beli tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan
tetapi, dalam sistem pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (yang sekarang sudah disempurnakan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah),
pendaftaran jual beli tanah itu hanya dapat (boleh) dilakukan dengan akta PPAT
sebagai buktinya. Orang yang melakukan jual beli tanah tanpa dibuktikan dengan
akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertipikat, biarpun jual belinya sah

menurut hukum.*

*Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2007, hal. 52.
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Peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT memang
tidak ada sanksinya bagi para pihak, namun para pihak akan menemui kesulitan
praktis yakni penerima hak tidak akan dapat mendaftarkan peralihan haknya
sehingga tidak akan mendapatkan sertipikat atas namanya. Oleh karena itu, jalan
yang dapat ditempuh adalah mengulangi prosedur peralihan haknya di
hadapan PPAT. Tetapi, cara ini tergantung dari kemauan para pihak . Kesulitan
akan timbul manakala pihak pertama atau ahli warisnya menolak atau telah pindah
ke tempat lain sehingga pengulangan perbuatan hukum peralihannya tidak dapat
dilakukan.**

Akta PPAT terkait dengan keperluan penyerahan secara yuridis (juridische
levering) disamping penyerahan nyata (feitelijk levering). Kewajiban
menyerahkan surat bukti milik atas tanah yang dijual sangat penting, karena itu
Pasal 1482 KUHPerdata menyatakan “Kewajiban menyerahkan suatu barang
meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi
pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika itu ada”. Jadi
penyerahan suatu bidang tanah meliputi penyerahan sertipikatnya.*®

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, peralihan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya
dilakukan dengan akta PPAT.

Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan
penyerahan yuridis (juridische levering), yaitu penyerahan yang harus memenuhi
formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat; dilakukan melalui
prosedur yang telah ditetapkan; menggunakan dokumen; dibuat oleh/di hadapan
PPAT.%®

Tata cara terbitnya akta PPAT sebagai akta otentik sangatlah menentukan,
karenanya apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan adanya cacat

dalam bentuknya karena adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam tata cara

**J. Kartini Soedjendro, op. cit, hal. 73.

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Il, (Bandung, Alumni,
1986), hal.182,dalam Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008),
hal.83.

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung, Citra Aditya Bakti,
19940), hal.55-56.
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pembuatannya maka akan mengakibatkan timbulnya risiko bagi kepastian hak

yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut.

2.3.4.2. Tata Cara/Proses Pembuatan Akta Jual Beli

Sebelum kita membeli sebidang tanah, maka kiranya perlu dilakukan
penelitian secara hati-hati, dikarenakan banyaknya terjadi hal-hal yang bersifat
kurang menguntungkan dikemudian harinya bagi pembeli, misalnya tanah dalam
keadaan sengketa ataupun tanah terletak dalam lokasi daerah yang terkena
penertiban dan sebagainya.

Dalam praktek memang masih banyak dijumpai orang yang belum
mengerti bahwa yang berwenang membuat akta jual beli tanah adalah hanya
PPAT ; apabila akta jual beli dibuat oleh Notaris, maka dalam membuat akta itu
dalam kedudukan nya sebagai PPAT, yaitu Notaris yang diangkat menjadi PPAT ;
apabila Notaris tersebut belum/tidak diangkat sebagai PPAT sudah tentu Notaris
tersebut tidak dapat membuat akta jual beli tanah.

Akta Jual Beli rumah diatas tanah yang belum bersertipikat tidak dapat
dibuat oleh PPAT, tetapi yang berwenang adalah Notaris ; perlu juga diketahui
bahwa PPAT berwenang membuat akta jual beli termasuk bangunan diatasnya.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu
subyek dan obyek. Untuk subyek, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam melakukan jual beli tanah.

Hal pertama yang harus jelas dalam melakukan jual beli tanah adalah
calon penjual harus berhak menjual tanah tersebut, atau dengan kata lain si
penjual adalah pemegang hak yang sah dari hak atas tanah itu ; kalau pemegang
hak hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu, tetapi jika
pemegang hak atas tanah tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, maka yang
berhak menjual tanah itu adalah semua pemegang hak itu secara bersama-sama,
tidak boleh hanya seorang saja yang bertindak sebagai penjual. Jual beli tanah
yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak adalah batal demi hukum, artinya
sejak semula menurut hukum tidak pernah terjadi jual beli. Dalam hal demikian

maka kepentingan pembeli sangat dirugikan.
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Hal kedua, adalah apakah penjual berwenang untuk menjual, mungkin
terjadi bahwa seseorang berhak atas suatu hak atas tanah akan tetapi orang itu
tidak berwenang menjualnya kalau tidak dipenuhi syarat tertentu, misalnya tanah
tersebut milik anak di bawah umur atau milik seseorang yang berada di bawah
pengampuan. Jika suatu jual beli tanah dilakukan, tetapi ternyata yang menjual
tidak berwenang menjual atau si pembeli tidak berwenang membeli, walaupun si
penjual adalah berhak atas tanah itu atau si pembeli berhak membeli, maka
akibatnya jual beli itu dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
lagipula Kantor Pendaftaran Tanah akan menolak pendaftaran jual beli itu.*’

Hal ketiga, yang perlu diperhatikan adalah apakah penjual boleh menjual
tanah yang akan dijadikan obyek jual beli. Seseorang mungkin berhak menjual
sebidang tanah ; juga orang tersebut berwenang melakukan penjualan, tetapi dia
tidak atau belum boleh menjual tanah itu. Misalnya seseorang mempunyai tanah
bekas Hak Barat atau tanah bekas Hak Indonesia yang pernah didaftar atau milik
menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), tetapi belum terdaftar pada
Kantor Pertanahan atau sertifikatnya hilang, maka orang tersebut belum boleh
menjual tanah itu, ia harus mengurus dan memperoleh sertifikatnya terlebih
dahulu setelah itu baru boleh dijual.

Hal keempat, adalah apakah penjual atau pembeli bertindak untuk dirinya
sendiri atau sebagai kuasa . Penjual / Pembeli mungkin bertindak untuk dirinya
sendiri atau selaku kuasa. Baik penjual/pembeli bertindak sendiri maupun melalui
kuasa, identitasnya harus jelas. Kalau penjual/pembeli adalah orang (manusia),
maka identitas itu adalah nama, umur (tanggal lahir), kewarganegaraan, pekerjaan,
tempat tinggal. Semua itu dapat dibaca dalam Kartu Tanda Penduduk atau
Passport. Bila penjual/pembeli adalah badan hukum, maka identitasnya adalah
nama, bentuk badan hukumnya, kedudukan badan hukum, pengurus-pengurusnya.
Semua itu dapat diketahui dari akta pendirian/anggaran dasar/peraturan
perundangan pembentukannya. Dalam hal penjual/pembeli bertindak melalui
kuasa, maka surat kuasa khusus untuk menjual harus ada (akta otentik atau yang

dilegalisir). Kuasa hukum yang menurut lazimnya hanya untuk melakukan

¥ Effendi Perangin-angin, Praktek Jual Beli Tanah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal. 4.
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pengurusan tidak berlaku untuk menjual. Kuasa itu harus tegas untuk menjual
tanah yang akan dijual itu.

Hal kelima, adalah apakah pembeli boleh membeli. Misalnya suatu
perseroan terbatas (PT) tidak boleh menjadi subyek hak milik atas tanah. Berarti
perseroan terbatas (PT) itu tidak boleh membeli tanah yang berstatus Hak Milik,

kecuali yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun 1963.

Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam jual beli tanah, yaitu berupa :

a. Melakukan penelitian terhadap surat-surat yang menyangkut tanah yang akan
menjadi obyek jual beli.

b. Melakukan kesepakatan tentang tanah dan harga.

c. Pelaksanaan pemindahan hak atas tanah dengan akta jual beli dilakukan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

d. Melakukan pendaftaran hak untuk memperoleh sertifikat dari pejabat yang
berwenang.

Jual beli tanah menurut hukumnya, wajib dilaksanakan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang membuat akta jual belinya. Obyek
jual beli tidak hanya tanah hak sebagaimana disebutkan di atas melainkan dapat
pula meliputi bangunan permanen yang didirikan diatasnya, atau tanaman keras
(yang berumur panjang), apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Bahwa bangunan tersebut menurut sifatnya menjadi satu kesatuan dengan
tanahnya.

b. Bahwa pemegang hak atas tanah yang bersangkutan adalah juga pemilik
bangunan tersebut.

c. Dalam akta jual belinya disebutkan secara tegas bahwa obyek jual belinya
meliputi tanah hak dan bangunan.

Ketiga syarat di atas merupakan penerapan asas pemisahan horizontal dalam

praktek di kalangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang membuat akta

jual beli. Syarat-syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan jual beli tanah dan

bangunan, meliputi:

a. Surat bukti kepemilikan obyek jual beli berupa sertifikat hak atas tanah atau

surat-surat lain, untuk hak milik yaitu bekas Hak Milik Adat yang belum
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bersertipikat berupa girik, pipil, petuk. Dan jika dipandang perlu dapat pula
dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor
Pertanahan (Kabupaten/Kota) setempat.

b. Surat-surat tentang orangnya, yaitu data diri tiap pihak penjual dan pembeli
yang bisa berupa:

1. KTP/Surat Ijin Mengemudi/Passport
2. Kartu Keluarga

3. Surat Nikah

4. Akta Kelahiran

c. Surat tanda bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) menurut UU No. 21 Tahun 1997. Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) wajib dibayar sebelum Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) membuat akta jual beli dan bangunan, sebesar 5% setelah harga tanah
dan bangunan dikurangi yang bebas dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Berdasarkan perubahan Undang-Undang tersebut ditetapkan yang bebas
maksimal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ditetapkan secara
regional ; berikut pembayaran pajak penghasilan (PPh).

Dalam hal pembuatan akta PPAT, tahap-tahap yang harus dilakukan oleh

PPAT adalah:

1. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau
pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT
wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan
mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor
Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli (Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

2. Akta harus mempergunakan formulir yang telah ditentukan (Pasal 96

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
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3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Dalam hal diperlukan izin untuk peralihan hak tersebut, maka izin tersebut

harus sudah diperoleh sebelum akta dibuat (Pasal 98 ayat (2) Peraturan

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

. Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon penerima

hak harus membuat pernyataan yang menyatakan:

a. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan
sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar maka tanah
kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform;

d. bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya,
apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tidak benar.PPAT
wajib menjelaskan kepada calon penerima hak maksud dan isi pernyataan
sebagaimana dimaksud di atas.

Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan

perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya

dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang

saksi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum,

yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau
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kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan
akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak
yang bersangkutan (Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah).

7. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan
memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur
pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang
berlaku (Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

8. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani
seketika itu juga oleh para pihak, saksisaksi dan PPAT (Pasal 22 Peraturan
Pemerinta Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah).

9. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta
yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut
dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk
didaftar. PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta sebagaimana dimaksud di atas kepada para pihak yang
bersangkutan (Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah).

Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, PPAT harus menolak untuk membuat akta apabila:

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah
susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan
atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di
Kantor Pertanahan.

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
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1. surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat
keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah
yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari
pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala
Desa/Kelurahan

3. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan atau salah satu saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak
berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau

4. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa
mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;
atau

5. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat
atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

6. obyek perbuatan hukum vyang bersangkutan sedang dalam sengketa
mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau

7. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah merupakan perwujudan fungsi dan tanggung jawab
PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah.Akta PPAT dibuat sedemikian rupa
sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan
pembebanan hak yang bersangkutan.Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab
untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan,
dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan

daftar-daftar yang ada di kantor Pertanahan.
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Atas penolakan itu PPAT harus menyampaikan secara tertulis kepada para
pihak dengan disertai alasan-alasannya.
Selain hal-hal tersebut di atas, dalam pembuatan akta, PPAT juga harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. ldentitas dari para pihak. PPAT harus memeriksa kebenaran formil dari
identitas para pihak serta dasar hukum tindakan para pihak.
b. Jangka waktu berakhirnya hak atas tanah yang diperjualbelikan (karena jika
jangka waktunya berakhir, tanahnya kembali dikuasai oleh negara)
c. Harga jual beli harus sudah dibayar lunas sebelum akta ditandatangani
(konsekuensi dari UUPA yang berdasarkan kepada Hukum Adat).
d. Tidak terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
e. Tanah yang diperjualbelikan harus berada dalam wilayah kerja PPAT yang

bersangkutan (Terkait dengan kewenangan PPAT dalam hal pembuatan akta).

Proses pembuatan akta jual beli di Kantor PPAT hingga pendaftaran.
a. Persiapan Pembuatan Akta Jual Beli.

1. Sebelum membuat akta Jual Beli Pejabat pembuat Akta Tanah melakukan
pemeriksaan mengenai keaslian sertifikat ke kantor Pertanahan.

2. Penjual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) vyaitu 5% dari Harga
Transaksi, di bayarkan di Bank atau Kantor Pos.

3. Pembeli harus membayar Pajak berupa  BPHTB dihitung dari nilai
transaksi.

4. Calon pembeli membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut
ia tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas
luas maksimum penguasaan tanah.

5. Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam
sengketa.

6. PPAT menolak pembuatan Akta jual Beli apabila tanah yang akan dijual
sedang dalam sengketa atau dalam tanggungan di bank.

b.Pembuatan Akta Jual Beli
1. Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan pembeli atau

orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan.
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Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi
biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara

(camat/lurah) dan kedua pegawai Notaris jika melalui NOTARIS/ PPAT.
Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan
mengenai isi dan maksud pembuatan akta, termasuk juga sudah lunas
transaksinya.

Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan pembeli maka akta
ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat
Akte Tanah.

Akta dibuat 2 lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu
lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan
pendaftaran peralihan hak (balik nama/pemecahan).

Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.

c. Langkah selanjutnya setelah selesai pembuatan Akta Jual Beli

1.

Sebelum Akta Jual beli didaftarkan atau diserahkan ke kantor Pertanahan
Setempat maka harus dilakukan validasi SSB dikantor PBB.

PPAT kemudian menyerahkan berkas Akta Jual Beli ke Kantor Pertanahan
untuk keperluan balik nama sertifikat atau pemecahan sertifikat.
Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak

ditandatanganinya akta tersebut.

d. Berkas yang diserahkan ke Kantor Pertanahan

1.

Sertifikat Asli, dan PPAT yang bersangkutan telah mendaftarkan proses
pengecekan.

Surat Permohonan dari PPAT yang bersangkutan.

Surat pernyataan keterlambatan dari PPAT, apabila pendaftaran melewati
dari 7 (tujuh) hari.

Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh PPAT yang bersangkutan
(lembar kedua).

Surat Pernyataan dari Penjual apabila belum Menikah.

Persetujuan Suami/lstri Penjual.

Fotocopy identitas :

-Jika Perorangan :
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untuk Penjual yaitu KTP/Paspor dan Kartu Keluarga, apabila penjual
sudah menikah KTP suami/istri dan surat Nikah.

untuk Pembeli yaitu KTP/Paspor.

-Jika Badan Hukum :

Akta Pendirian Badan Hukum sesuai dengan UU No0.40 tahun 2007

Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI
KTP/Paspor Penanggung jawab ( Direktur)
Akta Kuasa bila dikuasakan.

8. Fotocopy ijin peralihan jika itu diharuskan.

9. Fotocopy tanda pelunasan PBB tahun berjalan

10. Fotocopy SSP apabila diperlukan

11. Asli SSB Lembar ke-3 yang sudah divalidasi

12. Surat Kuasa Pengurusan dari Pemohon kepada PPAT

Dengan ketentuan semua fotocopy harus dilegalisir oleh Notaris

e. Prosesnya di Kantor Pertanahan

1. Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan
memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada
PPAT, selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan
kepada Pembeli.

2. Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat
dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau
Pejabat yang ditunjuk.

3. Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom
yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan dibubuhi tanggal
pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat
yang ditunjuk.

4. Setelah selesai maka sertifikat hak yang dialihkan diserahkan kepada

pemegang hak baru atau kuasanya.
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2.3.5. PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
2.3.5.1. Sebelum Berlakunya UUPA.

Sebelum berlakunya UUPA, terdapat dualisme dan pluralisme;
maksudnya, berlaku hukum tanah barat, hukum tanah adat, hukum tanah antar
golongan yakni hukum tanah yang memberikan pengaturan atau pedoman dalam
menyelesaikan masalah-masalah hukum antar golongan yang mengenai tanah®,
hukum tanah administratif yakni hukum tanah yang beraspek yuridis
administrative *°, hukum tanah swapraja yakni hukum tanah di daerah-daerah
Swapraja masih mempunyai sifat-sifat keistimewaan berhubung dengan struktur
pemerintahan dan masyarakat yang sedikit atau banyak adalah lanjutan sistem
feodal *° dalam hukum tanah Indonesia. Pada saat itu telah dilangsungkan
pendaftaran tanah yang berdasarkan Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings
Ordonnantie) yang termuat dalam Stb. 1834 Nomor 27. Peralihan hak
berdasarkan Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings Ordonnantie) ini dilakukan
untuk tanah-tanah dengan hak barat dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan
KUHPerd dan pendaftarannya dilakukan berdasarkan Ordonansi Balik Nama
(Overschrijvings Ordonnantie).

Menurut Pasal 1457 KHUPerd apa yang disebut “jual beli tanah” adalah
suatu perjanjian dalam mana pihak yang mempunyai tanah, yang disebut
”penjual”, berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah
yang bersangkutan kepada pihak lain, yang disebut pembeli. Sedang pihak
pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui.
Yang dijualbelikan menurut ketentuan Hukum Barat ini adalah apa yang disebut
“tanah-tanah hak barat”, yaitu tanah-tanah Hak Eigendom, Erfpacht, Opstal dan
lain-lain.** Biasanya jual belinya dilakukan di hadapan notaris, yang membuat
aktanya.*

*% 1bid, hal. 12.
% Ibid, Hal.30.

“% Singgih Praptodiharjo, Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia, (Jakarta, Yayasan
Pembangunan Jakarta, 1952), hal. 130.

** Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2007, hal. 28.

“2 |bid,Hal,28.
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Sebelum  berlakunya Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings
Ordonnantie), peralihan hak dari penjual kepada pembeli terjadi sebelum
peralihan hak itu didaftar pada dua orang saksi dari Dewan Schepen.®
Pendaftaran hanya merupakan syarat bagi berlakunya sesuatu peralihan hak yang
telah terjadi terhadap pihak ketiga.** Dengan adanya ketentuan Pasal 20
Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings Ordonnantie), maka jual beli tidak lagi
merupakan salah satu sebab dari peralihan hak, jual beli hanya merupakan salah
satu dasar hukum (titel, causa) dari penyerahan, sedang peralihan hak baru terjadi
setelah pendaftaran dilaksanakan.®

Hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika penjual
sudah menyerahkan secara yuridis kepadanya, dalam rangka memenuhi kewajiban
hukumnya (Pasal 1459 KUHPerd).

Untuk itu wajib dilakukan perbuatan hukum lain, yang disebut
“penyerahan yuridis” (juridische levering), yang diatur dalam Pasal 616 dan 620
KUHPerd. Menurut Pasal-Pasal tersebut, penyerahan yuridis itu juga dilakukan di
hadapan notaris, yang membuat aktanya, yang disebut dalam bahasa Belanda
“transport acte” (akta transport). Akta transport ini wajib didaftarkan pada Pejabat
yang disebut penyimpan hypotheek”. Dengan selesainya dilakukan pendaftaran
itu hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pembeli.*

Untuk tanah-tanah dengan hak adat, peralihan haknya dilakukan
berdasarkan hukum adat. Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu
perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. terang berarti
perbuatan pemindahan hak itu harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang
berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan
pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh
umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran

harganya dilakukan secara serentak. oleh karena itu , maka tunai mungkin berarti

*® Dewan ini adalah dewan yang menangani perkara pidana dan perdata warga kota
Batavia,http://www.majalahbravo.com/, tanggal 10 Mei 2010.

* Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung,
Mandar Maju,2008, hal. 75.

* |bid,Hal, 76

*¢ Boedi Harsono, op. cit, hal. 28
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harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (dianggap tunai).
Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut
atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang
piutang*’.

Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan kata sepakat antara
calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual belinya yaitu tanah hak
milik yang akan dijual dan harganya. Hal ini dilakukan melalui musyawarah di
antara mereka sendiri. Setelah mereka sepakat akan harga dari tanah itu, biasanya
sebagai tanda jadi, diikuti dengan pemberian panjar. Pemberian panjar tidak
diartikan sebagai harus dilaksanakannya jual beli itu. Dengan demikian panjar di
sini fungsinya adalah hanya sebagai tanda jadi akan dilaksanakannya jual beli.
Dengan adanya panjar, para pihak akan merasa mempunyai ikatan moral untuk
melaksanakan jual beli tersebut. Apabila telah ada panjar, maka akan timbul hak
ingkar. Bila yang ingkar si pemberi panjar, panjar menjadi milik penerima panjar.
Sebaliknya, bila keingkaran tersebut ada pada pihak penerima panjar , panjar
harus dikembalikan kepada pemberi panjar. Jika para pihak tidak menggunakan
hak ingkar tersebut, dapatlah diselenggarakan pelaksanaan jual beli tanahnya,
dengan calon penjual dan calon pembeli menghadap Kepala Desa (Adat) untuk
menyatakan maksud mereka itu. Inilah yang dimaksud dengan terang. Kemudian
oleh penjual dibuat suatu akta bermeterai yang menyatakan bahwa benar ia telah
menyerahkan tanah miliknya untuk selama-lamanya kepada pembeli dan bahwa
benar ia telah menerima harga secara penuh. Akta tersebut turut ditandatangani
olen pembeli dan Kepala Desa (Adat). Dengan telah ditandatanganinya akta
tersebut, maka perbuatan jual beli itu selesai. Pembeli kini menjadi pemegang hak
atas tanahnya yang baru dan sebagai tanda buktinya adalah surat jual beli
tersebut.*®

Jual beli dalam hukum adat tidak sama dengan jual beli yang terdapat
dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena jual beli dalam

hukum adat belum tentu mengenai peralihan hak milik, tetapi juga hak pakai atau

*’Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta, Rajawali, 1983), hal. 211.
*® Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 73
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hak menguasai saja ; ada beberapa pengertian jual beli menurut hukum adat yaitu
sebagai berikut :
1.Jual Tunai

Jual beli tunai adalah kesepakatan jual beli dengan pembayaran Tunai,
dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barangnya dan
pihak yang lainnya akan membayar harganya dengan tunai.Kebanyakan jual beli
itu mengenai barang enceran atau barang ringan, sedangkan untuk barang berat
atau barang yang tidak bergerak/barang tetap dipakai istilah jual lepas. Menurut
Prof Ali Affandi jual lepas itu adalah perbuatan tunai yang berlaku dengan riil dan
konkrit artinya nyata dan jelas dapat ditangkap dengan panca indra seseorang.
Berbeda dengan jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
sifatnya Konsensual dan abstrak dimana jual beli telah terjadi dengan adanya
persetujuan kedua pihak (Pasal 1458), tetapi hak milik atas barangnya tidak
beralih tanpa adanya penyerahan yuridis (Pasal 1459).

2.Jual Hutang

Jual Hutang atau jual beli barang dengan hutang adalah suatu persetujuan
dimana penjual menyerahkan barangnya dan pihak pembeli tidak membayar
dengan pembayaran tunai, melainkan dengan hutang. Artinya dengan pembayaran
yang ditangguhkan waktunya.Termasuk dalam jual hutang ini adalah apa yang
disebut jual cicilan, jual angsur atau jual beli dengan pembayaran angsuran,
mingguan atau bulanan dan beli sewa atau sewa beli atau apa yang disebut beli
ngutang (ngebon) yaitu mengambil barang lebih dulu dari penjual dan harga
dibayar kemudian atau yang oleh masyarakat pedesaan disebut jual beli kredit
dengan system bon, dengan nota atau dengan catatan sederhana tanpa meterai atas

dasar saling percaya antara penjual dan pembeli.

3.Jual Sewa

Disebut juga jual beli sewa (Huurkoop) yaitu persetujuan antara dua
pihak,dimana satu pihak menyerahkan barangnya dan pihak lainnya berjanji akan
membayar harga barang tersebut secara angsuran hingga lunas, setiap bulan dalam

waktu yang lama (beberapa tahun) sesuai dengan persetujuan tertulis yang
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ditandatangani oleh kedua pihak.Selama barang tersebut belum dibayar lunas oleh
pembeli, maka ia hanya dianggap sebagai penyewa atas barang tersebut.Apabila
pembeli lalai membayar cicilan nya maka ia akan ditegur penjual, atau jika
barangnya berupa alat transport, maka barangnya dapat ditarik kembali oleh si
penjual dan semua pembayaran berupa uang muka dan uang cicilan dapat hilang
karena dianggap sebagai sewa akan tetapi bila pembayaran angsuran tersebut
dilanjutkan kembali maka barang tersebut dapat dikuasainya kembali. Demikian
seterusnya sampai pembayaran lunas sesuai dengan waktu yang telah
disepakati.dan pembeli menjadi pemilik dari barang tersebut. Perbedaan jual beli
sewa dengan jual beli hutang yaitu bahwa dalam jual beli hutang begitu terjadi
kesepakatan maka barangnya langsung beralih kepada pembeli sebagai hak
miliknya dan sisa pembayarannya menjadi hutang pembeli, sedangkan dalam jual
beli sewa selama pembayaran belum lunas maka barangnya belum menjadi hak

pembeli,tetapi hanya mempunyai hak menguasai dan hak pakati saja.

4. Jual Titip

Yaitu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak yang satu sebagai
penitip/penjual menyerahkan kepada pihak lain sebagai tertitip/pembeli atau
sebagai pedagang perantara barang-barang yang akan diperjual belikan. Para
penitip dapat terdiri dari Petani atau pengusaha barang dagangan, sedangkan para
tertitip dapat terdiri dari para pedangan perantara yang tetap di tempat atau yang
bergerak keliling menjajakan barang dagangannya (makelar).Dalam jual titip
tersebut terdapat macam-macam istilah yaitu titip jual, titip beli, titip tempat, titip
curah, titip tukar, titip sewa.

Titip Jual terjadi misalnya penitip atau penjual menyerahkan barang
dagangannya kepada tertitip yang berdagang tetap yang memiliki toko atau kedai.
Misalnya penjual kue yang menyerahkan hasil buatannya kepada toko makanan
untuk dijual dan pada waktu sore mengambil sisa barang dagangannya tersebut
dan menerima pembayaran dari harga yang laku.

Titip beli misalnya pembeli bekerjasama dengan beberapa tenaga yang

ditugaskan  membeli  barang tertentu, dengan diberi modal uang
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seperlunya.misalnya untuk mengumpulkan barang-barang bekas, karton, plastik,
pecah belah.

Titip tempat terjadi apabila penjual menyerahkan barangnya berupa hasil
bumi kepada pemilik bumi di tokonya dengan maksud untuk dijual,tidak pada saat
ia menyerahkan barang, melainkan masih menunggu harga pasaran naik.

Titip curah adalah penyerahan barang hasil bumi dari penjual yang
diterima oleh pembeli dengan jumlah yang kecil dalam wadah karung,
bakul ,keranjang.yang berat timbanganya sekitar 100 gram kebawah.Barang-
barang tersebut seperti padi, beras, lada, kopi dan sebagainya.

Titip tukar terjadi apabila penjual hasil bumi menyerahkan barangnya
kepada tertitip/pembeli, dan tertitip/pembeli menerima barang-barang tersebut
dengan memberikan surat tanda penerimaan yang memuat nama penitip dan jenis
barang serta berat timbangan dan nilai harga yang disepakati.Kemudian dengan
surat tanda terima itu tertitip/pembeli akan mendapat tukaran barang yang
disediakan oleh tertitip/pembeli ; jadi titip tukar mirip dengan titip curah hanya
pembayaran dalam titip tukar bersifat “ in natura” (bertukar barang dengan

barang).

5.Jual pilih

Disebut juga jual beli pilih, bukan berarti memilih barang menurut
jenisnya, melainkan memilih terus atau tidak perjanjian jual beli itu artinya
memberi kesempatan memilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau
membatalkan perjanjian jual beli itu agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari
diantara kedua pihak. Jadi walapun barang sudah diserahkan dan harga sudah
dibayar, bila pada salah satu pihak timbul penyesalan maka jual beli dapat
dibatalkan apabila kedua belah pihak masih berada disekitar tempat terjadinya jual

beli. 4°

“ H.Hilman Hadikusuma,SH.,Hukum Perekonomian Adat Indonesia.Cet.1.(Bandung :
P.T. Citra Aditya Bakti), Hal 104-111.
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2.3.5.2 Setelah berlakunya UUPA

Setelah berlakunya UUPA, terjadilah unifikasi hukum tanah Indonesia
sehingga hukum yang berlaku untuk tanah adalah hukum tanah nasional dan
sudah tidak dikenal lagi tanah yang tunduk kepada KUHPerd atau tanah hak barat
dan tanah yang tunduk kepada hukum adat atau tanah hak adat.

Berlakunya UUPA dapat menghilangkan sifat dualistis yang dulunya
terdapat dalam lapangan agraria karena Hukum Agraria yang baru itu didasarkan
pada ketentuan-ketentuan Hukum Adat dan Hukum Adat adalah hukum yang
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia serta juga merupakan hukum rakyat
Indonesia yang asli.*

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang
menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam Pasal-Pasal lainnya, tidak ada
kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian
dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk
memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar
menukar dan hibah wasiat. Jadi, meskipun hanya disebutkan dialihkan, termasuk
salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual
beli. Apa yang dimaksud dengan jual beli itu sendiri oleh UUPA tidak
diterangkan secara jelas,akan tetapi mengingat dalam Pasal 5 UUPA disebutkan
bahwa Hukum Tanah Nasional Kita adalah Hukum Adat, berarti Kkita
menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan system hukum adat.™

Pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat, merupakan perbuatan
pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang. Sifat tunai berarti bahwa
penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat
riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah
terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam Putusan MA No. 271/K/Sip/1956 dan No.
840/K/Sip/1971. Jual beli dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual

*% B.F.Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia,
(Jakarta, Toko Gunung Agung, 2004), hal 63.

* Adrian Sutedi, op. cit, hal 76.
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beli di muka Kepala Kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun
tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual.>

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap pemindahan hak atas tanah kecuali yang
melalui lelang hanya bisa didaftarkan apabila perbuatan hukum pemindahan hak
atas tanah tersebut didasarkan pada akta PPAT.

Notaris dan PPAT sangat berperan dalam persentuhan antara perundang-
undangan dan dunia hukum, sosial dan ekonomi praktikal. Notaris adalah pejabat
umum (openbaar ambtenaar) yang bertanggung jawab untuk membuat surat
keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai alat bukti dari perbuatan-perbuatan
hukum.*

Dengan berlakunya UUPA, dan atas dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 jo Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007) maka
setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah, pemberian hak
baru atas tanah, penjaminan tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah
sebagai jaminan, harus dilakukan dengan suatu akta. Akta demikian harus dibuat
oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk husus untuk itu, yakni PPAT sehingga
dengan demikian setelah notaris, PPAT juga adalah pejabat umum.**

Pada tahap ini peranan PPAT sebagai pencatat perbuatan hukum untuk
melakukan pembuatan akta jual beli, harus dipenuhi. Sehingga pengalihan ini
menjadi sah adanya dan dapat didaftarkan balik namanya. Dengan adanya akta
PPAT inilah nanti akan kembali diberikan status baru dari permohonan balik

nama yang dimohon oleh pihak yang menerima pengalihan haknya.

>2 Boedi Harsono, Perkembangan Hukum Tanah Adat Melakui Yurisprudensi, (Ceramah
disampaikan pada Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat
Dewasa Ini, Banjarmasin, 7 Oktober 1977), hal. 50, dalam Adrian Sutedi, Peralihan Hak
AtasTanah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 77.

%% Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum
Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2006),
hal. 256.

>* Ibid,Hal,257.

> Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung, Mandar
Maju,2008), hal. 121.
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Pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT tersebut dilakukan bagi
keabsahan dari perjanjian-perjanjian berkenaan dengan hak atas tanah, maka
disyaratkan akta yang dibuat oleh PPAT.Menurut Mahkamah Agung dalam
putusannya, mengenai fungsi akta PPAT dalam jual beli, Nomor 1363/K/Sip/1997
yang berpendapat bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah secara jelas menentukan bahwa akta PPAT hanyalah
suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah suatu syarat mutlak

tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah®®.

2.4. Analisis Putusan Peninjauan kembali Perkara perdata
No0.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009
2.4.1. Posisi Kasus
Dalam tesis ini Penulis akan melakukan analisis yuridis terhadap Putusan
Peninjauan Kembali Perkara Perdata nomor : 49/PK/PDT/2009 tanggal 16
September 2009, dimana posisi kasusnya adalah sebagai berikut :
1.PT.PUTRI SELAKA KENCANA selaku Penggugat
2. PT. ANUGRAH CIPTA ARTHA SEGARA selaku Tergugat |
. HARYANTO TANUWIRA selaku Tergugat Il
. JEMMY selaku Tergugat 1
. WENDA WIRAWAN EFFENDY selaku Tergugat IV
.HATMA WIGATI KARTONO, SH selaku Tergugat V
. TUTI RAHMAWATI LALO,SH selaku Tergugat VI
. ANITA MAGDALENA, SH selaku Tergugat VII

. Pemerintahan Republik Indonesia cq Ketua Otorita Pengembangan Daerah

© 00 N O O b~ W

Industri Pulau Batam selaku Tergugat VIII

Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan Pemegang Hak atas Sebidang Tanah
seluas 729.610 m2 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus sepuluh meter
persegi) yang terletak dalam Propinsi Riau (sekarang Propinsi Kepulauan Riau)
Batam Center, Batam, setempat dikenal dengan KOMPLEK PERUMAHAN
PUTRI SELAKA KENCANA.

*¢ Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hal. 79
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Sebagian tanah tersebut diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan

sebagian lagi tanah tersebut sudah sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 667/Baloi Permai seluas 13.539 M2
(tiga belas ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi), tercatat atas
nama PT. PUTRI SELAKA KENCANA.

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 668/Baloi Permai seluas 24.964 M2
(dua puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi),
tercatat atas nama PT. PUTRI SELAKA KENCANA.

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 669/Baloi Permai seluas 8.937 M2
(delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), tercatat atas
nama PT. PUTRI SELAKA KENCANA.

Penggugat dan Tergugat | telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama untuk
membangun perumahan, dengan nama Komplek Perumahan Taman
Marchelia.Dimana akta Kerja samanya nomor : 523 tanggal 31 Maret 200 yang
dibuat dihadapan Yondri Darto, SH Notaris di Batam.

Di dalam akta Kerja Sama tersebut telah ditentukan hak masing-masing
pihak yaitu :

1. Penggugat/Pihak Pertama berhak sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah)
untuk setiap meter persegi dari tanah.

2. Pihak Kedua berhak atas selisin harga Penjualan unit-unit rumah setelah
dikurangi dengan bahagian penggugat/pihak pertama dan sisa kelebihan tanah
setelah dibangun unit-unit rumah.

Untuk Unit-unit rumah yang terjual dilakukan melalui Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) melalui Bank,maka Tergugat | berkewajiban untuk memberikan SI
(Standing Instruction) dari bank yang bersangkutan, guna realisasi pencairan
kredit tersebut ditransfer ke rekening Penggugat.

Perjanjian Kerjasama tersebut dilangsungkan untuk jangka waktu 3,5
tahun (tiga koma lima) terhitung sejak tanggal 1 April 2000 dan berakhir pada
tanggal 1 Oktober 2003.dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tersebut
tidak dapat dilaksanakan maka akan dikenakan denda sebesar 3 % (tiga persen)
setiap bulan dari sisa jumlah uang yang menjadi hak/bagian Penggugat. Guna

pelaksanaan perjanjian kerja sama itu maka Penggugat memberikan kuasa kepada
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Tergugat | dengan 3 (tiga) buah akta kuasanya yaitu akta kuasa untuk membangun
no : 524, Akta Kuasa Untuk Mengurus no : 525 dan Akta Kuasa Untuk Menjual
no : 526 masing-masing tertanggal 31 Maret 2000, ketiganya dibuat dihadapan
Yondri Darto, SH Notaris di Batam.

Setelah itu Tergugat I, Tergugat IlI, Tergugat Il dan Tergugat IV
memasarkan dan menjual unit-unit rumah kepada Konsumen/pembeli yang
dilakukan dihadapan Yondri Darto, SH Notaris di Batam,baik pembelian secara
kredit pemilikan rumah (KPR) maupun Tunai.

Selain melakukan jual beli di hadapan Yondri Darto, SH Notaris di Batam
ternyata Tergugat I, Tergugat Il ,Tergugat 11l dan Tergugat 1V telah melakukan
jual beli bangunan atau pengikatan jual beli bangunan kepada konsumen tanpa
sepengetahuan Penggugat, yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT yang lain.Hal
ini dilakukan Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Ill, dan Tergugat 1V untuk
menghindari Pembayaran bahagian Pengguat sebesar RP.200.000 (dua ratus ribu
Rupiah) untuk setiap meter tanah.

Tanpa sepengetahuan dari Penggugat oleh Tergugat |, Tergugat II,
Tergugat Il dan Tergugat 1V telah melakukan Jual beli tanah milik penggugat
berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual nomor : 526 tanggal 31 maret 2000,
dimana akta kuasa menjual ini telah disepakati untuk di batalkan dan dicabut
sebagaimana ternyata dalam surat kesepakatan bersama.

Bahwa Tergugat VI telah memberikan Izin Peralihan atas tanah milik
Penggugat dan pemecahan Gambar Penetapan Lokasi (PL) tanah milik penggugat
kepada para pembeli, Tergugat VIII dalam melaksanakan kewajibannya dalam
Pemecahan Gambar Penetapan Lokasi harus melihat asli Gambar Penetapan
Lokasi tanah tersebut dan harus memberikan tanda pada bagian-bagian tanah yang
telah dipecahkan pada asli gambar Penetapan Lokasi, hal ini tidak dapat dilakukan
oleh Tergugat VIII karena asli Gambar Penetapan Lokasi (PL) berada pada Kantor
Notaris dan PPAT Yondri Darto,SH Notaris di Batam dan bukan pada pemohon
atau Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat 11l dan Tergugat IV.

Dengan dibuatnya akta jual beli oleh Tergugat V, Tergugat VI dan
Tergugat VII telah melanggar kewajiban mereka sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor :

Universitas Indonesia

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH Ul, 2011.



52

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa PPAT harus

menolak untuk membuat akta jika kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli dan

atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan, sedangkan asli sertifikat dan surat-

surat tanah berada di Kantor Notaris Yondri Darto, SH.

Oleh karena itu perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah

menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

2.4.2. Putusan
1. Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor : 95/PDT.G/2004 PN.BTM tanggal
26 Oktober 2005, sebagai berikut :

a.

Menyatakan akta KerjaSama nomor : 523, akta kuasa untuk membangun
nomor : 524, akta kuasa untuk mengurus nomor : 525, akta kuasa untuk
menjual nomor : 526 masing-masing tertanggal 31 Maret 2000 yang
seluruhnya dibuat dihadapan Yondri Darto, SH Notaris di Batam adalah
sah dan mengikat ;

Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Oktober 2002

adalah sah dan mengikat ;

Menyatakan Tergugat I, Tergugat 11, Tergugat IIl, Tergugat 1V, telah
melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV untuk
membayar hak Penggugat sebesar Rp. 25.907.281.700,- (dua puluh lima
miliar Sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh
ratus Rupiah) ;

Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat I, Tergugat IV, untuk
membayar bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari Rp.
25.907.281.700,- (dua puluh lima miliar Sembilan ratus tujuh juta dua
ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) terhitung sejak tanggal 1
Oktober 2003 sampai dengan Tergugat |, Tergugat IlI, Tergugat IlI,
Tergugat IV membayar lunas hak Penggugat ;
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g. Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat
V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan
hukum ;

h. Menyatakan batal seluruh akta jual beli, akta pengikatan jual beli dan atau
akta-akta lain yang bersifat mengalihkan tanah Penggugat yang dibuat oleh
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang bertujuan menjual belikan
atau mengalihkan tanah milik Penggugat kepada para pembeli atau
konsumen dan/atau pihak ketiga, antara lain yang dibuat Tergugat V
sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) akta, yang dibuat Tergugat VI
sebanyak 448 (empat ratus empat puluuh delapan) akta, dan yang dibuat
tergugat VII sebanyak 65 (enam puluh lima) akta ;

i. Menghukum Tergugat | sampai dengan Tergugat VII membayar ganti rugi
kepada Penggugat sebesar Rp. 16.892.790.000 (enam belas miliar delapan
ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) ;

J.  Menyatakan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrecht matigedaad) ;

k. Menyatakan seluruh ijin Peralihan hak dan ijin pemecahan Gambar
Penetapan Lokasi atas tanah Penggugat yang dibuat tanpa persetujuan
Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;

I.  Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat ;

m. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

2. Putusan Perkara Banding Perdata Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru
nomor: 10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006 sebagai berikut :

-Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Oktober 2005

nomor : 95/Pdt.G/2004/PN.BTM yang dimohonkan banding tersebut.

3. Putusan Perkara Kasasi Perdata Mahkamah Agung nomor :
1643.K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2007 sebagai berikut :
-Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru nomor :
10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006 yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Batam nomor : 95/PDT.G/2004 PN.BTM tanggal 26
Oktober 2005
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4. Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Mahkamah Agung nomor :
49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009 sebagai berikut :

a. Menyatakan akta KerjaSama nomor : 523, akta kuasa untuk membangun
nomor : 524, akta kuasa untuk mengurus nomor : 525, akta kuasa untuk
menjual nomor : 526 masing-masing tertanggal 31 Maret 2000 yang
seluruhnya dibuat dihadapan Yondri Darto, SH Notaris di Batam adalah
sah dan mengikat ;

b. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Oktober 2002 adalah
sah dan mengikat ;Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat IlI,
Tergugat 1V, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

c. Menghukum Tergugat |, Tergugat I, Tergugat IlI, Tergugat 1V untuk
membayar hak Penggugat sebesar Rp. 25.907.281.700,- (dua puluh lima
miliar Sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh
ratus Rupiah) ;

d. Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat 1V, untuk
membayar bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari Rp.
25.907.281.700,- (dua puluh lima miliar Sembilan ratus tujuh juta dua
ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah) terhitung sejak tanggal 1
Oktober 2003 sampai dengan Tergugat |, Tergugat II, Tergugat IlI,
Tergugat IV membayar lunas hak Penggugat ;

e. Menyatakan Tergugat I, Tergugat 11, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat
V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan
hukum ;

f. Menyatakan batal seluruh akta jual beli, akta pengikatan jual beli dan atau
akta-akta lain yang bersifat mengalihkan tanah Penggugat yang dibuat oleh
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang bertujuan menjual belikan
atau mengalihkan tanah milik Penggugat kepada para pembeli atau
konsumen dan/atau pihak ketiga, antara lain yang dibuat Tergugat V
sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) akta, yang dibuat Tergugat VI
sebanyak 448 (empat ratus empat puluuh delapan) akta, dan yang dibuat
tergugat VII sebanyak 65 (enam puluh lima) akta ;
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g. Menghukum Tergugat | sampai dengan Tergugat VII membayar ganti rugi
kepada Penggugat sebesar Rp. 16.892.790.000 (enam belas miliar delapan
ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) ;

h. Menyatakan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) ;

i. Menyatakan seluruh ijin Peralihan hak dan ijin pemecahan Gambar
Penetapan Lokasi atas tanah Penggugat yang dibuat tanpa persetujuan
Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;

j. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat ;

k. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

2.4.3. Analisa kasus
Berdasarkan uraian dari posisi kasus tersebut, maka penulis akan
menganalisis putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Mahkamah Agung
nomor : 49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009, sehubungan dengan
keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT/Notaris tanpa melihat dokumen
asli, dikaitkan dengan syarat pembuatan akte maka dapat berikan analisis sebagai
berikut :
Syarat-syarat pembuatan akta jual beli tanah dan atau bangunan sebagai berikut:
a.Syarat Materil,
syarat materil ini sangat menentukan sahnya jual beli tanah dan atau bangunan
tersebut, yakni menyangkut penjual, pembeli dan objek tanah dan atau bangunan.
1. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah dan atau bangunan yang akan
dijual;
Penjual adalah pemegang hak yang sah atau orang lain yang diberi wewenang
oleh pemegang hak untuk menjual tanah dan atau bangunan tersebut.Jika jual
beli tanah dilakukan oleh orang yang tidak berhak akibatnya jual beli tersebut
batal demi hukum.dalam hal yang demikian kepentingan pembeli sangatkah
dirugikan.
2. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang

dibelinya ;

Universitas Indonesia

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH Ul, 2011.



56

Pembeli haruslah orang yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-
undangan sebagai pemegang hak atas tanah.Menurut UUPA yang dapat
mempunyai hak milik atas tanah yaitu hanya warga Negara Indonesia Tunggal
dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah®’. Untuk orang asing dapat
memiliki tempat tinggal atau hunian dengan cara membeli atau membangun
diatas tanah dengan hak pakai atas tanah Negara atau hak pakai atas tanah hak
milik.Jika yang membeli hak milik atas tanah memilik kewarganegaraan asing
atau suatu badan hukum yang tidak ditetapkan oleh pemerintah untuk itu,maka
jual beli tersebut adalah batal karena hukum dan tanah jatuh kepada Negara.®
3. Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam sengketa.
Menurut UUPA hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek peralihan hak
adalah hak milik,>® Hak guna usaha®, Hak Guna Bangunan,®* dan hak
pakai.®
Jika salah satu syarat materil ini tidak dipenuhi atau penjual bukan
merupakan orang yang berhak untuk menjual atau pembeli tidak memenuhi syarat
untuk menjadi pemilik hak atas tanah menurut undang-undang atau tanah yang
diperjualbelikan sedang dalam sengketa jual beli tanah tersebut tidak sah.
b.Syarat Formil
Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, PPAT akan
membuat akta.
1. Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan jual
beli atau kuasa yang sah dari penjual dan pembeli, dan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk dapat

bertindak sebagai saksi.®®

>’ Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU
No.5, LN No.104 tahun 1960, TLN No0.2043,Pasal 21.

% Ibid, Pasal 26 ayat (2).

% Ibid., pasal 16 ayat (1) huruf a.
% Ibid., pasal 16 ayat (1) huruf b.
% |bid.,pasal 16 ayat (1) huruf c.
%2 |bid., pasal 16 ayat (1) huruf d

% Indonesia , Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, PP N0.37,LN No.52 tahun 1998, TLN No0.3746, Pasal 22
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2. Setelah akta tersebut dibuat, selamat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikan nya akta
tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.®

Syarat Materil yang pertama yaitu Penjual jika dikaitkan dengan kasus
tersebut diatas pada awalnya Tergugat | adalah orang yang berhak menjual
berdasarkan Akta kuasa untuk menjual nomor : 526 tanggal 31 Maret 2000 yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta Kerjasama nomor : 523 tanggal
31 Maret 2000,karena setiap kerjasama selalu mempunyai jangka waktu maka
dengan berjalannya waktu berakhirlah masa kerjasama tersebut, setelah jangka
waktu kerjasama tersebut berakhir maka secara otomatis Pihak Tergugat |
dan/atau Il tidak lagi berhak untuk melakukan jual beli kepada konsumen,ternyata
oleh pihak Tergugat | untuk memperoleh keuntungan maka secara diam-diam
telah menyalah gunakan akta kuasa untuk menjual tersebut tanpa sepengetahuan
pihak Penggugat dimana akta kuasa menjual tersebut telah disepakati untuk
dibatalkan oleh kedua belah pihak, dengan demikian yang berhak untuk menjual
tanah dan bangunan tersebut setelah berakhirnya kerjasama adalah Penggugat itu
sendiri.

Syarat Materil kedua yaitu pembeli ; pihak pembeli adalah merupakan
orang yang beritikad baik dan merupakan salah satu pihak yang sangat dirugikan
dengan adanya kasus ini karena mereka pada saat melakukan akta jual beli dan
pengikatan jual beli tidak mengetahui akan dokumen yang mereka beli karena
kepercayaan terhadap jabatan seorang Notaris/PPAT yang telah ditunjuk oleh
Tergugat I. Dalam Putusan Peninjauan Kembali di putuskan bahwa akta jual beli
atau tindakan pengalihan hak atas tanah atas rumah yang setempat dikenal dengan
Komplek Perumahan Taman Marchelia Kota Batam yang telah mereka lakukan
dengan Tergugat | dan/atau Tergugat Il selaku Penjual dihadapan PPAT/Notaris
Hatma Wigati kartono, SH, Tuti Rahmawati Lalo SH dan Anita Magdalena SH

* Ibid., Pasal 21 ayat 3
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(berturut-turut selaku Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII) adalah Batal,
dan mereka (pembeli) harus melakukan jual beli ulang kembali dengan
Penggugat. Dalam hal ini putusan Peninjauan Kembali dirasakan sangat
memberatkan para Pembeli dikarenakan para pembeli harus melakukan jual beli
ulang sedangkan ada sebagian dari mereka ada yang dalam bentuk akta jual beli
dan ada yang belum dibuat akta jual beli dan juga ada yang telah bersertipikat atas
nama pembeli itu.tidak semua pembeli itu memiliki kemampuan untuk membayar
biaya akta jual beli untuk yang kedua kalinya lagi oleh karena faktor ekonomi.
Oleh sebab itu dalam hal ini kepentingan pembeli sangatlah dirugikan.

Syarat Materil yang ketiga adalah tanah dan bangunan yang boleh
diperjual belikan atau tidak dalam sengketa ; dalam kasus tersebut sebenarnya,
untuk bangunan memang milik dari Tergugat | atas dasar kerjasama karena
mereka yang mendirikannya sedangkan untuk tanah tersebut telah bermasalah,
akan tetapi oleh pihak Tergugat | dan/atau Tergugat 1l tetap saja melakukan Jual
beli kepada Konsumen, untuk melakukan Jual beli tersebut juga telah memperoleh
ijin peralihan hak dari Tergugat VIII (Ketua otorita Batam) dimana Penggugat
telah berulang kali memohon kepada Tergugat VIII (Ketua otorita Batam) untuk
tidak memberikan ijin peralihan dan melakukan pemecahan Gambar Penetapan
Lokasi tanah milik Penggugat akan tetapi oleh Pihak Tergugat VIl (Ketua otorita
Batam) tidak mengindahkan permohonan dari Penggugat.Dalam Putusan
Peninjauan Kembali menyatakan bahwa seluruh ijin peralihan hak dan ijin
pemecahan Gambar Penetapan Lokasi atas tanah yang dibuat tanpa persetujuan
dari Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat; penulis
sangat setuju dengan putusan hakim ini karena seharusnya ketua Otorita Batam
mengecek dulu tentang kebenaran dari apa yang telah dimohonkan oleh
Penggugat tidak asal melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya
sehari-hari.atas tindakan ini telah banyak merugikan para konsumen/pembeli yang
mempunyai itikad baik.

Syarat Formil adalah Pembuatan akta dengan dihadiri oleh pihak yang
berwenang atau kuasa yang sah ; dalam kasus tersebut sebenarnya pihak Tergugat

| telah bertindak berdasarkan kuasa yang tidak sah.Karena akta kuasa menjual
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nomor : 526, tanggal 31 Maret 2000, telah dibatalkan atas kesepakatan bersama
dan telah dituangkan dalam bentuk surat dibawah tangan.

Kemudian dari segi akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT HATMA
WIGATI KARTONO, SH, TUTI RAHMAWATI LALO, SH dan ANITA
MAGDALENA, SH berturut-turut selaku Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII)
, apakah seorang PPAT/Notaris boleh membuat akta Jual Beli tanpa melihat
Dokumen asli ? Dalam kasus ini ketiga Notaris dan PPAT ini telah melakukan
kesalahan dan melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b ,Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa PPAT harus menolak untuk
membuat akta jika kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli dan atau asli surat-
surat tanah yang bersangkutan. Oleh karena ketiga Notaris/PPAT tersebut telah
melanggar peraturan yang ada maka atas putusan Pengadilan akta jual beli yang
telah mereka buat dibatalkan karena dengan dibuatnya akta jual beli itu telah
menimbulkan kerugian bagi pihak lain terutama bagi Penggugat.Penulis setuju
dengan putusan Hakim yang terakhir dengan membatalkan akta jual beli yang
dibuat oleh NotarissPPAT HATMA WIGATI KARTONO, SH, TUTI
RAHMAWATI LALO, SH dan ANITA MAGDALENA, SH (berturut-turut
selaku Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII).

Perbuatan PPAT tersebut termasuk dalam perbuatan Melawan Hukum
dengan adanya pihak yang dirugikan atas tindakan mereka.yaitu dengan akta jual
beli yang dibuat tanpa memperhatikan peraturan yang ada.Seorang PPAT dapat
dikatakan memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan
Perundang-undangan yang berlaku, selain tanggung jawab hukum PPAT juga
memilik tanggungjawab secara moral yang berkaitan dengan tingkah laku PPAT
baik di dalam maupun diluar jabatannya.Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan
dalam membuat akta pemindahan hak atas tanah, PPAT bertanggung jawab untuk
memeriksa syarat-syarat yang harus dilakukan oleh PPAT tersebut sebelum
pembuatan akta jual beli tersebut dilakukan.Dengan demikian PPAT harus
mempunyai ketelitian dan kecermatan, kemampuan serta pengetahuan yang luas
dalam bidang hukum pertanahan karena dengan Kketidaktelitian dan

ketidakcermatan ataupun ketidaktahuan akan berakibat fatal.

Universitas Indonesia

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH Ul, 2011.



60

Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada Notaris/PPAT
yang bersangkutan,dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah PT.PUTRI
SELAKA KENCANA selaku pemilik tanah dan Penggugat.Oleh Karena itu
ketiga Notaris dan PPAT itu dapat dimintai pertanggung jawabannya secara
perdata, dimana putusan pengadilan telah memutuskan bahwa akta jual beli batal
dan harus dilakukan Jual Beli ulang kembali dengan PT.PUTRI SELAKA
KENCANA (Penggugat). Sebagai akibat perbuatan Notaris/PPAT ini maka ketiga
Notaris/PPAT tersebut harus ikut menanggung membayar ganti rugi kepada
PT.PUTRI SELAKA KENCANA sebesar Rp. 16.892.790.000 (enam belas miliar
delapan ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratu sembilan puluh ribu Rupiah).

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa NotarissPPAT HATMA
WIGATI KARTONO, SH, TUTI RAHMAWATI LALO, SH dan ANITA
MAGDALENA, SH ketiganya Notaris di Batam, berturut-turut selaku Tergugat
V,Tergugat VI, Tergugat VII), tidak membuat akta jual beli atas komplek
perumahan Taman Marchelia tersebut, Seharusnya Notaris/PPAT tersebut
memeriksa secara saksama setiap data/dokumen yang diberikan, harus mengecek
dimana keberadaan asli dari sertipikat atas tanah tersebut, dan seluruh dokumen
pendukung yang ada juga harus asli.Karena jual beli yang dilakukan tanpa
memperlihatkan/melihat dokumen asli adalah perbuatan melawan hukum dan
tidak sesuai dengna prosedur hukum yang ada.Padahal selama ketiga
Notaris/PPAT itu membuat akta jual beli telah diberitahukan oleh Notaris/PPAT
Yondri Darto, SH Notaris di Batam secara lisan untuk tidak membuat akta jual
beli itu lagi namun hal itu tidak diindahkan oleh ketiga Notaris/PPAT tersebut dan
tetap membuat akta jual beli dan juga seharusnya ketiga Notaris dan PPAT itu
tidak membuat akta jual beli hanya berdasarkan dokumen fotocopy dan atas dasar
kepercayaan saja.Hal demikian sangatlah tidak menunjukan dedikasi seorang
pejabat umum yang memiliki citra yang baik dimata masyarakat.

Dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah mengatur sanksi menyatakan bahwa :

PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan

petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan
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tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari
jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti
kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh

diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.
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BAB I
PENUTUP

1. KESIMPULAN.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis yang diberi judul Keabsahan

Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT/Notaris tanpa Melihat Dokumen Asli (studi

kasus : Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata N0.49.PK/PDT/2009 tanggal

16 september 2009), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PPAT/Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya terutama dalam
proses pembuatan akta jual beli telah melupakan prosedur/peraturan-peraturan
yang harus diperhatikan oleh seorang PPAT/Notaris dalam pembuatan sebuah
akta jual beli, dalam kasus tersebut ketiga PPAT/Notaris tersebut telah
melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997
Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b.

2. Kelalaian PPAT dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan
pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan tanpa melihat dokumen asli
mengakibatkan batalnya akta Jual beli tersebut oleh Putusan Pengadilan
dimana PPAT dalam menjalankan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan
pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997
dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampai
pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT dengan tidak mengurangi
kemungkinan untuk dituntut gantirugi oleh pihak yang menderita kerugian
yang disebabkan diabaikan nya ketentuan tersebut diatas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah nomor : 24 tahun 1997.
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SARAN

PPAT/Notaris sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli
disarankan agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus secara
profesional, terampil, teliti, dan kecakapan/ pengetahuan dalam bidang
pertanahan serta berusaha mencegah timbulnya masalah dikemudian hari yang
dapat mengakibatkan akta jual beli yang dibuatnya dibatalkan atau batal demi
hukum oleh Putusan Pengadilan dengan mentaati peraturan Perundang-
Undangan dan yang terakhir disarankan juga kepada PPAT/Notaris untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan yang diambilnya.
Agar terhindar dari pembatalan akta jual beli oleh Pengadilan diharuskan bagi
PPAT/Notaris untuk melihat seluruh asli dari surat/dokumen yang telah
diberitahukan kepadanya yang menjadi pegangan bagi PPAT/Notaris dalam
proses pembuatan akta jual beli.

Didalam Putusan Pengadilan tersebut harusnya dicantumkan jangka waktu

untuk melakukan jual beli ulang terhadap konsumen.
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HATMA WIGAT! KARTONO, SH. Notaris & PPAT, berkantor di
Komplek Regency Park Blok IV No. 46, Jalan Griwijaya, Kota
Batam ;

- TUTI RAHMAWATI LALO, SH, Notaris & PPAT, berkantor di

Jalan Raja Ali Haji Kompleks Inti Sakti Blok E No. 6, Kota
Batam : -

. ANITA MAGDALENA, SH, Notaris & PPAT, berkantor di Jalan

Sultan Abdulrahman No. 1 Komplek Graha Sulaiman Lt 1| B/14
Nagoya Kota Batam : '

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KETUA OTORITA
PENGENMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

berkedudukan di Batam Centre, Batam :

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dan

turut Termohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding :

dan:

T SUJANTO, beriempat tinggal di  Komplek Taman
Marchelia Blok C No. 114 Batam Centre, Kota Batam :

2 SRl SUKARTI, bertempat tinggal di Rt. 1 Rw. 1
Kelurahan Mukakuning, Kota Batam :

3: FARIS GATENEH, bertempat tinggal di Komplek Taman
Marchzlia Blok 44 Kota Batam :

4, MIAU LUI, bertempat tinggal di Winsor Blok 1l No. Lt. 03
Kcta Batam ;

> SUS|, bertempat tinggal di Taman Marcheliz A 200 Kota
Batam:

B. YULIE CHARIA, bertempat tinggal di Komplek Taman
Marchelia A - 22 Kota Batam :

i CRISNA W, bertempat tinggal di Komplek Taman
Marchelia Blok A No. 56 Kota Batam :

8. IDI PANGESTUNIK, bertempat tinggal di Marchelia Blok
No. 89 Kota Batam :

9. YULIE CHARLA, bertempat tinggal di Taman Marchelia
A - 35 Kota Batam

10.  JECKY AULIA, bertempat tinggal di Taman Majehelia A-
201 Kota Batam : '

11, AGUSTINA s, bertempat tinggal di Taman Marchelia A-
118 Kota Batam : _—
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/12, RUDI SASTRO KUSMO, bertempat tinggal di Komplek

RPuko Batavia Blok A No.3 Batu Aji Kcta Batam

13.  NUNUNG SR, bertempat tinggal di Taman Marchelia
Blok A No. 125 Kota Batam ;

14.  IDA NURSHANTI, bertempat tingga! di Taman Marchelia
Blak A/9 Kota Batam

15. DIAH SRl PERWITASARI, berter.pat tinggal di
Marchelia A/3 Kota Batam :

16.  MELZA HELION, bertempat tinggal di Marchelia A/207
Kota Batam ;

17. IDRIS SOFIANTO, bertempat tinggal di Marchelia A 121
Kota Batam ;

18.  ASNAN, bertempat tinggal di Marchelia A 136 Kota
Batam ;

19.  SRIYANI, bertempat tinggal di Marchella AJ206, Kota
Batam ;

20.  TARULI FERRY M NAINGGOLAN. bertempat tinggai di
Taman Marchelia Blok A/24 Kata Batam :

21.  AKHSANUDDIN MUHAMMAD, bertempat tinggal di
Marchelia Blok A - 117 Kota Batam ;

22.  BENI ASMAN, bertempat tinggal di Marchelia Blok A
123 Kota Batam ;

23.  ARLI CANDRA, bertempat tinggal di Marchelia Blok A
138 Kota Batam ;

24.  ZAHARA, bertempat tinggal di Marchelia Blok A 225
Kota Batam ; '

e “"ﬁ,‘,\ 25. ZAHARA, bertempat tinggal di Marchelia Blok A 224
-1’-,-; Kota Batam;
A o 26. ZAHARA, berteinpat tinggal di Marchelia Blok A 220
_ Kota Batam ;
a 27. ZAHARA, bertempat tinggal di Marchelia Blok A 221
Kota.Batam >
28.  MISRA YETTY, bertempat tinggal di Marchelia Blok A
15¢ Kota Batam ;
29. ASMUNAH, bertempat tinggal di Marchelia Blok A 7
Kota Batam ; .~

- i} 3 darl 78 hal. Put. No. 48 PK/PDT/009
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31.
32.
33.
34,
38.
36.
37
38.

39.

: ‘Ir K 43

45.
46.

47,

48.

40.

41,

42.

44,

HALIMAH T, bertempat tinggal di Marchelia Blok A 3
Kota Batam ;

REINHARD, bertempat tinggal di Marchelia Blok A/143
Kota Batam :

M. DJUSRI, bertempat tinggal di Blok A 162/163 Kota
Batam ;

REYNTJE KATANGING, bertempat tinggal di Marchelia
A/204 Kota Batam :

DARM! YUSTI. bertempat tinggal di Marchelia Blok
Ai174 Kota Batam :

FAUJIAN NUR, bertempat tinggal di Marchelia Blok A
No. 6 Kota Batam :

PARNINGOTAN SITUMEANG, bertempat tingga!l di
Taman Maichelia Biok C 165 Kota Batam ;

DJOHAN, bertempat tinggal ci Taman Marchelia Blok A
No. 131 Kota Batam ;

WINARSIH, bertempat tinggal di Taman Marchelia Blok
A 127 kota Batam :

ERNI S PURBA, bertempat tinggal di Taman Marchelia
Blok C 166 Kota Batam ;

NCPRIZAL, bertempat tinggal di Blok C 172 Kota
Batar :

MEDA KARTIKA, bertempat tinggzl di Blok A 164 Fota
Batam ;

T. RIDWAN E, bertempat tinggal di Marchelia Blok C 89
Kot1 Batam ;

LIG. MUI TJIN, bertempat tinggal di Blok A 166 Kota
Batam : .

LIO MUI TJIN, bertempat tinggal di Blck A 167 Kota
Batam ;

ERLIANI, bertempat tinggal di Blok A 140 Kota Batam :
JULIATI, bertempat tinggal di Marchelia Blok A No. 119
Kota Batam ; |

IRWAN RAHABAN, bertempat tinggal di Blok A No. 186
Kota Batam ;

LIS INDRIANY, bertempat tinggal di Marchelia Kota
Batam ; e

Keabsahan akta..., Hentry Hyhisiah, FH UlH204 Yari 78 hal. Put. No. 49 PxoDT2000



/s,

50.
51.
52.
53.
54.
85.
586.

o7,
38,

65.

66.

67.

68.

62.

63.

64.

ALEP ZULKIFLI, bertempat tinggal di Marchelia Kota
Baam ;
AMRAN, bertempat tinggal di Marchelia Blok C-174 Kota
Batem ;

SITI CHOIRIAH, bertempat tinggal di Marchelia C/72
Kota Batam -

FINI NUR WIYASTUTI, bertempat tinggal di C-34 Kota
Batam ;

LAU LIONA DUAN, bertempat tinggal di C-58 Kota
Batam ;

RONI" LUMBANTURUAN, bertempat tinggal di C-81
Kota Batam ;

AKUANG, bertempat tinggal di C-132 Kota Batam ;
ARNI, bertempat tinggal di C-132 Kota Batam ;

TIAN H, bertempat tinggal di C-69 Kota Bata ;

+OKO SETYAD!I, bertempat tinggal di Marchelia Blok C
135 Kota Batam ;

JOKO SETYAD!, bertempat tinggal di Marchelia Blok C
136 Kota Batam ;

DAUD IRAWATI, bertempat tinggal di Blok C-26 Kota
Batam ;

ERWIN SYAHRIZAL, bertempat tinggal di Marchelia
Blok C 121 Kota Batam ; '

TJUI LIANG/BAHAR, bertempat tinggal di Marchelia C
85 Kota Ratam ;

SUNARNI, bertempat tinggal di Marchelia A/189 kota
Batam ;

SUNARNI, bertempat tinggal di Marchelia C 169 Kota
Batam ;

INDRAWATI, bertempat tinggal di Marchelia C 123 Kota
Batam ;

NGJI TUNG, bertempat tinggal di Marchelia D 70 Kota
Batam ;

RAHMATIKA, bertempat tinggal di Taman March=iia C
98 Knta Batam :

LIU KIM SAN, bertempat tinggal di Marchelia Blok C76
Kota Batam ; i

Keabsahan akta..., Hentry Hyhisiah, FH ULiZGldas 78 hat. Put. No. 49 PK/PDT/2069
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72,

3

74,

s

76.

1 L

i 8.

84.

85.

86.

79,

80.

81.

82.

B3.

FUAIDA SAY, bertempat tinggal di Marchelia Blok C 65
Kota Batam :

ROSPITA L. TORUAN, bertempat tinggal di Marchelia
Blok C 146 Kota Batam :

HANNA DENMPITAS, bertempat tinggal di Marchelia Blok
C 144 Kota Batam :

ANDRIAN, bertempat tinggal di Marchelia Blok C 91
Kota Batam :

RIA JULIARTI, bertempat tinggal di Marchelia Blok C 73
Kota Batam :

YOAKIM M RAHMAT P, bertempat tinggal di Marchelia
Blok C 13 Kota Batam ;

EFENDY L TORUAN, bertempat tinggal di Pondok Asri
Indah Blok $/07 Kota Batam :

KORNELIUS, bertempat tinggal di Komplek Penuin
Centre Blok F 12 Kota Batam :

SUTARJO TAN, bertempat tinggal di Komplek Penuin
Centre Blok F 12 Kota Batam ;

SAMIJO, bertempat tinggal di Marchelia B 51 Kota
Batam ;

DJAP MOEK TO bertempat tinggal di Marchelia Blok A
No. 184 Kota Batam ;

WIWAN SUANDA. bertempat tinggal di Marchelia Blok
A 112 Batam Centre Kota Batam :

DJONI. bertempat tinggal di Kompiek Sakura Anpan Rt
003, Rw. 006 Kota Batam :

SI}iUS, bertempat tinggal di Komplek Sakura Anpan
Indah B 10 Kota Batam :

ESY HERMANTO, bertempat tinggal di Marchelia A/169
Kota Batam ;

PEDDY MASDIANTO, bertempat tinggal di Marchelia
A/132 Kota Batam

LINDAWATI, bertempat tinggal di Plamc Garden Blok G
1/8 Kota Batam :

ROSLINA, bertempat tinggal di Marchelia Blok A/168
Kota Batam ; .~

Hal, ??al‘i 78 hal. Put. No. 49 PK/PDT/2009
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8.8.
88.
80.
g7,
92.

-

o
96.
97.
98.

899:

102.

103.

104.

100.

101.

B. HAREPA, bertempat tinggal di Marchelia Plok A/161
Kot: Batam ;

MAFLSANA, bertempat tinggal di Marchelia A/216 Kota
Batém ;

SITI WAHYUNI, bertemipat tinggal di Marchelia Blok
A/B1 Kota Batam ;

BAKHTERA, bertempat tinggal di Tiban Il Blok D No.5
Kota Batam :

SARASTO, bertempat tinggal di Marchelia A - 129 Kota
Batam

CARLA MARLIT A, bertempat tinggal di Tiban Kenana
A - 6 Kota Batam ;

SRI LESTARI, bertempat tinggal di Marchelia Blok A
192 Kota Batam ;

FREDY HUNGKOY, bertempat tinggal di Marchelia Blok
A No. 165 Kota Batam :

SUKARJO, bertempzt tinggal di Taman Duta Mas
Clus.ar VI No. 28 A Kota Batam ;

KARMINATUN, bertempat tinggal di Tiban Housing Blok
D No 16 Kota Batam :

ELIZA YENI, bertempat tinggal di Tiban B1 - N Blok Q
No.6 Kota Batam ;

SIT ERLI YULISTIAWAN, berempat tinggal di

Marchelia blok L 36 Kota Batam

SRI MURDIYANTI, bertempat tinggal di Baloi Satpam
Blok C 135 Kota Batam ;

JONDRAS, bertempat tinggal di Marchelia Blok C 130
Kota Batam ;

RUDI RAMDHANI, bertempat tinggal di Marchelia Biok
C 20 Kota Batam :

KONSTANTINUS V MARUT, bertempat tinggal di
Perum Taman Marchelia Blok C/167 Kota Batam ;
JARDIANA, bertempat tinggal di Marchelia Biok C &2
Kota Batam ;

EFR} ANDI, bertempat tinggal di Marchelia Blok C/101
Kota Batam ; o

' dari 78 hal. Put. No. 49 PK/PDT/2009
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%05.

107.
108.
109.
110.
19

1l

114.

s ... e 1 1 5-
/m
g’m‘ ;:.

=1 116,

118.

119.
120.
121.

122,

1483

117

DESILIANY, bertempat tinggal di Marchelia Blok C/169
Kota Batam ;

AGUS WALUYO, bertempat tinggal di Marchelia Blok
C/134 Kota Batam :

SUMARNI, bertempat tinggal di Marchelia Blok C 55
Kota Batam ;

SRI WAHJANTI, bertempat tinggal di Marchelia Blok C
54 Kota Batam ;

NGADINO, bertempat tinggal di Pancur Blok | No. 19
Kot 1 Eatam ;

ALOYSIUS TITUS, bertempat tinggal di Komplek.
Culindo Indah JI. Culindo Permai, Kota Batam :

MOCH. YOESRAS N, bertempzat tinggal di Marchelia
C/86 Kota Batam ;

AGUSTINA TAMBUNAN, bertempat tinggal di Taman
Duta Mas B 7/4 Batam Centre Kota Batam :

ROBERT D LELONG, bertempat tinggal di Marchelia C
141 Kota Batam

CAROLINA T TOHATTA, bertempat tinggal di Marchelia
C 142 Kota Batam ;

NURHAIDA, bertempat tinggal di Marchelia C 124 Kota
Batam ;

BERSAMA MARBUN, bertempat tinggal di Marchelia G
145 Kota Batam ; '

INDRA GUNAWAN, bertempat tinggal di Marchelia B
No. 127 Kota Batam ;

MUZHRJZAL, bertempat tinggal ai Marchelia B No. 85
Kota Batam ;

PARYADI, bertempat tinggal di Plamo Garden A 21 Kota
Batam ;

SOFYAN E, bertempat tinggal di Marchelia B 100 Kota
Batam ;

SUWARSO, bertempat tinggal di Marchelia B 34 Kota
Batam :

HADJ SUNYOTO, bertempat tinggal di Bambu Kuning
Blok A 11. 34 Kota Kota Batam ; ,

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH UI, 881§ a1 78 hal. Pul. No. 43 PR/POT/Z009.



/123,

124,
125
126.
127.
128.
129,

130.

T
138.

139.
140.

141,

131.

132,
183:

134.

188

136.

SUPRIYONO, bertempat tinggal di Marchelia Blok B 185
Kota Batam ;

ROSNAWATI, bertempat tinggal di Marchelia B 188
Kota Batam ;

RUDY, bertempat tinggal di Marchelia B 32 Kota
Batam ;

ELVIRA 8, bertempat tingga! di Marchelia B 33 Kota
Batam ;

GEK TJU, bertempat tinggal di Marchelia B 29 Kota
Batam ;

ANTON, berrempat tinggal di Marchelia B - 78 Kota
Batam ;

LUSAMJN, bertempat tinggal di Marchelia B - 43 Kota
Batam ;

BAMBANG SUPRIYADI, bertempa® tinggal di Marchelia
B 424 Kota Batam ;

MIE TJIN, bertampat tinggal di Marchelia B - 22 Kota
Batam ;

TONY, bertempat tinggal di Marchelia 3 31 Kota Batam :
RIYANTO, bertempat tinggal di Marchelia B 49 Kota
Batam ;

M. RAHIM, bertempat tinggal di Marchelia B 57 Kota
Batam ;

SUNARTC, bertempat tinggal di Marchelia B 81 Kota
Batam ;

KWEE SOK SUA, bertempat tinggal di Marchelia B 80
Kota Batam ;

NURLELI, bertempat tinggal di Marchelia B 20 Kota
Batam :

BUDI HARSO, bertempat tinggal di MarcheHia B 56
Kota Batam ;

SIULI, bertempat tinggal di Marchelia B/91 Kota Batam |
HENDRA, bertempat tinggal di Marchelia B 181 Kota
Batam ;

MUCHRIZAL, bertempat tinggal di Marchelia B 75 Kota

Batam; -
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143.
144,
145,
146,
147.
148,

148,
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1585:
156.
157,
158.

159,

161.

1562.

153.

154.

NGAJU, bertempat tinggal di Marchelia B 48 Kota
Batam ;

NOVI PANCAWATI, bertempat tinggal di Marchelia Kota
Batam ;

BAMBANG P, bertempat tinggal di Marchelia B 113 Kota
Batam ;

YANTOQ, bertempat tinggal di Marchelia B 190 Kota
Batam ;

SELAMAT, bertempat tinggal di Marchelia B/23 Kota
Baiam ;

SRIYANI, bertempat tinggal di Marchelia B/182 Kota
Batami ;

ACHMAD BASHRI, bertempat tinggal di Marchelia B 12
Kota Batam : ;

TIENAPRIANTI, bertempat tinggal di Mutiara Biru C — 4
Kota Batam ;

SULIA, bertempat tinggal di Marchelia B - 116 Kota
Batam ;

REFIDA, bertempat tinggal di Marchelia B - 1 07 Kota
Batam ;

REFRINALDI, Lertempat tinggal di Genta | AK - 13 Kota
Batam ;

TJIN HIM, bertempat tinggal di Winsor Blok 3 (04-27)
Kota Batam ; '

SUHARJONO, bertempat tinggal di Komplek Tat Seng 2
Sei Panas Kcta Batam ;

SUAJI, bertempat tinggal di Taman Duta Mas Blok 17
Kota Batam ;

MIAWATI, tertempat tinggal di Marchelia Orchid Park
Blok D/189 Kota Batam ;

RIDUAN WR, bertempat tinggal di Perum, MC Dermoot
Blok 6 No. 6 Tiban Kota Batam :
LUTFI SANJAYA, bertempat tinggal di Marchelia B — 54

Kota Batam ;

DEDI SETIAD!, bertempat tinggal di Marchelia B 74
Kcta Batam;

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH UI, ) {1f,dari 78 hal. Put. No. 48 PK/PDT/2009 |
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161.

162.

163.
164.
165.
166.
167.

168.
169.

175.
176.

177,
178.

170.

171.

172,

173,

174.

WAHADI, bertempat tinggal di Bengkong Dalam No. 20
Kota Batam :

HENDRA, bertempat tinggal di Taman Marchelia Blok
B/38 Kota Batam ;

Dra. SRI MURTI RAHAYU, bertempat tinggal di Seij
Pancur Blok 1/7, Rt. 03/Rw. | Tg. Piayu Sei Beduk Kota
Batam ;

IWAN HARYADI, bertempat tinggal di Marchelia B/96
Kota Batain :

YUSRI RAHMA T, bertempat tinggal di Marchelia B/95
Kota Batam ;

YUDHI F, bertempat tinggal di Marcheliz B/92 Kota
Batam ;

MURNI, bertempat tinggal di Marchelia B/241 Kota
Batam

ERIJAL H, bertempat tinggal di Marchelia B/125 Kota
Batam ;

ALAI, bertempat tinggal di Marchelia B/2 Kota Batam :
LAI' SUN, bertempat tinggal di Marchelia B/209 Kota
Batam ;

M. SOFYAN, bertempat tinggal di Marchelia B/77 Kota
Batam ;

NUR ADI RM-, bertempat tinggal di Marchelia B/123 Kota
Batam ; '

ZULFIKAR |, bertempat tinggal di Marchelia B/63 Kota
Batam, ;

P. ADISUTIONO, bertempat tinggal di Marchelia B/26
Kota Batam ;

AHMAD MUAMMAR, beiterpat tinggal ¢i Marchelia
B/165 Kota Batam :

ACHMAD NURCHOLIS, bertempat tinggal di Marchelia
Blok B/30 Kota Batam :

TESSAR HIMAWAN, bertempat tinggal dv Marchelia
B/62 Kota Batam ; |
ESTHER IRENE DJAWA, bertempat tinggal di ... :
MUHD. SAMAD, bertempat tinggal di Marchelia B/178
Kota Batam ; o
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180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

188.

194.

195,

186.

189.
150.
191
192

EE R !

SUPIANSYAH, bertempat tinggal di Marchelia Blok B/21
Kota Batam ;

SEMI SIWI REJEKI, bertempat tinggal di Maichelia Blok
B Kota Batam :

ADRIUS, bertempat tinggal di Marchelia Blok B/131
Kota Batam ;

IRWAN ZEN, bertempat tinggal di Marchelia B/42 Kota
Batam ;

AFRIZAL K, bertempat tinggal di Marchelia B 174 Kota
Batam ;

ISMARWAN, bertempat tinggal di Puri Malaka F/18 Kota
Baam ;

IHRAM, bertempat tinggal di Marcheiia B/176 Kota
Batam ;

BERRY DWI HENDRIJATMOKO, bertempat tingga' di
Marchelia B/187 Kota Batam :

SUPRAPTO, bertempat tinggal di Marchelia B/103 Kota
Batam ;

HERMAN, bertempat tinggal di Beverly Park BLok E/2
Kota Batam ;

SRIYANTI, bertempat tinggal di Marchelia B 126 Kota
Batam ;

EMIL MUSFAR, bertempat tinggal di MK | Cb 28 Kota
Batam ; '

SUMARYATI, bertempat tinggal di Blok B 176 Kota
Batanm ;

ANGGIA T S, bertempat tinggal di Marchelia Perum
Arse Indah C 24 Kota Batam ;

CHAI LI HAILI HA, bertempat tinggal di Singai Panas
Biok C No.6 Kota Batam ;

H. SYAFRULLAH, bertempat tinggal di Tiban | Blok
D/134 Kota Batam :

LIU KUAN LIE, bertempat tinggal di Marchelia Blok D
No. 185 Kota Batam :

SURYANA, bertempat tinggal di Marchelia Blok B
No.170 Kota Batam ;:

Keabsahan akta.... Hentry Hynisiah, FH ULsziq _dad 78 hal. Put. No. 45 PK/PDT/2009 .
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199.
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203.
204,
205.
2086.

207.

2143.

214,

208.

208,

ASFRIZAL, bertempat tinggal di Marchehia Blok B/37
Kota Batam ;

FITRA AGUNG, bertempat tinggal di Marchelia B 134
Kcta Batam ;

SAMIJO, berlempat tinggal di Marchelia Blok B 51 Kota
Batam ;

PT. CIPTA PROPERTINDO, berkedudukan di Sumber
Agung D/14 Kota Batam :

IS SUMARNI, bertempat tinggal di Marcrelia B — 249
Kota Batam ;

AHMAD FARID, bertempat tinggal di Ma-chelia B-133
Kota Batam :

FREDY HUNGKQY, bertempat tinggal di Marchelia
B118 Kota Batam :

VINCENTIUS ALBERT, berternpat tinggal di Marchelia B
163 Kota Batam ;

HERMANTONY, bertempat tinggal di Marchelia C No.6
Batam Centre Kota Batam :

ANA, bertempat tinggal di Marchelia B No 89 Batam
Cenrtre, Kota Batam :

ELSA KAMARUDDIN, bertempat tinggal di Marchelia
B/40 Kota Batam :

- SANTOSA, bertempat tinggal di Marchelia B/164 Kota

Batam ;

RUD! KARWANTO, bertempat tinggal di Marchelia B/28
Kota Batam ;

FADHLI AGUSTIN, bertempat tinggal di Marchelia B 134
Kota Batam ;

ADE NURHAYANI, bertempat tinggal di Marchelia B-3
Kota Batam ;

GATOT SN, bertempat tinggal di Pondok Asri Indah
0/08 Sei Panas Kota Batam : _

HIMAWAN, bertempat tinggal di T. Marchelia B 149
Kaota Batam ;

TERESA MEIDALITA, bertempat tinggal di T. Marchelia
B 90 Kota Batam ;

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH U};20%ari 78 hal. Put. No. 49 PK/PDT/2008



218.
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221.
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22 3,
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230,
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232,

233.

2258,

226.

227.

228.

TRI BUDI WIDODO, bertempat tinggal di MKI | Blok AC
06 Kota Baiam :

MUCHTAR IBRAHIM, bertempat tinggal dj T. Marchelia
Blok B 14 Kota Batam -

SARASTO, bertempat tinggal di Marchelia A - 128 Kota
Batam ; :

PINTAR SIHOMBING, bertempat tinggal di Marchelia B-
17 Kota Batam :

PINTAR SIHOMBING, bertempat tinggal di Marchelia B-
18 Kota Batam :

ELVINA R, bertempat tinggal di Perum GENTA 2 Blok S
Nec 4 Kota Batam :

WIDYA LUTHFI, bertempat tinggal di Bida Asri D1
No 18 Kota Batam :

QUDY SEPANG, bertempat tinggal di Tiban MC
Dermoot Blok G No. 21 Kota Batam :

M. ADRIAN S.A, bertempat tinggal di Tiban BTN Blok H
No.6 Kota Batam :

G. YAN HARYANTO, bertempat tinggal di T. Marchelia
B/181 Kota Batam :

JACKY ZAHARI, bertempat tinggal di T. Marchelia 8/9
Kota Batam ;

AGUNG JUNAEDI bertempat t|ngga| di Marchelia B 126
Kota Batam ;

YULITA, bertempat tinggal di Marchelia B - 50 Kota
Batam ;

DEDY CAHYANTO, bertempat tinggal di Marchelia B 25
Kota Batam ;

SUMAN 8, bertempat finggai di Mediterania Bick If No. 5
Kota Batam ;

BUSTAMI, bertempat tingQaI di Cendana Thp Il Kota
Batam ;

ANDRI HIDAYAT, bertempat tinggal di Hutatap C - 3
Kota Batam ;

MACHMUD, bertempat tinggal di Muka Kuning Indah 2
Blok R No. 8 Kota Batam :

ALFEN, bertempat tinggal di B. Laut Kota Batam o

Hal. 14 claﬂ 78 hal. Put. No. 49 PK/PDT/2009
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236.

237.

238.

239,

240.

241,

242.

243.

249.

250.

251,

244,

245,

246,

247,

248.

ARNIATI, bertempat tinggal di Muka Kuning Indah AC
10 Kota Batam ;

RAMA DHARMASA P, bertempat tinggal di Perum Griya
Surya Kharisma Kota Batam

ZUKHULUISYAH, bertempat tinggal di Perum Marchelia
Kota Batam ;

JONNI KASRUN, bertempat tinggal di Taman Batyu
Besar C 2/1 Kota Batam ;

Ml IKHSAN. bertempat tingoal di Tiban Housing A 2
No.3 Kota Batam ;

RIEDY RAHYONO TS, bertempat tinggal di Sei Pancur
Blok K No.3 Kota Batam :

MARWATI BERLIAN, bertempat tinggal di Anggrek Sari
F 8 - 23 Kota Batam :
SAFTATOH, bertempat tinggal di Baloi impian A Kota
Batam ;
TJHIN DJOEN T JHOI, bertempat tinggal di Legenda
Blok H5 3 Kuta Batam ;

HATRIN SIANTURI, bertempat tinggal di Muka Kuning
Indah | Blok CB 9 Kota Batam :
OS= PO SITANGGANG, bertempat tinggal di Marchelia
Blox D No. 78 Kota Batam :
AZMAN HIDAYAT, bertempat tinggal di Bukit Jodoh Rt.I,
Rw. | Blok |V No. 45 Kota Batam :

MARNI 8, bertempat tinggal di Marchelia Blok D Kota
Batam ;

RUSYDI ASRIA, bertempat tinggal di Marchelia
D/21Kota Batam ;

HARYANTO DAYAT YAKIN, bertempat tinggal di Bida
Ayu P 25 Piayu Kota Batam :

DJIE SIU T JHIAR, bertempat tinggal di Ma-chelia D 113
Kota Batam ;

SITI ARGFAH, bertempat tinggal di Pond ok Ari 03/No. 5
Sei Panas Kota Batam :

RUSLI, bertempat tinggal di Taman Marchelia Blok D
No. 34 Kota Batam : e

Keabsahan akta..., Hentry Hynisiah, FH UL£20bhar 7 rar. put. No. 40 prpoT2008



v2532.

253.

254,

255.

2586.

257.

258.

kad,

280.

261,

268.

269.

270.

262.

263.

264,

265.

266.
287.

CAKRABIMA & SULIATI, bertempat tinggal di Tmn
Nagoya Indah K - 11 Kota Batam .

DAULAT MARPAUNG, bertempat tinggal di Pondok Asri
0/7 Sei Panas Kota Batam :

RACHMAT KAMAL, bertempat tinggal di Duta Mas A6/7
Kota Batam ;

HAROLG ED ANDRIAS, bertempat tinggal di Blk D 29
Taman Maicheiia Kota Batam :

SYAFRUDIN, bertempat tinggal di Anggrek Permai F 12
A Kota Batam ;

SUDARTO, bertempat tinggal di MKGR Biok Gore
No.16 Kota Batam : _

MELDA ROZI, bertempat tinggal di Perum Avian Griya
Prirna 1l Blok AA No.5 Kota Batam

ETIS PRIYANTO, bertempat tinggal di Taman Jaya Asri
1 ¢/15 Batu Aji Kota Batam :

SAMUGIANTO, bertempat tinggal di Bengkong Abadi 1|
BlokA Rt. 01/06 No. 117 Kota Batam ;

M. GHOZALI, bertempat tinggal di Perum Senawangi F-
15, Batu Aji Kota Batam ;

BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Bengkong Abadi
ll Blok ARt. 01/06 No. 117 Kota Batam -

PURWANTOL bertempat tinggal di Perum Marchelia
Blok D Tahap Il Kota Batam :

IR.'H. YUSUF A, bertempat tinggal i Taman Marchelia
Blok D/200 Kota Batam :

ZAINAL EFFENDI, bertempat tinggal di TM D/68 Kota
Batam ;

MURNIATI, bertempat tinggal di TM D/63 Kota Batam -
ERMAWATI, bertempat tinggal di Marchelia D — 183
Kotz" Batam ;

H. BACHTIAR HUSNI, bertempat tinggal di Marchelia D

- 36 Kota Batam ;

MULYANTO, bertempat tinggal di Tmn Marchelia D-187
Kota Batam ;

RIANA WATI, bertempat tinggal di Tmn Marchelia D 120
Kota Batam ; .~

- i 78 hal. Put, No. 40 PK/PDT/2003
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EKO BUDIANTO, bertempat tinggal di Tiara Mantang
Blok Q 12 Kota Batam :

M.M. BAKKU, bertempat tinggal di Taman Mediterania
Blk ii 6 No. 16 Kota Batam :

Y ANTI, bertempat tinggal di Marchelia Blok D 137 Kota
Baﬁam ;

NURAINI, bertempat tinggal di Marchelia Bluk D 31 Kota
Batam ;

HASAN PRIYANTI, bertempat tinggal di Anggrek Sari D
6 - 6 Kota Batam :

ZAENAL FARIS, bertempat tinggal di TM. Jaya Asri
C1/14 Kota Batam :

PURWANTO, bertempat tinggal di Genta Blok CH 15
Kota Batam ;

DANDANG WICAKSONO, bertempat tinggal di Genta
Blok AP 07 Kota Batam

JUNITA, bertempat tinggal di Taman Marchelia D 27
Kota Batam ;

ARIFIN EFFENDY, bertempat tinggal di Taman
Marchelia D 214 Kota Batam :

TEGUH M, bertempat tinggal di Taman Marchelia A 89
Kota Batam ;

SRIYATUN, bertempat tinggal di Marchelia Blk D 217
Kota Batam ;

JUN AKHDIAD!, bertempat tinggal di Marchelia Bk D
132 Kota Batam ;

LUSPINI, bertempat tinggal di Marchelia Bik D 178 Kota
Batam ;

M. ZUMRON. bertemcat tinggal di Bengkor,g Abadi i D
35 Kota Batam :

MAKSUM, bertempat tinggal di Taman Marchelia A 122
Kota Batam ;

SIAW LENG, bertempat tinggal di Anggrek Mas 157
Kota Batam :

NADIMAN, bertempat tingga! di Anggrek Mas 171 Kota
Batam ; 7
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MUSRI, berterapat tinggal di B Jaya Indah B 11 Kota
Batam ;

SYAMBAYU, bertempat tinggal di Penuin No. 05 Kota
Batam

EDDY, bertempat tinggal di Saoi Centre, Kota Batam :
SUPRIA TNA, bertempat tinggal di Windsor Kota
Batam ;

UPRADIGDO, bertempat tinggal di JI. Semangka 3
No.10 Rt. 03/Rw. X Blk V Kota Satam :

ZURYATI ALMI, pertempat tinggal di Taman Marchelia
A/122 Kota Batam ;

DILWAN, bertempat tinggal di Taman Marchelia D 73
Kota Batam :

HUSAINI, bertempat tinggal di Taman Marchelia D 131
Kota Batam :

YAYUK TRISNAWATI, bertempat tinggal di T.Marchelia
C 138 Kota Batam ;

MOCH. SUUT, bertempat tinggal di T. Marchelia A 21
Kota Batam ;

FIORENTINA  SINUHAJI: bertempat tinggal di
T.Marchelia D/121 Kota Batam : '

ROSAHAN, bertempat tinggal di T. Marctelia D/128
Kota Batam ; ,

PHANG RHIAN SUNG, bertempat tinggal di T.Marchelia
D/38 Kota Batam :

SRY WARDANI, bertempat tinggal di Aspol Saloi A/3
Kota Batam ;

BURHANNUDIN . RASYAD, bertempat inggal di
Marchelia Blok D 35 Kota Batam :

YOHAN TIMBANG, bertempat tinggal di Marchelia Blok
D/222 Kota Batam

NUR ASISAH, bertempat tinggal di Orchard Suite F 10
Kota Batam ;

BELIE, bertempat tinggal di Marchelia Blok D No. 181
Kota Batam :

FENDY, bertempat tinggal di Centre Point K 3 Kota

Batam ; T
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IBRAHIM, bertempat tinggal di MKI! | Blok BM 04 Kota
Batam ;

RICHARD BALLY, bertempat tinggal di Marchelia Blok
D/192 Kota Batam :

BIYANTO, bertempat tinggal di Marchelia D/186 Kota
Batam ;

JAMASREAF H. MOKALU, bertempat tinggal di
Marchelia D/192 Kota Batam ¢

WENNYITERUNA H. MARDHAWITA, bertempat tinggal
di Marchelia D/191 Kota Batam :

SUPRIADI, bertempat tinggai di Baloi Kusuma Blok C 24
Kota Batam :

ANA, bertempat tinggal di Baloi Kusuma Blok C-24
Kota Batam ;

KARBEL P SASILA, bertempat tinggal di T. Marchelia D
175 Kota Batam ;

AMIRUL MUKMININ, bertempat tinggal di Genta | Blk
BO No. 01 Kota Batam ;

FAIZAL KUMRON, bertempat tinggal di Taman
Marchelia D/117 Kota Batam -

HENDRI, bertempat tinggal di T. Marchelia /67 Kota
Batam ;

. ABD. WAHAB, bertempat tinggal di T. Marchelia D/193

Koia Batam ;

WAHYU B.G, bertempat tingga! di Shangrilla A3/49
Sekupang Kota Batam :

ADE NURHAYANI, bertempat tinggal di T. Marchelia B-
3 Kota Batam :

NOFIAR, berterﬁpat tinggal di T. Marchelia D/7138 Kota
Batam ;

NANDAN TUNDRA, bertempat tinggal di Genta | Blk R

.No.8 Kota Batam :

DRS. M. MUSTHALAYATIM, bertempat tinggal di Duta
Mas Blok A 20 -1 L Kota Batam :

NUR HASAN, bertempat tinggal di Komp. Nusa Jaya
Blok A 14 No. 12 Kota Batam : -
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TI HAW, bertempat tinggal di JI. Tepekong Blok A Seij
Panas Kota Batam :

TIE MOEI, bertempat tinggal di Komp. Suinber Agung
A11 Kota Batam ;

HERI W, bertempat tinggal di Baloi Ditpam S/24 Kota
Batam ; ;
FLORIBERTUS EPI, bertempat tinggal di Kembang Sari
B - 81 Kota Batam ;

RAKHMAD WIDODO, bertempat (inggal di Perum
Taman Jaya Asri Kota Batam :

DAV]D BERMANSYAH bertempat tinggel di Marchelia
Blok C 8? Kota Batam :

ERI'SUADI NASUTION, bertempat tinggal di Putri Tujuh
Blok B 05 Batu Aji Kota Batam :

EDDY, bertempat tinggal di Taman Marchelia Blok A143
Kot Batam ;

SUMIATI, beitempat tinggal di Gg. Utama Blok | No. 07
Kotz Batam ;

PUPUNG WAHYU PURRAU, bertempat tingga! di MK] |
U/6 Kota Batam ;

NOVA HANDAYANI. berterapat tingga! di Komp. Merapi
Subur F2 - 5 Kota Batam

ARDI SYOFYAN bertempat tlnggal di Baloi Mas Garden
F 7 Kota Batam :

EDISON, bertempat tinggal di Anggrek Permai J — 28
Kota Batam ;

WINSON, bertempat tinggal di Citra Indah Blck Gi — 16
Kota Batam ;

AGUS, bertempat tingga! di. Cendana Blok C6 - 04 Kota
Batam ;

YANNY, bertempat tinggal di Citra Indah F1 No. 11 Kota
Batam ;

SUHZRMAN, bertempat tinggal di Taman Nagoya Indah
Kota Batam ;

AGUS RIFAI, bertempat tinggal di Genta | AR 12 Kota
Batam ; A
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ARIEF HARSONO, bertempat tinggal di Puri Brata Indah
F/9 Kota Batam ;

WAWAN RIDWAN, bertempat tinggal di Taman BPD
A/14, Batam Centre Kota Batam :

A LONG, bertempat tinggal di Komp, Aku Tahu BB. 06
Kot§ Batam ;

SUSIANTI, bertempat tinggal di Komp. Palm Regency B
1/07 Kota Batam ;

ASRIANI, bertempat tinggal di B. Kodom Blok E No. 5
Kota Batam ; 'i

SIAW LLENG, berfempat tinggal di Anggrek Mas 157
Kota Batam ,

GUNAWAN, bertempat tinggal di Batam Raya H — 18
Kota Batam ; _

FRANSISCUS, bertempat tinggal di Anggrek Mas H 80
Kota Batam ;

ALEX SUSANTO, bertempat tinggal di Anggrek Mas
H/121 Kota Batam ;

SUCI RAHAYU, bertempat tinggal di Duta Mas A
13/01Kota Batam ;

Dra. TEPI WINARTI, bertempat tinggal di Patam Lestari
Blok'H No. 01 Kota Batam ;

EDDY, bertenipat tinggal di Komp. Golden Land Blok B
No. 31 Kota Batam ; '

SUGENG S, bertempat tinggal di Perum GMP Blok E
No. 09 Kota Batam :

SEMPI, bertempat tinggal di Blk E No. 40 Kota Batam ;
EMIL YEDI, bertempat tinggal di Genta | Blx W 11 Kota
Batam ; '

SAMAN, bertempat tinggal di lucky Estate B/60 Kota
Batam ;

YURI HERONO, bertempat tinggal di Puri loka D No. 12
A Kota Batam ;

ANTHONY, bertempat tinggal di HVG B 27 Jodoh Kota
Batam ;

SENDRA, bertempat tinggal di iucky Estate A/28 Kota
Batam ; v
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FASNAH PRIYANTI, bertempat tinggal di Anggrek Sari
L6 - 6 Kota Batam :

LAMBANG ASMARA, bertempat tinggal di Golden land
F 17 Kota Batam :

HADI KURNIAWAN, bertempat tinggal di Green Garden
E/23 Kota Batam ;

A. JOKO SETIAWAN, bertempat tinggal di Mitra Raya E
17 Kota Batam :

DJAROT HENDARTO, bertempat tinggal d MKi | Blok
V/06 Kota Batam ;

HERRY ADRIANSYAH, bertempat tinggal di Marchelia
E - 162 Kota Batam :

YULI SETYO RINI, bertempat tinggal di Bambu Kuning
B 27/3 Puskopkar - Baty Aji Kota Batam :

EVA MARYANI, bertempat tinggal di Perum MKGR Batu

Aji Blok GTR No.1 Kota Batam -

HARI" KUSDIANTONO, bertempat tinggal di Muka
Kuning Indah Blok T/14 Kota Batam ;

M. FAHMI, bertempat tinggal di Cendana C |0 — 12 Kota
Batam ;

SUKRIYAH, bertempat tinggal di Cendana C 10 — 12
Kota Batam ;

HERU SULISTIYAWAN, bertempat {inggal di Komp.
Taman Sari Kota Batam :

Dra. DWI  SULISTIYANI, bertempat tinggal di JI.
Semangka 3 No.1C Rt. 03/Rw. X Blk V Kota Batam ;
CATHARINO, bertempat tinggal di Pelita VI Mess Sat
Nusa Kota Batam :

FADHILLAH, SE bertempat tinggal di Perum Griya
Kurnia Jaya JI. Kutilang ! No. 17 Kota Batam ;

YANMAR YUNIARTI, SE, bertempat tinggal di Eden
Park Blok R/11 Kota Batam :

FAHMI ZUARLI, bertempat tinggal di Legenda Malaka
Blo:1 F4/18 Kota Batam ;

NASAR BUNTU LAULITA, bertempat tinggal di Taman
Medeterania Blok GG2 - 3B Kota Satam el
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LEO WIJAYANTO, bertempat tinggal di Taman
Marchelia C - 13 Kota Batam :

NOVEMBRI, bertempat tinggal di Taman Sari D - 56
Kota Batam :

ADI RAHMADI, bertempat tinggal di Maitri Indah Biok
D1 No. 16 Batu Aji Kota Batam :

ROSNAWATI, bertempat tingga! di Tiban Koperasi Blok
D No. 69 Kota Batam ;

YUSNIDAR, bertempat tinggal di JI. Kartini VI No. 83 Sei
Harapan Kota Batam :

SUMIHAR N, SH, bertempat tinggal di Komp. Ecogreen
No. B. 2 Kabil Kota Batam ;

SUAITY, bertempat tinggal di Komp. Tg. Tribakti Blok
A5 8D Panas Kota Batam :

AR. SOEGONDO, bertempat tinggal di Komp. Plamo
Garden Blok E No. 15 Kota Batam :

EVONE SUSAN, bertempat tinggal di JI. Makmur Rt.
05/Rw. 03 Kby. Lama Utara Jakarta ‘

GUNTUR GAMALAMA A SUDARTO, bertempat tinggal
di Dom Blok M1- 9 Mika Kuning Kota Batam :
VARIANTO GUNAWAN, bertempat tinggal di Nagoya
Indah Blk F2 No. 406 Kota Batam :

PRIHARTATI, bertempat tinggal di PT. Batamindo
Executive Village JI. Gajah Mada Kota Batam :

JONNY, bertempat tingoal di JI. Kuantan II Gg. Palu
Au,8B Pekanbaru :

TANY HENDRY, bertempat tinggal di Baloi Mas Indah
Blok B Nc.6 Kota Batam :

MILLATU KHANITIYAH, bertempat tinggal di Nenas No.
28 Biok Il Kota Batam :

ARIATI, bertempat tingga! di Bengkong Hrp L 153 Kota
Batam ;

SYUKRI, bertempat tinggal di Marchelia Blok F 206 Xota
Batam :

THERESIA LIANA, bertempat tinggal di Marchelia Blok
F 131 Kota Batam ;
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SUSIE ANDRIONY, bertempat tinggal di Marchelia Blok
F 210 Kota Batam :

HERMAN M, bertempat tinggal di Blok F 171 Kota
Batam ;

TEKLIE/ALIG, bertempat tinggal di Blok F 167 Kota
Batam :

DESIWARTINI, bertempat tinggal di Blok F No. 153 Kota
BRatam ;

HERI SUTIKNO, bertemnat tinggal di Bluk F No. 187
Kota Batam ; .

NG KHO BAl, bertempat tinggal di Blok F No. 200 Kota
Batam ;

RUKMINI, bertempat tinggal di Blok F No. 23 Kota
Batam ;

AWALUDDIN, bertempat tinggal di Blok F 165 Kota
Batam ;

LOVINA, beriempat tinggal-di Blok F 182 Kota Batam :
JALURMAN TARIGAN, bertempat tinggal di Blok F No.
51 Kota Batam :

UNTANNI, bertempat tinggal di Blok F No. 47 Kota
Batam :

NELLY, bertempat tinggal di Blok E No_ 33 Kota Batam :
REPELITA, bertempat tinggal di Blok F No. 205 Kota
Batam ;

EDDY, berternpat tinggal di Baloi Centre Kote Batam :
NASQORI, bertempat tinggal di GMP A9 Tg. Sengkuang
Kota Batam ;

ARJONA W, bertempat tinggal di Bkg Abadi 1305 Kota
Batam :

SELAMAT, bertempat tinggal di Marchelia 8/23 Kota
Batarm ;

YULI PRIYA TININGSIH, bertempat tinggal di DOM Blok
R 12 # 3 No.2 Kota Batam :

NY. LIS INDRIANY, bertempat tinggal di Marchelia Blok
A Nc. 11 Kota Batam :

HARJANTO, bertempat tinggal di Muka Kuning Indah |
Blk AT/10 Kota Batam ;
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JULIANI, bertempat tinggal di Pelita VI Kota Batam :
HERU WINARKO, bertempat tinggal di Marchelia Blok F
212 Kota batam ;

ARNAN, bertempat tinggal di Komp. Marina Park /2
Kota Batam :

ALIAN HOYATA, bertempat tinggal di Komp. Nusa Jaya
F 17 Kota Batam :

SUSILO BUD!, bertempat tinggal di berfempat tinggal di
Ta. Uma Rt. 01, Rw. 07, Nc. 98 Lubuk Baja Kota
Batam ;

SRI INDRAYAD!I, bertempat tinggal di Green Land 05
No.9 Kota Batam ;

N 0 N=dpr bertempat tinggal di Pemda | M/11
Kota Batam :

‘H. MUHAMMAD TAUFIQ, bertempat tinggal di Sawang

Kundur Barat ;
RA SRI PARWATI, bertempat tinggal di Muka Kuning
Indah 1 Blok AN - 8 Batu Aji Kota Batam :

ROSNI, bertempat tinggal di Legenda Malaka Blk D4-22
Kota Batam :

FONG MIE T JHU, bertempat tinggal di PK Pinang
Jl.Pasar Ikan Lama :

SYAHRIZAL A, bertempat tinggal di THI Blok FM2
Bengkong ; '

MARDIYANA, bertempat tinggal di Perumnas Baru Blok
D No. 42, Batu Aji Kota Batam

A.I__lFF SAID, bertempat tinggal di Bengkcng Harapan
Ble< /115 Kota Batam ;

IRA MASHURA, bertempat tinggal di Anggrex Dalam
No. 55 Baloi Persero Kota Batam :

CHAERANI ZULFI, bertempat tinggal di Komp. Citra
Mas Indah Blok L/98 Batam ;

FENOY, bertempat tinggal di Centre Point K No.3 Kota
Batam ;

NURHAYATI, bertempat tinggal di Komp, Ibnu Sina Blok
B/1 Kota Batam :
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n/43?’ CZWA PUTU SUDIRA, bertempat tinggal di Komp.

14.

15.

16.

10.
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2
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Imigrasi Rt. 3/02 Tiban, Sekupang Kota Batam -

YUSMAR YUSUF, bertempat tinggal di Marchelia Blok A
No.2, Kota Batam :

SYAFRUDDIN, bertempat tinggal di Marchelia A - 19
K;ta Batar, ;

SRIYATI TANUWIRA, bertempat tinggal di Komp.
Marchelia Blok C No.5, Kota Batam :

AGUSTINA S.PI, bertempat tinggal di Tmn. Marchelia,
Kota Batam ;

ELBERT KADARUSMAN, bertempat tinggal di

Bengkong Indah 1l Blok FF No, 72 Gg. Cendana, Kota
Batam ;

WATI LESTARI, bertempat tinggal di Marchelia C - 90,
Kota Batam

MURTONO, bertempat tinggal di Marchelia C - 97, Kota
Batam ;

INDRA DERMAWAN, bertempat tinggal di Komp. Plamo
Ge den E - 26; Kota Batam :

TOMY IRAWAN, bertempat tinggal di Aviari Griya

Pratama Blok E 28 Rt, 005 Rw. XI, Kota Batam :

PHACHIA, bertempat tinggal di Marchelia 3 105, Kota
Batam ; '

M. REZA RAHMAN, bertempat tinggal di Marchelia B
147, Kota Batam ; '

NI NIE, bertempat tinggal di Komp. Utama Blok D No.
62, Kota Batam ;

TIGOR HAMOHANGAN,. bertempat tinggal di Marchelia
B 47, Kota Batam

IDA SURYAN!, bertempat tinggal di Plamo Garden Blok
F No. 22 Batam Centre Kota Batam 5

BAGUS P.S, bertempat tinggal di Bida Asri G736, Kota
Batam ;

DAWATI, bertempat tinggal di Genta | Blok AU No. 11,
Kota Batam ; «~
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ENY HANDAYANI, bertempat tinggal di Bengkong Hrp ||
K 69, Kota Batam .

BUDI AMRA, bertempat tinggal di Marchelia D/198, Kota
Batam ;

WIMPI, bertempat tinggal di Marchelia D/255 Kota
Balam ;

AWALUDDIN, bertempat tinggal di Marchelia D 146,
Kota Batam :

RIYKE KUARTRIS, bertempat tinggal ui Marchelia D
250, Kota Baiam :

ADISON BASIR, bertempat tinggal di Bengkong Baru D
41, Kota Batam ;

MONING APE, bertempat tinggal di Plamo Garden K1-5,
Kota Batam :

‘SUBARI, bertempat tinggal di Marchelia D/148, Kota

Batam ; :

SITI ROSIDA ANJANI, bertempat finggal di Marchelia
A4/20, Kota Batam -

ROSLIANA, bertempat tinggal di Tiban Palem A4/20,
Kota Batam ;

YONG WIE, pertempat tinggal di Bukit Beruntung Blk H
12, Kota Batam ;

SUYANTC, bertempat tmggal di Sakura Garden G2/11,
Kota Batam :

4 29; ,g:FRANCO ROTRY:: bertempat .tinggal di~Muka - Kuning

“TUN | Batu AjiKota-Batam':
MADE TANTRAW, berter Ipat tinggal di Anggrek Mas H
26. Kota Batam :

THOMAS PINDALIN, bertempat tinggal di Genta Blok
AA 7, Kota Batam :

RACHMAT WIJAYA, bertempat tinggal di Citra Batam D
158, Kota Batam :

JUNIATI, bertempat tinggal di Citra Indah Blok
C5/9,Kota Batam :

WATI LESTARI, bertempat tinggal di Marchelia C/90,
Kota Batam : +
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36.

37.

38.

39.

40.

41,

42.

43.

44,

45.

48.

47.

48.

50.

a1.

a2,

49.

WAHYU NOVENDI, bertempat tinggal di Marchelia D-6
Knta Batam ;

ASUS RIFAI, bertempat tinggal di Genta IAB-12. Kota
Batam ;

YANTI LESTARI, bertempat tinggal di Marchelia D 190
Kota Batam ;

INDIRA YUSLINA P, bertempat tinggal di T. Marchelia
KK1/15A, Kota Batam :

SYAHRUL RiZAL, bertempat tinggal di Marchelia D 651,
Kota Batam :

MARYONQO, bertempat tinggal Marchelia D 194, Kota
Batam ;

HUSINUDDIN, bertempat tinggal di Blok D No. 165,
Kota Batam ;

DEDI SURY ADI, bertempat tinggal di Perum GMP Blok

H 71, Tg. Piayu, Kota Batam .

PAHLEVI, bertempat tinggal di Legenda Malaka Blok A-
11 No. 14, Kota Batam :

NINIK WAHENI, bertempat tinggal di Dengkong Baru
Blok C/10, Kota Batam -

SUNG MUI KUNG, bertempat tinggal di Marzhelia Blok
Df116, Kota Batam :

SULISTIONO WULAN, bertempat tinggal di Kormp. Gitra
Batam Rt. 001/Rw. 001, Kota 'Batam s

ERMASA SINURAYA, bertempat tinggal di Marchelia
Blk 0/25, Kota Batam ;

MINAH, bertempat tinggal di Komp. Baloi Jaya Biok
NS5,Kota Batam :

ERNY, bertembat tinggal di Anggrek Mas 1/86, Kota
Batam ;

YULIANTO, bertempat tinggal di Marcheliz B 247, Kota
Batam ;

NANI NORHENI, bertempat tinggal di_ Nagoya. New
Town Blok D/05, Kota Batém :

S. MUSA MONTONG LAYUK, bertempat tinggal di
Tiban Indah Permai P - 36, Kota Batam ¢ et
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53

54.
95.
56.

57.
58.

59
60.
61.

62.

68.

68.

70.

71.

63.

64.

65.

66.

67.

HILDA LAMID, bertempat tinggal di Taman Mediterania
LL2 - 34, Kota Batam ;

ANDI SANDRIYATI, bertempat tinggal dij Bengkong
Harapan | F 39, Kota Batam

SANDY SUWARDIE, bertempat tinggal di Marchelia B
47, Kota Batam ;

NURHAYA'(T, bertempat tinggal di Marchelia C/9, Kota
Batam ;

MEGARIAS"bedempat tinggal di Tiban, Kota Batam ;
SISWANTO, bertempat tinggal di Bengkong Dalam
JI.Timor No, 26, Kota Batam :

RAHMAT, bertempat tinggal di Marchelia /9, Kota
Ba‘am ;

SUBIYANTI WIRIANATA, bertempat tinggal di Taman
Seruni A - 9, Kota Batam g

AGUS TOAY, bertempat tinggal di Legenda Malaka D3-
14, Kota Batam :

HERFALINDO, bertempat tinggal di Komp. Plamo
Garden K1 No. 07 Batam Centre, Kota Batam

TRI SAPARDI, bertempat tinggal di Bengkong Harapan |
Blok G No. 21, Kota Batam ;

YULIA SRI REZEKI bertempat tinggal di Baloi Persero
Jl. Kenanga Blok B No. 13, Kota Batam :

AGUS M. BISRI, bertempat tinggal di Muka Kuning
Indah | Blk AA. 8, Kota Batam

BUNY AMIN, bertempat tinggal di Villa Hang Lekir Blok
DD2, No. 11 Batam Centre, Kota Batam :

MARLINA, bertempat tinggal di Komp. Bumi Indah Blk
No. 12, Kota Batam :

MURAH REJEK], bertempat tinggal di Muka Kuning
Indah [ Biok T No. 11, Kota Batam ;

KARTINI, bertempat tinggal di Marchelia C/13, Kota
Batam ; _
CHRISVICKY ERICKSON, bertempat tinggal i
Komp.Villa Mustika Blok E 19, Kota Batam :

TARSIM TARIGAN, bertempat tinggal di Marchelia A 38,
Kota Batam : «
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V72, YULIANA, bertempat tinggal di Marchelia E/N57, Kota

Batam :

73.  WINARTI, bertempat tinggal di Muka Kuning Indah |
Blok V No.2 Batu Aji, Kota Batam :

74, EVA MARYANI, bertempat tinggal di Perum MKGR Biok
GTR No.1 Batu Aji, Kota Batam

75, MARWANI MARJOHAN, bertempat tinggal di Kampung
Boyan Blok A 57 Sei Panas, Kota Batam :

76. EK KOEI, bertempat tinggal di J. Mangga | No. 33 B
Baloi Blok Il, Kota Batam .

77.  BEITY GALORINA, bertempat tinggal di Bukit
Beruntung Blok N - 13 Sungai Panas, Kota Batam :

78. Bl HUA, bertempat tinggal di Bukit Berunturg Blok | - 7
Sungai panas, Kota Batam :

79.  MERRY, bertempat tinggal di Perum Taman Indah Blok
li No. 15, Kota Batarn g

80.  TJUI HWA, bertempat tinggal di Mitra Raya C 7, Kotg
Batam ;

81.

-t

JUNIATI, bertempat tinggal di Komp. Citra Indah Blok
C5/8, Kota Batam :
82.  ENOI KURNIAWAN, bertempat tinggal di Muka Kuning
indah A4 ; 14, Kota Batam :
83. HENDRA, bertempat tinggal di Marchelia Blok B
211,Kota Batam ; -2
784:"SUN CAl, bertempat tinggal di Marchelia Blok F No.196,
Kota Batam ;
85. AMRI ZULKARNAIN, bertempat tinggal di Marchelia
i St & Blok F No. 170, Kota Batam ;
ST N B ARER Joko PURNOMO, bertempat tinggal
._ - ' Marchelia Blok F 151, Kota Batam :
87.  CIN CIN, bertempat tinggal di Kmp. PS Nagoya Sam
Blok A No.4, Kota Batam :
88. SYAHRIAL SYAH, bertempat tinggal di Komp. Taman
Yasmin U 29, Kota Batam ;

89. KUKUN E.P, bertempa‘t}ggal di Sei. Harapan,
Sekupang, Kota Batam :
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g1.

92

93.

94.

95.

96.

97

98.

89,

105.

106.

107.

100.

101.

102.

103.

NYUK MQY, bertempat tinggal di Marchelia B 46, Kota
Batam ;

DRS. Y. HENDRITO SUSMADI. bertempat tinggal di
Baloi Persero JI. Anggrek Luar 52, Kota Batam :
HENDRIK. D ROZA, bertempat tinggal di Komp. Taman
Harapan Indah Blok F No: 12 A, Kota Batam ;

AGUS SETIAWAN, bertempat tinggal di STN Regency
Tiban Blok D/5, Kota Batam :

HELDINA LBN SIANTAR, bertempat tinggal di Tiban
Indah Permai B1 No. 22, Kota Batam :

FOEK ON, berempat tinagal di Citra Indah Blok F 3
Nc.7, Kota Batam :

PERLIN ERNIYATI, bertempat tinggal di Bandara Hang
Nadim E No. 4, Kota Batam :

‘AGUNG SETIA BUDI, bertempat tinggal di Legenda

Malaka Blok D2/5, Kcta Batam .

RAFLONY, bertempat tinggal di Taman Nagoya Indah A

1 No.3, Kota Batam ;

LISWATI, bertempat tinggal di Perum Muka Kuning

Iindah Blok Z No. 21, Kota Batam :

R. IRWAN S/SUDIAMAN, SE, bertzmpat tinggal di

Tiban Indah Permai Blok D 1 No.8, Kota Batam :

MAR!ANUS' MPA, bertempat tinggal di Dotamana Indah
Blok C No.8, Kota Batam :

A. FREDDY [, bertempat tinggal di Tmn. Seruni C-Mn

Batam Centre, Kcta Batam -

TEGUH SANTOSA, bertempat tinggal di Komp. Ditpam

OB Blok S No. 12 Baloi, Kota Batam :

PAHMI ZUARLI, bertempat tinggal di Legenda Malaka

Blok P4/18, Kota Batam ;

AHMAD FAHMI R, bertemepat tinggal di Bandar Sri

Mag Blok Q 10, Kota Batam

JULIUS GINTING, bertempat tinggal di Marchelia Blok D

121, Kota Batam ;

RAHIM P HASAN, bertempat tinggal di KDA JI. Manyar

E No. 5 Kota Batam ; .~
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/108 YOSEPHINE RETNO WIDYATI, bertempat tinggal di
Baloi Persero JI, Anggrek Luar No. 52, Kota Batam ;
109. SUKAMI, bertempat tinggal di Bengkong Indah 2 RVRw.
05/05 Kota Batam :
110. JASRUL ERIDON, bertempat tinggal di Baloi Satpam
CB Blok K N No. 7 Kota Batam :
111. YUSRIL ANTONI, bertempat tinggal di Pondok Indah
MC.Darmoot Rt. 03/Rw.06 Kota Batam :
112.  YANNI, bertempat tinagal di Komp.Nusa Jaya F/7, Kota
Batam :
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuly para
Intervenient Kelompok A dan B/Para Pembanding VIl :

Mahkamah Agung tersebut :

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasiﬂ‘erbanding/Penggugat
telah mengajukan permohonan peninjauan - kembali terhadap  putusan
Mahkamah Agung No. 1643 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2007 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon
Peninjauan Kembaii dahuly para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para
_I\\g{\nbanding dengan posita perkara sebagai berikut -

Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan Pernegang Hak atas sebidang
.- seluas 729.610,00 m2 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus

auh koma nol meter bersegi). yang terletak dalam Propinsi Riau (sekarang
Pidbinsi Kepulauan Riau) Batam Centre, Batam, setempat dikenal dengan

WLF',__--\f};éﬁK@jtgpsiJReceipt yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah

Lot .;_s.;;ilnp'i\é:i'}z Pulau Batam tertanggal 18 November 1993 Nomor - 005/KU-
pin Aricosd g .

L5 E L O_BTUXI__HQS?: :

: b. Kwit'a\ns-i yang dikeluarkan oleh Otorita Pengernbangan Daeiah Industi

" Puia_u Batam tertanggal 24 Desember 1994 Nomor : 004/KU-OB/T/XI1/93 -
'"c."-'beh-abayaran Uang Wajib Tahunan Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam (UWTO) tertanggal 15 Mei 1996 Nomor 1084 /Askal/KU-
09N/1996;
d. Surat Perjanjian yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam tertanggal 12 September 4996 Nemor : 1117/SPJ/KA-
AT/X/986 ;
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Gambar Penetapan Lokasi (PL) tertanggal 6 Maret 1990 Nomor - 90090084 ;
Fatwa Planclogi Nomor : 080/FP-DITREN///1 9385 ;

L_C.-““_(;\

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam tertanggal 10 Oktober 1996 Nomor : 1111/SKEP KA-
AT.X.1996 :

Bahwa sebahagian dari tanah tersebut di atas sudah Sertifikat Hak
Guna Bangunan, yaitu :
a. Hak Guna Bangunan Nomor : 1214/Sungai Beduk, (sekarang berubah
menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 667/Baloj Permai) seluas
13.539 m2 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi),
sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 21 Januari 1997
Nomor : 13/1997 Sertifikat tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS
PT.PUTR! SELAKA KENCANA |
b. Hak Guna Bangunan Nomor : 1215/Sungai’ Beduk, (sekarang berubah
menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 668/Baloi Permai) seluas
24.964 m2 (dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat meter
persegi) sebagairnana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 22 Januari
1997 Nomor : 09/1997. Sertifikat tercatat atas nama PERSEROAN
TERBATAS PT. PUTRI SELAKA KENCANA :
__C Hak Guna Bangunan Nomor : 1216/Sungai Beduk, \sekarang berubah
:; T ‘? .f enjadf Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 669/Baloi Permai) seluas
{ﬁ: &‘937 m2 (delapan ribu semtilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi)
sebagamana diuraikan dalam Gambar Situasi. tertanggal 22 Januarj 1997
M L\lomor 13/1997.:Sertifikat tercatat atas nama PERSEROAN TERBATAS
; F’T PUTRI SELAKA KENCANA :
_'__M‘ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat | telah mengadakzan perjanjian
t” A ‘R‘é?}%f{é;;}*\a untuk membangun perumahan, dengan nama Komplek Perumahan
2-/ Téiman larchelia, di atas sebagian tanah Penggugat, yaitu 300.000 m2 (tiga

-7|"-

)

H

\ratus ribu imeter persegi), iermasuk di dalamnya tanah Penggugat yang sudah
bersertlfkat Hak Guna Bangunan (HGB), Sertifikat HGB Nomor - 1214/Sungai
t ,L;Beduk (sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :
86?[831@ Permai) seluas 13.539 m2, Sertifikat HGB Nomor: 1215/Sungai Beduk
(sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 668/Baloj
Permai) seluas 24.964 m2 dan Sertifikat HGB Nomor : 1216/Sungai Beduk
(sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nornor : 669/Baloi

Permai) seluas 8.937 m2, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian
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’ér]‘asama Nomor : 523 tanggai 31 Maret 2000, yang dibuat di hadapan
YONDRI DARTO, SH., Notaris di Batam :

Bahwa banyaknya bangunan perumahan (unit-unit rumah) yang wajib
dibangun oleh Tergugat | adalah sebanyak 1.571 (seribu lima ratus tujuh puluh
satu) unit rumah, dengan perincian sebagai berikut :

a. Type 36/72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) sebanyak 785 (tujuh ratus
delapan puluh lima) unit ;
b. Type 36/36 m2 (sembiian pulun enam meter persegi) (kopel) sebanyak 277
(dua ratus tujuh puluh tujuh) unit ;
c. lype 45/93 m2 (sembilan puluh tiga meter persegi) (deret) sebanyak 117
(seratus tujuh belas) unit ;
d. Type 45/118 m2 (seratus delapan belas meter persegi) (kopel) sebanyak 208
(dua ratus delapan) unit ;
e. Type 55/112,5 m2 (seratus dua belas koma lima meter persegi) (deret)
sebanyak 10 (sepuluh) unit :
f. Type 55/142,5 m2 (seratus empat puluh dua koma lima meter persegi)
(kopel) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) unit :
g. Type 75/142,5 m2 (seratus empat puluh dua koma lima meter persegi)
(deret) sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit :
. Type 75/162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) (kopel) sebanyak
13 (tiga belas) unit :
i. Bangunan Rumah dan Toko (Ruko) sebanyal 63 (enam puluh tiga unit)
( dengan luas tanah 5m x 19 m (lii'na meler kali semrbilan belas meter) ;

Bahwa Pasal § Akta Perjanjian Kerjasama Nomor - 523 tanggal 31
fi/ Maret 2000 mengatur hak masing-masing pihak, yaitu :

,__,,_j‘F:,-J?_enggugaijihak Pertama berhak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus riby
Gl B s iddl (U

&,

il fupiah) untuk setiap meter persegi dari tanah, dimana unit-unit rumah

ety
; ,_?‘:‘I';_'_:-.(

b._e'r._umahan) tersebut berdiri/didirikan yang dijual kepada konsumen/pembeli
‘atau seluruhnya berjumiah Rp 40.500.000.000,- (empat prauh milyar lima
ratus juta rupiah) : Jumiah uang sebesar Rp 40.500.000.000,- (empat puluh
milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana tersebut di atas adalah jumlah
raksimal yang menjadi hak milik Penggugat/Pihak Pertama berdasarkan
akta Perjanjian Kerjasama ini :

2. Pihak Kedua berhak atas

a. Selisih harga penjualan unit-unit rumah (perumahan) setelah dikurangi yang

menjadi hak/bahagian Penggugat/Pihak Pertama sebagaimana yang diatur
dalam ayat 1 pasal ini ; v

: . No.
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~/b. Sisa kelebihan persil (ianah) setelah dibangun unit-unit rumah (perumahan) :

Bahwa Pasal 14 Akta Peranjian Kerjasama Nomor : 523 tanggal 31
Maret 2000 mengatur pembayaran dan/atau pembagian yang menjadi hak/milik
Penggugat/Pihak Pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 zkta ini,
akan dilakukan apabila :

a. Unit-unit rumah berikut sarana dan prasarananya telah selesai dikerjakan
oleh Tergugat I/Pihak Kedua ;

b. Unit-unit rumah yang terjual dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) melalui Bank, maka Tergugat I/Pihak Kedua berkewajiban untuk
memberikan SI (Standing Instiuction) dari Bank yang bersangkutar, agar
realisasi pencairan kredit tersebut ditransfer ke rekening Penggugat/Pihak
Pertama ;.

c. Unit rumah yang akan dijual akan dilakukan dengan secara tunzi/cash, maka
sebelum dilaksanakannya jual beli/peralihan hak atas unit-unit rumah
tersebut, Tergugat/Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar terlebih
dahulu bahagian yang menjadi hak/milik Penggugat/Pihak Pertama
sebagaimana yang diatur dalam Pasai 9 akta ini atau dengan rnenunjukkan
bukti transfer pengiriman uang yang dikeluarkan Bank ke rekening yang
diturjuk oleh Penggugat/Pihak Pertama ;

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat/Pihak Pertama dengan
Tergugat I/Pihak Kedua dilangsungkan untuk jangka waktu 3.5 (tiga setengah)
tahun lamanya terhitung sejak tanggal 1 April 2000 dan berakhir pada tanggal 1
Oktober 2003 (Pasal 2 ayat 1 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 523 tanggal
31 Maret 2000} ;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor
: 523 tanggal 31 Maret 2000, maka jangka waktu pelaksanaan pembangunan
uhl%«umt rumah (perumahan) hingga selesai dibangun adalah dalam jangka
)vthu 3 5 (tiga setengah) tahun, terhltung sejak tanggal 1 April 2000 dan

karenanya unit-unit rumah (perumahan) tersebut tetah harus selesai dibangun

pada tanggal 1 Oktober 2003 ;

/" Bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Tergugat I/Pihak

"K'e-du'a'tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat I/Pihak Kedua

berkewajiban untuk meiibayar denda kepada Penggugat/Pihak Pertama
sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan dari sisa jumiah uang yang menjadi
hak/bahagian Penggugat/Pihak Pertama, satu dan lain sesu/ai dengan
ketentuan yang diatur dalam Pasal S akta ini (Pasal 17 ayat 2); &~
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Aahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana diatur
pada avat 1 pasal ini yaitu pada tanggal 1 April 2004 ternyata Tergugat I/Pihak
Kecua ticak dapat juga melaksanakan kewajibannya, maka dengan lewatnya
waktu tersebut Tergugat I/Pihak Kedua dianggap telah lalai, kelalaian mana
tidak perlu dibuktikan dengan surat-surat juru sita atau surat-surat lainnya yang
sejenis yang berkekuataa sedemikian, maka seluruh unit-unit rumah yang telah
dibangun eleh Tergugat I/Pihak Kedua akan menjadi milik Penggugat/Pihak
pertarna dan Pihak Kedua tidak berhak untuk mengadakan tuntutan ganti rugi
berupa apapun juga kepada Penggugat/Pihak Fertama, satu dan lain dengan
tetap memperhatikan sisa jumlah uang yang menjadi hak/bahagian
Penggugat/pihak Pertama dan ketentual 1 yang diatur dalam Pasal © akta ini
dar pembayaran denda sebagaimana yang diatur dalam ayat 2 pasal ini (Pasal
17 ayat 3) ;

Bahwa guna pelaksanaan perjanjian kejasama antata Penggugat
dengan Tergugat | maka Penggugat memberikaa kuasa kepada Tergugat |,
berupa ;

a. Akta kuasa Untuk Membangun Nomor : 524 tanggal 31 Maret 2000 :
b. Akta Kuasa Untuk Mengurus Nomor : 525 tanggal 31 Maret 2000 ;
c. Akta kuasa Untuk Menjual Nomar : 526 tanggal 31 Maret 2000
Ketiganya dibuat di hadapan YONDRI DARTO, SH., Notaris di Batam -

Bahwa dengan berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 528,
Akta Nomor : 524, 525 dan 526 tersebut, Tergugat |, Tergugat I, Tergugat [l
s dan Tergugat:V..mulai;melakukan-pekerjaan: proyek pembangunan perumahan

¢ Taman Marchglia : '

Bahwa kernudian' Tergugat 1, Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IV
xmamgsgrkan dan menjual unit-unit rumah yang dibangun kepada para
PULA pe}lr\nb ﬁ‘ukgnsumen yang dilakukan dan dibuat di hadapan Yendri Darto, SH.,
.:.-' ’Notahs ch Batam, baik pembelian dengan fasilitas Kredit Pemi'ikan Rumah
';' "(KPR) maupt,n pembelian secara cash/tunai, dari hasil penjual tersebut,
E".:J_" J’--._*Penggugat telah menerima pembayaran hak/bahagian Penggugat yaitu Rp
~..200. 000,- per meter persegi dari Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il dan
Tergugat IV sebesar Rp 5.059.473.700,-

Bahwa selain penjualan yang dilakukan di hadapan Yendii Darte, SH..
ternyata Tergugat |, Tergugat I, Tergugat I/l dan Tergugat [V telah melakukan
jual beli bangunan atau pengikatan jual beli bangunan kepada para
pembeli’lkensumen, tanpa sepengetahuan Penggugat, yang dilakukan di

hadapan Netaris/PPAT yang lain maupun dengan cara peranjian di bawah
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/tangan. Hal ini dilakukan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat Ill aan Tergugat |V
untuk menghindari pembayaran hak/bahagian Penggugat sebesar Rp. 200.000 -
Imeter persegi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Akta Perjanjian
Kerjasama Nomor ; 523 tanggal 31 Maret 2000 :-

Bahwa Penggugat telah berusaha memperingatkan Tergugat |,
Tergugat | Tergugat I dan Tergugat IV agar tidak melakukan jual peli tanah dan
bargunan tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak
memperdulikan peringatan Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat |, Tergugat I, Tergugat /Il dan Tergugat 1V
telah melakukan jua! beli ténah milik Pengugat adalah berdasarkan Akia Kuasa
Untuk Menjual Nomor : 526 tanggal 31 Maret 2000, yang merupakan turutan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta Perjanjian
Kerjasama Nomor : 523 tanggal 31 Maret 2000 ;

Bahwa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIl telah dengan sengaja
tetap membuat Akta Jua' Beli atas tanah milik Penggugat, antara Tergugat |,
Tergugat Il, Tergugat Iil dan Tergugat IV dengan para pembeli/konsumen,
walaupun telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat |,
Tergugat II, Tergugat Il dan Tergugat [V untuk membatalkan dan mencabut
Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 526 tahgga! 31 Maret 2000 sebagaimana
dituangkan pada angka 7 Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Okteber
2002 ;

Bahwa di samping itu pula, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI
dalam Akta Jual Beli tanah milik Penggugat, antara Tergugat |, Tergugat Ii,
Tergugat lll dan Tergugat IV dengan para pembeli/konsumen dilakukan dengan
melanggar kewajiban Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI, vyaitu

melanggar ketentuan Pasal 39 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Rl Nomor :

P ZéwTahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa PPAT harus
(\"l/ffl- mgnoiak untuk membuat akta jika kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli

,«dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan, hal ini adaiaiy unsur

"'1_'“_" kesengajaan dari Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat Vil karena dari Akta
i Kuasa Untuk menjual Nomor : 524 tanggat 31 Maret 2000, seharusnya Tergugat
V Iergugat VI dan Tergugat VIl sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa asli
sertifikat dan surat-surat tanah yang bersangkutan berada di Kantor Notars
YONDRI DARTO, SH
Bahwa, kemudiar Penggugat menemukan bukii bahwa Tergugat |,
Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat IV telah melakukan pengikatan
pengoperan hak atas kavling, sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah kavling/
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/peruntukan ruko dan 72 bidang tanah kavling peruntukan perumahan, tanah
mana adalah milik Penggugat, kepada Sdr. SARTONO WIJAYA, swasta, tinggal
di Binjai Jalan Husni Thamrin Nomor : 41, sebagaimana tertuang dalam Akta
Pengikatan Pengoperan Hak Atas Kavling Nomor : 127 tanggal 19 Oktober
2000, yang dibuat di hadapan Yatma Wigati Kartono, SH., Notaris & PPAT di

~ Batam (Tergugat V) dalam hal ini, baik Tergugat |, Tergugat II, Tergugat Il dan
Tergugat IV telah melanggar ketentuan dalam Akta Perjanjian Kerjasama
Nomor : 523 tanggal 31 Maret 2000 dan Akta Kuasa Menjual Nomor : 526
tanggal 31 Maret 2000, yang secara tegas mengatur Tergugat |, Tergugat |1,
Tergugat Ill dan Tergugat [V harus membangun bangunan rumah dan rumah
toko. Cemikian pula Akta Kuasa Menjual Nomor : 526 tanggal 31 Maret 2000
secara tegas mergatur kuasa menjual tersebut adalah untuk menjuai tanah
berikut bangunan, bukan menjual/mengoperkan tanah kavling :

Bahwa oleh karena Akta tersebut dibuat dengan melanggar ketentuan
Pasal 39 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Rl Nomor. 24 Tahun 1997
Tentang (Pendaftaran Tanah, maka sepantasnya Akta Pengikatan Pengoperan
Hak Atas Kavling Nomor : 127 tanggal 19 Oktober 2000 harus dibatalkan :
Bahwa selanjutnya Penggugat juga menemukan bukti bahwa Tergugat
|, Tergugat Il, Tergugat Il dan, Tergugat IV telah melakukan pengikatan jual beli
tanah milik Penggugat seluas 33.910 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus
sepuluh meter peisegi) kepada PT. Putra Jaya Bintan yang diwakili oleh
Direkturnya IRAWAN, sebagaiman:_a tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli
Nomor : 333 tanggal 24 September 2003, yang dibuat di hadapan Hatma Wigati
Kartono, SH, Notaris & PFAT di Batam ;
Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 333 tanggal 24 September
2003 dibuat dengan melawan hukum karena berdasarkan Surat Kesepakatan
Bersama tanggal 30 Oktober 2002 maka Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor -
/\ /,26\t~apggal 31 Maret 2000, yang menjadi dasar tindak/perbuatan Tergugat |,
/.“: Tergugat 11, Tergugat Il dan Tergugat IV dalam Akta Pengikatan Jual Beli
: Nomor ! 333 tanggal 24 September 2003, telah dicabut dan dibatalkan oleh
fjenggugat

B ,, Bahwa Tergugat V juga telah salah dalam membuat Akta ~engikatan

e Jual “Beli Nomor : 333 tanggal 24 September 2003, karena Surat Kesepakat
Bersama tanggal 30 Oktober 2002 telah didaftarkan/waarmerking di Kantor
Tergugat V pada tanggal 20 November 2002 dan ditambah pula Tergugat Vv
melanggar ketentuan Pasal 39 huruf a dan b Peraturan Pemerintah RI Nomor :
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : «
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/Bahwa oleh karena itu, Akta Pengikatan Jual Beli Nomo: : 333 tanggal
24 September 2003, yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris

& PPAT di Batam harus dibatalkan d
Bahwa Akta Jual Beli/Aktz Pengikatan Jual Bel; yang telah dibuat
dihadapan Tergugat V/Hatma Wigati Kartono, SH, adalah sebanyak 221 (dua
ratus dua puluh satu) Akta Jual Beli/Pengikatan Jual Beli dengan luas tanah
25.548,41 m2 (dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan koma empat
puluh satu meter persegi), yang berarti hak Penggugat yang tidak dibayar oleh
Tergugat |, Tergugat II, Tergugat Il dan Tergugat |V adalah sebesar Rp.
5.109.682.000,- {lima milyar saratus sembilan juta enam ratus delapan puluh
dua ribu rupiah) :
Bahwa Akta Jual Beli/Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan
Tergugat IV/Tuti Rachmawati Lalo, SH adalah sebanyak 448 \empat ratus
empat puluh delapan) Akta Jual Beli/Pengikatan Jual Beli dengan luas tanah
50.659,89m2 (lima puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan koma delapan
puluh sembilan meter persegi) yang berarti hak Penggugat yang tidak dibayar
oleh Tergugat !, Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IV adalah sebesar Rp
10.131.978.000,- (sepuiuh milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus

tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa Akta Jual Beli Akta Pengikatan Jual Beli yang dituat di hadapan
}'_;{_ Tergugat VIl Anita Mahdalena, SH, acalah sebanyak 65 (enam puluh lima) Akta

‘&;\c:;‘:_‘ Jual Beli/Pengikatan Jual Beli dengan luas tanah 8.255,65 m2, yang berarti hak

A

'l‘:'-'i. Penggugat yang tidak dibayar olet Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Ill dan
;f TergugatiV adalah sebesar Rp 1.651.130.000,- (satu milyar enam ratus lima
ot / puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perianjian_di bawah {angan untuk menjual atau mengalihkan

P iy .
k{fz /-‘:';«tgﬁah“-dén bangunan yang dilakukan oleh Tergugat |, Tergugat |1, Tergugat I}
o '-

T g dan ‘-Térgugat IV adalah sebanyak 205 unit bangunan rumah dan tanah dengan
2 luas tanah 5.34,11 m2 yang berarti hak Penggugat yang tidak dibayar oleh
-}':, - Tergugat | adalah sebesar Rp. ©.068.022.000,- (lima milyar enam puluh delapan
Jjuta.dvia puluh dua ribu rupiah) ;

hstin Bahwa disamping itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IIi dan Tergugat
IV telah menjual sebagian dari tanah Penggugat seluas :+ 7.232:35 m2 (tujuh
ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga puluh lima meter persegi), yang berari
hak Penggugat yang tidak dibayar Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat Il dan

Tergugat IV adalah sebesar Rp 1.446.469.620 - (satu milyar empat ratus empat
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‘/pu!uh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh
rupiah) ;

Bahwa jumlan tanah Penggugat (yang sampai saat ini diketahui oleh
Penggugat) yang telah dijual oleh Tergugat |, Tergugat ii, Tergugat Il dan
Terugat IV kepada pihak lain adalah 25.548,41 m2 + 50.659,88 m2 + 8.255 65
m2 + 25.340,11 m2 + 7.252,15 m2 = 117.036, 41 m2 (seratus tujuh belas ribu
tiga puluh enam koma empat puluh satu meter persegi) atau yang berarti hak
Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat |, Tergugat Il Tergugat Il dan
Tergugat IV adalah sebesar Rp. 23 407.281.620 - (dua puluh tiga milyar empat
ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh rugiah) :

Bahwa Tergugat VIII telah memberikan izin peralihan atas tanah milik
Penggugat dan pemecahan Gambar Penetapan Lokasi (PL) tanah milik
Penggugat kepada para pembeli, yang Akta Jual Beli/Akta Peralihan Haknya
dibuat secara tidak sah dan melawan hukum. Perbuatan Tergugat VI jelas
bertentangan dengan kéwajibannya dalam pemecahan Gambar PL yaitu harus
melihat asli Gambar PL tanah yang bersangkutan dan harus memberi ‘anda
nada bagian-bagian tanah yang telah dipecahkan pada asli Gambar PL yang
bersangkutan ;

Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Tergugat VIll karena asli Gambar
Penetapan Lokasi (PL) berada pada Kantor Notaris & PPAT Yondri Darto, SH
« dan bukan pada Pemohon atau Tergugat |, Tergugat II. Tergugat Il dan

o Bahwa Penggugat telah berulang kali memohon kepada Tergugat VIII
# untuk tidak memberikan ijin peralihan dan pemecahan Gambar Penetapan
'I Lokasi tanah milik Penggugat, namun Tergugat VIl tidak, mengindahkannya :
.-==.._ Bahwa oleh karena itu, sepantasnyalah seluruh dokumen yang
FVL/(/\dEe%ﬁ1ﬂ<an oleh Tergugat VIIl yang bertujuan memberikan liin Peralihan Hak
’f g‘fﬁ%‘ltéﬁ‘éh?enggugat dan memecahkan Gambar Penstapan Lokasi tanah milik
~ “‘Féenggtnlgat,-tanpa persetujuan Penggugat harus dibatalkan X
L PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI).
| ""-.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor :
5“"2ﬂ3“ﬁ'3'nggar 31 Maret 2000 maka Penggugat yang menjadi hak/milik Penggugat
adalah sebesar Rp 40.500.000.000,- (empat puluh milyar lima ratus juta rupiah)
namun hingga berakhirnya jangka waktu yang diperfanjikan Tergugat |
Tergugat 1, Tergugat {1l dan Tergugatl 1V baru membayar kepada Penggugat
sebesar Rp 6.265.875.700,- (enam milyar dua ratus enam puluh lima juta

delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Jadi jumlah hak
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‘/Penggugat yang tidak dibayar Tergugat |, Tergugat |, Tergugat 11l dan Tergugat
IV adalah sebesar Rp 34.234.124.300 - (tiga puluh empat milyar dua ratus tiga
puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ,

Bahwa perbuatan Tergugat |, Tergugat II, Tergugat Il dan Tergugat 1V
yang tidak membayar hak Penggugat sebesar Rp. 34.234.124.300 - (tiga puluh
empat milyar dua ratus-tiga puluh empat juta seratus dua puluh empat riby tiga
ratus rupiah) adalah melanggar Pasal 9 ayat 1 Akta Perjanjian Kerjasama
Nomor : 523 tanggal 31 Maret 2000 dan merupakan Perbuatan Ingkar Janji
(wanprestasi) :

Bahwa oleh karena Tergugat |, Tergugat Il Tergugat il dan Tergugat
IV telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka
sepantasnyalah Tergugat |, Tergugat Ii, Tergugat (|| dan Tergugat IV dihukum
kepada Penggugat, yaitu hak Penggugat sebesar Rp 34.234.124.300 - (tiga
puluh empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh empat
ribu tiga ratus rupiah) éekaiigus, tunai dan seketika :

Bahwa hak/bahagian Penggugat seharusnya sudah dapat dinikmati
oleh Penggugat paling lambat tanggal 1 Oktober 2003 dan apabila uang
tersebut sudah dibayarkan kepada Penggugat tepat waktu dan Penggugat
menyimpan uang tersebut di Bank tentu Penggugat telah dapat menikmat
bunga uang tersebut. Bahwa oleh karena itu adalah adil dan pantas Tergugat |,
Tergugat 11, Tergugat il dan Tergugat IV dihukum untuk membayar bunga
sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari Rp 34.234.124.300 - (tiga puluh empat
milyar dua ratus tiga -puluh empat.ﬁ'jﬁfggé"_ré‘tﬁs'iijué- puluh empat ribu tiga ratus
rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan Tergugat |,
Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat IV membayar lunas hak Penggugat ;
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD).

\‘ﬁ/ !,\/H}T’JT‘?{;Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat I, Tergugat IV

/:man;ua] tanah milik Penggugat kepada Pihak Ketiga dan atau para

F ~pembell’konsumen, tanpa persetujuan Penggugat, dengan cara membuat Akta

By J"Juai Beli di Kantor Notaris dan PPAT/Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat V1II

'adaié}_pf"pe'rbuatan melawan hukum :

-\ .- '._J’\'I

~sn-= Bahwa perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIl membuat

CvENg

akta jual beli/pengikatan jual beli tanah milik Penggugat adalah melanggar
ketentuan Pasal 39 huru® a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh Karena itu,
perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIl tersebut adalah perbuatan o~
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/melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang telah menimbulkan kerugian bagi
Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu, adalah pantas dan adil seluruh Akta Jual Beli
dan atau Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat V, Tergugat VI
dan Tergugat VII tentang jual beli atau pengalihan tanah milik Penggugat oleh
Tergugat |, Tergugat K, Tergugat Il dan Tergugat IV kepada para
pembeli’/konsumen dan atau pihak ketiga lainnya dinyatakan batal atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat :

Bahwa oleh karena itu, adalah pantas dan adil Tergugat |, Tergugat
ll,Tergugat lll, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIl dihukum
membayar ganti rugi kepada Penggugat, atas seluruh kerugian yang dialami
Penggugat baik materie! maupun immateriel dengan perincian sebagai berikut -
KERUGIAN MATERIEL:

Kerugian akibat kehilangan tanah seluas 117.036,41 m2 (seratus tujuh
belas ribu tiga puluh enam koma empat puluh satu meter persegi) dengan nilai
Rp. 23.407.281.620 - (dua puluh tiga miliyar empat ratus tujuh juta dua ratus
delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah)
KERUGIAN IMMATERIEL :

Kerugian ini adalah berupa rusaknya nama baik Penggugat dan
@fﬁ?\xhilangnya kepercayaan masvarakat umum dan relasi bisnis Penggugat.
P <Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar gugatan Penggugat
(:_enjadi nyata dan tidak kabur, maka Penggugat: menetapkankerugian sebesar
5o A !li’{p: 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) :

' ¥ Bahwa perbuatan Tergugat VI menerbitkan ljin Peralihan Hak dan
_Lf}/f"emecahan Gambar Penetapan Lokasi atas tanah-tanah Penggugat yang dijual

o_I_gQ___Tergugat [, Tergugat 1l Tergugat Il dan Tergugat IV kepada para

1

h /’Aﬁfg;gn%é\iifﬁtgnsumen atau pihak lain tanpa persetujuan Penggugat adalah
/*- q»?;ia};;%télﬁ:helawan hukum (onrechtmatigedaad) :
‘f:-f _,A— e L

v “‘.‘ ll.‘

SR ﬁ-}.éhwa oleh karena itu adalah adil dan pantas pengadilan membatalkan
. seluruh j;jih'Pera!Ihan Hak dan ljin Pemecahan Gambar Penetapan Lokasi atas
_'_'taﬁ_a‘[i‘ﬁi%'eﬁggugat yang dibuat tanpa persetujuan Penggugat a‘au setidak-
trdaknya menyatakan selliruh (in Peralihan Hak dan ljin Pemecahan Gambar
Penetapan Lokasi atas tanah Penggugat yang dibuat tanpa persetujuan
Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat :
Bahwa oleh karena itu adalah adil dan pantas Tergugat VIl dihukum
untuk membatalkan dan mencabut seluruh Iiin Peralihan hHak dan ljin

Pemecahan Cambar Penetapan Lokasi atas tanah Penggugat yang dijual oleh
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'/Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Ill dan ‘Tergugat IV kepada para
pembeli/konsumen atau pihak lain tanpa persetujuan Penggugat ;
Bahwa Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI dan Tergugat VIl telah secara terang-terangan telah menunjukkan

itikad buruk, maka Penggugat kekhawatiran para Tergugat akan segera

megalihkan seluruh kekayaannya guna menghindari pelaksanan putusan
pengadilan dalam perkara ini. Dan Penggugat khawatir tanah milik Penggugat
yang telah ditempati ole{j para pembeli/konsumen dan atau pihak lainnya yang
menguasainya, tidak dapét dikembalikan kepada Penggugat. O:eh karena itu,
sepantasnya pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas

tanah Penggugat yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 523

tanggal 31 Maret 2000 dan atas harta kekayaan para Tergugat baik yang

bergerak ataupun yang tidak bergerak, antara lain :

1.1 (satu) bidang tanah seluas 300.000 m2 (tiga ratus ribu meter persegi)
yang terletak di Batam Centre Batam setempat dikenal dengan Komplek
Perumahan Taman Marchelia, termasuk di dalamnya tanah Penggugat
yang sudah bersertifkat Hak, Guna Bangunan (HGB), Sertifikat HGB
Nomor : 1214/Sungai Beduk (sekarang herubah menjadi Sertifikat Hak
Guna Bangunan Nomor : 667/Baloi Permai) seluas 13.539 m2, Sertifikat
HGB Nomor : 1218/Sungai Beduk (sekarang berubah menjadi Sertifikat
Hak (Guna Bangunan Nomor : 668/Baloi Permai) seluas 24.964 m2 dan
Sertifikat HGB Nomor : 1216/Sungai Beduk (sexarang berubah menjadi
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 669/Baloj Permai) seluas 8.937 m2
atas nama Penggugat ;

1 (satu) persil tanah berikut bangunan atasnya yang terletak di Jalan

Teuku Umar Nomor : 1 - 2 Batam, milik Tergugat [l dan Tergug'at v ;
ng‘zgr@k Mas Blok G No : 38 Kota Batam, milik Tergugat I
.q_’l_‘: (3 §atu) persil tanah berikut bang un an di atasnya yang tertetak di
- Komplek Perumahzn Tiban | Blok C No : 58 RT 02, RW 02 Kota Batam,
- milik Tergugat IIl ;

“(satu) persil tanah berikut bangunan kanior di atasnya beserta seluruh
peralatan kantor yang terdapat di dalamnya, yang terletak di Komplek
Regency Park Blok IV No : 46 JI. Sriwijaya Batam, milik TergLigat Vi

8. 1 (satu) persil tanah berikut bangunan kantor di atasnya beserta seluruh
peralatan kantor yang terdapat di dalamnya, yang terletak di Jalan Raja Ali
Haji Komplek Inti Sakti Blok E No : 6 Batam, milik Tergugat Vil ;
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‘/Bahwa agar para Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan dalam
perkara ini secara sukarela maka sepantasnyalah masing-masing Tergugat |,
Tergugat Il, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIl dan
Tergugat VIII dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para
Pennggugat melaksanakarUisi putusan pengadilan :

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti
yang otentik yang tidak dapat dibantah oleh para Tergugat, maka
sepantasnyalah putusan calam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-nal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai beriku. :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menvatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 523 tanggal 31 Maret 2000,
Akta Kuasa Untuk Membangun Nomor : 524 tanggal 31 Maret 2000, Akta
Kuasa Untuk Mengurus Nomor : 525 tanggal 31 Maret 2000, Akta Kuasa
Untuk Menjual Nomor : 526 tanggal 31 Maret 2000 seluruhnya dibuat di
hadapan YONDRI DARTO, SH., Notaris di Batam adalah sah dan mengikat :

3 Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Oktober 2002 adalah

sah dan mengikat ;

. Menyatakan Tergugat |, Tergugat 1i, Tergugat Ill dan Tergugut IV telah

: melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

. Menghukum Tergugat |, Tergugat 1l Tergugat Il dan Tergujat IV untuk

' membayar hak Penggugat sebesar Rp 34.234.124.300 - (tiga puluh empat

milyar dua ratus tiga puluh em pat juta seratus dua puluh empat ribu tiga

ratus rupiah) sekaligus, ‘unai dan seketika
tﬁ/ Gv/«M\ghukum Tergugat . Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV dihukum
_/“ ' ﬂntuk ‘membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari Rp.
: [34; 234 124.300,- (tiga pulun empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta
" seratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 1
Oktober 2003 sampai dengan Tergugat I, Tergugat li, Tergugat Il dan
s fTergugat V' membayar lunas hak Penggugat
7. Menyatakan Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat IIl dan Tergugat IV telah
melakukan perbuatan melawan hukum :
8. Menyatakan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah melakukan

perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ; «~
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&é Menghukum Terguga’ |, Tergugat I, Tergugat 111, Tergugat I/, Tergugat V,
Tergugat VI dan Tergugat VIl membayar ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp 23.407.281.620,- (dua puluh tiga milyar empat ratus tujuh juta
cua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk
kerugian materiel dan sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu triliyun rupiah)
untuk kerugian immateriel :

10.Menyatakan Tergugat VIl telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) ;

11.Menyatakan batal, seluruh ijin Peralihan Hak dan ijin Pemecahan Gambar :

12.Menetapan Lokasi atas tanah Fenggugat yang dibuat tanpa persetujuan
Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan seluruh ljin Peralihan Hak dan
ljin Pemecahan Gambar Penetapan Lokasi atas tanah Penggugat yang
dibuat tanpa persetujuan Penggugat dinyatzkan tidak mempunyai kekuatan
hukum dan tidak mengikat ;

13.Menghukum Tergugat VIII untuk membatalkan dan mencabut seluruh fljin
Peralihan Hak dan Iljin Pemecahan Gambar Penetapan Lokasi atas tanah
Penggugat yang dijual oleh Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il dan
Tergugat IV kepada para pembelilkonsumen atau pihak lain tanpa
persetujuan Penggugat :

14.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yan3 telah diletakkan dalam
perkara ini ;

15 Menghukum Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat IIl, Tergugat IV, Tergugat V,
Tergugat VI, Tergugat VIl dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa
(dwangsom) masing- masing sebesar Rp 5.000. OOO (lima juta rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan inj ;
iémgnyatakan putusan |n| dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada

£ ﬂpe{IaWanan banding atau kasasi dari para Tergugat (uit voerbaar bj

L~

voorraad)

; 1? Menghukum Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV, Terguaat V,
Tergugat VI, Tergugat VIl dan Terqugat VIII. untuk membayar biaya yang
et hmbul dalam perkara ini
Atau :
Apabila Pengadilan berpendapat lair, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut Penggugat
mengajukan perbaikan gugatan No. 022/PG/ESP/IV/2005 tanggal 19 April 2005
sebagai berikut :
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Pada halaman 6 angka 10 gugatan

Penggugat : Tertulis :

Dari hasil penjualan tersebut, Penggugat telah menerima pembayaran
hak/bahagian Penggugat yaitu Rp. 200.000,- per meter persegi dar;

Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat IV sebesar Rp.
5.058.473.700,- ;

Seharusnya :

Dari hasil penjualan tersebut, Penggugat telah menerima pembayaran
hak/bahagian Penggugat vaitu Rp. 200.000,- per meter persegi dari

Tergugat |, Terguga® |l, Tergugat Il dan Tergugat IV sebesar
Rr.6.265.875.700,- :

Pada halaman 8 angka 17 gugatan

Penggugat : Ditamban dengan :

Akta Jual beli dan Aktz Pengikatan Juai Beli atau akta-akta yang bersifat
mengalihkan tanah Penggugat tersebut, antara lain seperti yarg Penggugat

urailian dalam daftara berikut :

Daftar Akta-Akta yang dibuat di Kantor Notaris-PPAT Hatma Wigati Kartono,
SH.

NO | Nomor/Tanggal Nama Akta Objek Luas Keterangan
Tanah
per m2
i 83/11 Sep 2001 Pengikatan Jual Beli | Blak D | 96 Benediktus
Rumah No. 118 Priyanto
2 84/11 Sep 2001 Pengikatan Jual Beli [ Blok D |96 Benediktus
Rumah No. 119 Priyanto
3 8511 Sep 2001 Pengikatan Jual Beli | Blok D | 96 Benediktus
Riumah No. 120 Priyanto
-'_’31_1'_1’3-,',@8!11 3ep 2001 | Pengikatan Jual Beli | Blok D | g6 Kie Tjong
/ - \ Rumah No. 115 |
5789111 Sep 2001 Pengikatan Jual Beli | Blok D | 96 Kie Tjong 1
o Rumah I No. 116 | ’I
6. | 90/11 Sep 2001 Pengikatan Jual Bell | Blok D | 96 Kie Tjong '
(I Rumah No. 117
et 7384726 Sep 2001 Pengikatan Jual Beli | Biok D |96 Ny.Ngoei A
: Rumah No. 137 Hak/Rina
8. | 349/26 Sep 2001 Pengikatan Jual Beli | Biok D | 96 Ny.Ngoei A |
| Rumah No. 138 Hak/Rina
9. 350/26 Sep 2001 Pengikatan Jual Beli | Blok D | 96 Ny.Ngoei A
Rumah No. 139 Hak/Rina
10. | 351/26 Sep 2001 Pengikatan Jual Beli | Blok D | 108 Sawanri |

Ca 46 dari 78 hal. Put. No. 49 PK/PDT/20
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Rumah No. 140
11. | 86/26 Sep 2001 Penglkatan Jual Beli | Blok D114 Sawanri
Rumah No. 111
12. | 87/11 Sep 2001 Penglkatan Jual Bell | Blok D 96 Sawanri
Rumah No. 112
13. | 289/21 Jul 2001 Pengikatan Jual Bell [ Blok D |142,5 | Suwan T
| Rumah No. 6 Saputra
14. | 299/21 Jul 2001 ﬁpanglkatan Jual Beli | Blok D 142,5 Suwar
Rumah No.7 Saputra
15. | 300/21 Jul 2001 Pengikatan Jual Bell | Blok © 142,5 Suwan
Rumah No. 8 Saputra
‘16. 313121 Jul 2001 Pengikaian Jual Bell | Blok B | 98 Sawanri
Rumah No. 120
17. | 314/21 Jui 2001 Pengikatan Jual Beli [ Blok B |98 Sawanri
Rumah No. 121
18 | 315/21 Jul 2001 Pengikatan Jual Beli | Blok B 96 Sawanri
Rumah No. 122
18. | 105/11 Sep 2001 Penglkatan Jual Beli | Biok 96 Ny.Novita |
Rumah BNo, 97 Olivia Marianj
20. | 144/16 Mei 2¢0' Pengikatan Jual Beli | Blok A | 137 Viktor Sekkan |
Rumah No. 208 Hutapea, SH.
Blok A | 118 Viktor
No. 218 Sekkan
Hutapea, SH.
Blok Viktor Sekkan
Hutapea, SH.
Blok Viktor Sekkan
) Hutapea, SH,
Blok Viktor Sekkan |
% Hutapea, SH,
\ Blok Viktor Sekkan | -
pri I Hutapea, SH.
121, [112272002.29.07.62 | ARa JuaT BT Blok A | 134 Maitreyanto.
" ' No. 149
| 22. 7| 821/2002-25.06.02 Akta Jual Bell [ Blok A | 88 TJ’in Po Hian
. : No.102 |
23. | 950/2002-05,06.02 Akta Jual Belj Blok A | 108 . Ny.Lio Mui |
| No. 167 Tjin
24, | 951/2002-05.06.02 Akta Jual Beli Blok A | g6 Ny.Lio Mui
No. 166 Tjin
25. | 1123/2002-29.07.02 Akta Jual Beli Blok C | 114 Ny.Indrawati
No. 123
26. | 948/2002-05.07.02 Akia Jual Beli Blok A | 108 Ny.Erliani e

i Hal. 47 dari 78 hal. Put. No. 49 PK/PDT/2009
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No. 140 |
,//2_7. 948/2002-05.07.02 Akta Jual Beli Blok A | 200 | Drs.Azman |
No. 151
28. | 668/30-10.2001 Akta Pengakuan | Blok B | 142 Herman |
Hutang No. 87 Effendy Alias
£ng Tjhai
Blok B[ 142 Herman
No. 88 Effendy Alias
Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
No, 97 Effendy Alias
' Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
No. 100 Effendy Alias
Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
No. 117 Effendy Alias
Eng Tjhai
Biok B | 142 Hernman
No. 119 Effendy Alias
Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
No. 123 Effendy Alias
Eng Tjhai
gSlok B | 142 Herman
No. 124 Effendy Alias
Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
No. 125 Effendy Alias
Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
No. 126 Effendy Alias
Eng T:hai
.l | Blck B | 142 Herman
P No. 127 Effendy Alias
Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
No. 128 Effendy Alias
N Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
No. 133 Effendy Alias
Eng Tjhai
Blok B | 142 Herman
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No. 134 [ Effendy Alias
Eng Tjhai
Blck B | 142 Herman
No. 135 Effendy Alias
Eng Tihai
/29, [ 81/1.09.2001 Pengikatan Jual beli | Blok D |96 Ny.Moy Fang
| Rumah No. 113
30. | 241/25.06.2002 Hibah 3000 Ir.irsafwin dan
Ir.Fachry
Agusta
31. | 84/16.07.2003 JB Rmh dan | Blok F | 133 Rukmini
Penlbdahan Hak No. 23
32. | 82/11.09.2001 Pengikatan Jual Bell | Blok D | 95 Ny.Moy Fang
Rumah No. 114
33. | 248/19.04.2001 Pengikatan Jual Beli | Blok A | 122 Djoni
Rumah No, 148
Blok A |72 Djoni
No. 183
Blok A | 183,5 Djoni
No. 213
Blok A | 118 Djoni
No. 214
Blok A | 118 Djoni
No. 215
Blok A | 118 Djoni
No. 216
_ Blok A [118 Djoni
No.218
Blok Al 118 Djoni
No. 222
Rl Blok A |96 Djoni
S ¢ No. 142
Jr‘1 Blok A |96 Djoni
T No. 142
. Blok A 96 Rjoni
‘ ¥ No. 144
L Blok A | 96 Djoni
No. 145
Blok A |9  Djoni
No. 146
Blok A |96 Djoni
No. 147
Blok A |98 Djoni L
' Hal. 49 dari 78 hal. Put, No. 49 PK/PDT/2009
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No. 148

Blok A | 145 Djoni
No. 149
Blok A | 112 Djoni
No. 183
Blok A | 112 i Djoni
i No. 194
Blok A | 112 Djoni
No. 199
Blok A | 112 Ojoni
No. 200
Blok A | 112 Djoni ]
No. 201
Blok A | 112 Ujoni
No. 201
Blok A | 96 Djoni
No. 170
112 Djoni
112 Djoni
v 96 Djoni
v] 34. | 433/31.07.2003 Jual Beli Rumah Blok F | 133 Supradigdo
Pemindahan Hak No. 24
35. | 434/31.07.2003 Jual Beli Rumah Blok F | 196 Supradigdo
Pemindahan Hak No. 25
426/31.07.2003 Jual Beli Rumah Biok F | 132 Svpradigdo
Pemindahzn Hak No. 57
427/31.07.2003 Jual Beli Rumah & |Blok E|152 | Heru
Pemindahan Hak No. 233 Sulistiawan
428/31.07.2003 Jual Bell Rumah Blok E | 160 Heru
Pemindahan Hak No. 234 Sulistiawan
431/31.07.2003 Jual Beili Rumah Blok E | 152 Dra. Dwi
. Pemindahan Hak No. 235 ' Sulistiyani
G, (432/31.07.2003 Jual Bel Rumah & |Blok E[200 | Dra.Dwi
2 | Pemindahan Hak No. 236 Sulistiyani
:I43T!31.07.2003 | Jual Beli Rumah & |Blok D135 Supradigdo
Pemindahan Hak No. 271
42.' 361/31.07.2003 Pengikatan Jual beli | Blok F | 133 Amiruddin
s F Rumah No.8 Ahmad
Tajuddin, SE
Blok D | 133
No. 8
Blok D |133 1
No. 10 "’i/ |
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I Blok D] 168 [ ]
/ No. 11
43, | 97/17.06.2002 Pengikatan Jual Bell | Blok F | 137 Carlos
. Persll No. 221 Kartono
g | Blok E | 137
No. 222
I Blok E | 137
No. 223
Blok E[137 R
No. 224
44. ' 430/31.07.200302 Jual Beli Rumah & | Blok F {129 Supradigdo
Pemindahan Hak No. 26
45. Peng.Pengcperan Hak | Ruko Sartono
Atas Kavling No. 8-20 Wijaya
Blok F
No. 54-
125
46. | 333/24.09.2003 _ Pengikatan Jual Beli 33-91 PT.Putra Jaya
Bintan/lrawan

3. Pada halaman 8 angka 18 gugatan
Penggugat ; Ditambahkan dengan
Akta Jual Beli dan Akta Pengikatan Jual Beli atau akta - akta yang bersifat

mengalihkan tanah Petiggugat tersebut, antara lain seperti yang Penggugat
Uraikan dalam daftar berikut :

' Daftar Akta-Akta yang dibuat di Kantor Notaris - PPAT Tuti Rachmawati Lalo,
¥ SH; :

'

Nomor/Tanggal Nama Akta Objek Luas Keterangan
Tanah
\ ‘}\ per m2
'f__l@zm.uv. 2003 JB  Bangunan & | Blok F No. | 175 Sri Sukarti
& Pemindahan Hak. 16
2 732/06.65 2003 JB Bangunan & | Blok F No. | 154 Dewa Putu Sudra
A Pemindahun Hak: 47 A
13, 07/04.06.2003 JB Bangunan & | Blok E No. | 154 Dewa Putu Sudra
Pemindahan Hak 165
4, 08/06.05.2003 JB Bangunan & | Blok-D No. | 96 Liu Kuan Lie
Pemindahan Hak 185
5. 09/04.06.2003 JB Bangunan & | Blok F No. | 114 Uatarni
Pemindahan Hak 47
6. 12/03.09.2003 4B Bangunan & | Blok F No. | 133 Syukri
Pemindahan Hak 206 B

i Hal. 51 dari 78 hal. Put. Na. 49 PK/PDT/2009
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7. 118/03.09.2003 JB  Bangunan Blok D No. | 96 Florentina Br
Pemindahan Hak 121 Simuhaji
8. 23/10.06.2003 JB  Bangunan Blok F No. | 72 M.Nurullah
Pemindahan Hak 147 Hakam
9. | 25/10.06.2003 JB  Bangunan Blok D No. | 108 Arifin Effendi
Pemindahan Hak 214
710. [ 25/03.09.2003 - 1. JB=" Bangunan Blok E No. | 118 Sumiati
Pemindahan tHak 74
11, | 26/1€.06.2003 JB  Bangunan Blok D No. | 96 Andri Hidayat |
Peniindahan Hak 91
12. | 29/08.08.2003 JB  Banguran Blck D Ne. | 72 Ana |
Pemindanan Hak 226
3 132111063003 JB Bangunan Blok F No. | 133 Aman
Pemindahan Hak 127
14, | 32/08.04.2002 JB"  Bangunan Blok D No, | 133 Mochamad Su’ut
Pemindaharn Hak 3
15, 36/14.06.2003 JB Bangunan Blok D No. | 120 Abdul Hasim
Pemindahan Hak i71 Panjabean
16. | 38/13.08.2003 JB Bangunan Blok D No. | 96 Saeian Bin |
Pemindahan Hak 244 Mardani
17. | 44/03.09.2003 JB  Bangunan Blok D No. | 132 Drs.H.Mustafa
Pemindahan Hak 98 Yatim
13. | 44/14.08.2003 JB  Bangunan Blok D No, | 96 Siti Arofah
Pemindahan Hak 251
19. | 53/17,06.2003 JB  Bangunan Blok E No. [ 118,75 | Eri Suadi |
Pemindahan Hak 84 Nasution
20. | 55/20.08.2003 JB Bangunan Blok F No. | 108 Nasori
Pemindahan Hak 166 '
21. | 58/20.08.2003 JB  Bangunan Blok D No, | 96 H.Muhamad
Femindahan Hak 256 Zumron
22. | 58/20.08.2003 JB  Bangunan Blok D NO. | 132 Rama Oharmasa
AN 2 Pemindahan Hak 48 Putra
[25. | 59717.06.2003 JB  Bangunan Blok  E|138 | Ariat
_,_-"-'_’ B Pcrindahan Hak No.223
24, "2&@6:09.2003 JB  Bangunan Blok E No. | 93 Yuri Herono
g Pemindahan Hak 250
25, 165/41.07.2003 JB  Bangunan Blok D No. | 96 Nandan Tunara |
s i Pemindahan Hak 259
26. | 70/15.07.2003 JB  Bangunan Blok F Nn. | 96 Edy
Pemindahan Hak 32
27. | 71/23.03.2003 JB Bangunan Blok E No. | 133 Ir.Muhamad
Pemindahan Hak 05 Fahmi
28. | 72/23.03.2003 JB  Bangunan Blok E No. | 133 Sukriyah
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// Pemindahan Hak 06
29. | 75/16.07.2003 JB  Bangunan & | Bilok E No. | 108 Edison
Pemindahan Hak 28
30. | 76/16.07.2003 JB  Bangunan & | Blok D No. | 96 Safrudin
Penindahan Hak 213
31. | 79/27.05,2003 J8 Bangunan & | Biok C No. | 96 Billy Komala
Pemindahan Hak 162
32. | 80/30.04.2003 JE Bangunan & [Blok D No, | 96 Teruna Hais, SE
Pemindahan Hak 191
33. | 80/16.07.2003 JB  Bangunan & | Blok D No, | 6 Agusiono
Pemindahan Hak 243
34. | 81/06.,09.2003 JB  Bangunan & | Blok D NO. | 133 Safsatoh
Pemindahan Hak 02
35. | 81/116.07.2003 JB  Bangunan & | Blok E | 96 David
Pemindahan Hak No.30 Hennansjah
36, | 82/16.07.2003 JB  Bangunan & | Blok D No. | 108 Ibrahim
Pemindahan Hak 40
37. | 83/30.04.2003 JB  Bangunan & | Blok E No. | 118,75 | TiHaw
Pemindahan Hak 66
38. | 83/30.04.2003 JB Bangunarn & | Blok D NO. | 114 Biyanto
Pemindahan Hak 186
39. | 84/16.07.2003 JB Bangunan & | Blok F[133 Rukmini
Pemindahan Hak No.23
40, | 85/15.09.2003 JB Bangunan & | Blok F No. | 180 Firda Wijaya
Wl s
85/30.04.2003 JB  Bangunan & | Blok E No. | 118.75 Sujanto
1 Pemindahan Hak 103
86/30.04.2003 JB  Bangunan % | Blok D Nc;. 96 Ermawati
Pemindahan Hak 183
94/26.06.2003 JB Banguran & | Blok D No. | 96 Zukhlul
Pemindahan Hak 216
-~/ 96/26.06.2003 JB Bangunan & | Blok F No. | 138 Ng Ko Bui
;;‘1",_ Femindahan Hak . 200
45} A4 98/17.07.2003 JB  Bangunan & | Blok D No. | 72 Tria'oni 8
= Pemindahan Hak 238
101/16.07.2003 JB Rangunan & | Blok E No. | 96 Winson
4 Pemindahan Hak 26
47. | 110/30.06.2003 JB  Bargunan & | Blok DNo. | 408 Atony =
= Pemindahan Hak 29
48. | 102/18.07.2003 JB  Bangunan & | Blok E No. | 133 Yusnizar
Pemindzhan Hak 03
49, | 107/22.07.2003 JB  Bangunan & | Blok D No. | 9§ Purwnato
Pemindahan Hak 86
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108/22.07.2003 JB Banguran Blok D NO. | 96 Ojei Sui Tjhiang |
Pemindahan Hak 118
51. | 126/22.07.2003 JB  Bangunan Blok E No. | 118.75 | Tie Moei
Pemindahan Hak 67
52. | 127122.07.2003 JB  Bangunan Blok E No. | 169,6 Tic Moei
Pemindahan Hak 68
53. | 129/24.07.2003 JB~ Bangunan Blok F No. | 133 Cra.Susie
Pemindahan Hak 210 Andriany
54. | 135/24.07.2003 JB  Bangunan Blok F No. | 96 Jalurman o
Pemindahan Mak 51 Tarigan
55. | 147/28.07.2003 JB8  Bangunan Blek D No. | 95 Drs.Al Ikhsan
Pemindahan Hak 50
56. | 151/28.07.2003 JB  Bangunan Blok E No. | 93,75 Eva Maryani En |
Pemindahan Hak 248
57, | 152/28.07.2003 JB  Bangunaa Blok E No. [ 93,75 | Eva Maryani En |
Pernindahan Hak 249
58, | 66/06.09.2003 JB  Bangunan Blok F No. | 133 Ira Mashura
Pemindahan Hak 130
I’5—9. 71115.07.2003 JB Bangunan Blok D No. | 128,25 Eddy
Pemindahan Hak 43
60. | 72/23.06.2003 JB  Bangunan Blok F No. | 1711 Eva Maryani En
Pemindahan Hak 22
61. | 73/15.07.2003 38 Gangunan Biok D No, | 96 Siaw Leng
Pemindahan Hak 49
62. | 74/15.07.2003 JB Bangunan Blok F No. | 96 Nelly
Pemindahan Hak 33

—‘\l‘\f

4. Pada halaman 8 angka 18 gugatan
i Penggugat : Ditambah dengan :

Akta Jual Beii dan Akta Pengikatan Jual Beli atau akta-akta yang bersifat
; mengalihkan tanah Penggugat tersebut, antara lain seperti yang Penggugat
Ao /\'igngikan dalam daftar berikut -

: 4,7&3;: @E 'Akta Akta yang dibuat di Kantor Notaris - PPAT Anita Mahdalena, SH :
i B Luas
. Tanah
No | NemorTanggal Objek Keterangan
Nama Akta per
m2
I J.Bangunan & Blok F No,
1 20/24-09-2003 242,5 | 3elamat
Pemindahan Hak 14
JB Bangunan & Biok F No.
2 21/24-09-2003 108 Syzhrizal Andin
Pemindahan Hak 31
3 22/24-09-2003 |JB Bangunan & Blok D No. | 96 Purwanlo
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Pemindahan Hak 212
//4 05,5003 JB Bangunan & Blok D No. - Lusi Emawali/Budi
Pemindahan Hak 144 Sanloso
Pelepasan Hak Alas Blok F No.
5 24/ 24-09-2003 T2 Nurhavati
Tanah 148
.z,,. JB.Bangunam&ﬂ-‘é‘{Mu =Blok D No.
6 | 2B/25-09- 2003 st s LI : 72 Buslami
Penﬂndahan Hak 229
JB Bangunan & Blok D No.
7 29/25-09-2003 72 Alpen
Pemindahan Hak 228
JB Bangunan & Bok F No.
8 31/25-09-2003 203 Tarman
Pemindahan Hak 136
JB Bangunan & Blok F No.
9 32/ 25-09-2003 145 Tarman
Pemindatian Hak 137
JB Bangunan & Blok D No.
10 33/26-09-2003 96 Sri Henin Kristiani
Pemindahan Hak 100
L ]
Palepasan Hak Alas Blok F No.
11 34/26-09-2003 114 Rosni
Tanah 48
JB Bangunan & Blok E No.
12 | 36/25-09-2003 94 AlonQ
Pemindahan Hak 120
e JB Bangunan & Blok E No. T
13 | 37/ 26-09-2003 94 Eddy
Pemindahan Hak 131
JB Bangunan & Blok E No. Drs. Wawan
14 38/26-09-2003 118,75
Pemindahan Hak 100 Ridwan
' J3 Bangunan & Blok D No. Andi Dahlan
15 41/ 27-09-2002 ag
Pemindahan Hak 264 Paramadieng
JB Bangunan & Blok E No.
43/29-09-2003 ; 118 Saman
Pemindahan Hak 187
Pelepasan Hak Aias
47/29-09-2003 Blok F No.2 | 133 SyahrizalSvah
Tanah
JB Bangunan & Blok F No.
50/29-09-2G03 133 Kartini
Pemindahan Hak 134
JB Bangunan & Blok D
i 55! 28-09-2003 133 Tarman
Pemindahan Hak . NO.5
. ', JB Bangunan & Blok E No. T
” E 561’29-09-20’.13 133 Tarman
: emindahan Hak 17
' JB Bangunan & Blok E No,
21 571 29-09-2003 133 Tarman
Pemindahan Hak 21
JB Sangunan & Siok E No. -
122 | 58/29-09-2003 : 118,75| Tarman
Pemindahan Hak 80
JB Bangunan & Blok E No. oy
23 59/29-09-2003 131,25| Tarman
Pemindahan Hak 119
JB Bangunan & Blok E No. ]
24 60/29-09-2003 118,75 Tarman
Pemindahan Hak 183
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L7 JB Bangunan & Blok E No.
25 61/29-09-2002 142,5 | Tarman
Pemindahan Hak 271
JB Bangunan & Blok E No.
26 62/29-09-2003 142,5 | Tarman
Pamindahan Hak 212
JB Bangunan & Blok E No.
27 63/29-09-2003 142,5 | Tarman
Pemindahan Hak 213
JB Bangunan & Blok E No.
28 64/29-09-2003 93,75 | Tarman
Pemindahan Hak 241
JB Bangunan & Blok F No.
29 €65/29-09-2003 140,26| Tarman
Pernindahan Hak 28
JB Bangunan & Blok F No. |
30 66/23-09-2003 108 Tarman
Pemindahan Hak 30 |
JB Bangunan & Blok F No. -
3 67/29-05-2003 72 Taman
Pemindahan Hak 156
JB Bangunan % Blok F No.
32 68/29-09-2003 : 156,3 | Tarman
Pemindahan Hak 202
JB Eangunan & | Blok F No.
33 69/29-09-2003 133 Tarman
Pemindahan Hak 203
Pelepasan Hak Alas Biok E No. Franciscus
34 73/29-09-2003 118 b
Tanah 111 Xaverius Yoseph
Johnson B
JB Bengunen & Blok 0 No,
35 74129-09.2003 108 Sotaralo
Pemindehan Hak 45
Simanjuntak
2 a8 e JB Bangunan &Wq‘*« iBlok_-.E No. Diah SavilrilSuci -
i Sabhis b N i Pamlndahan Ham st -|*Rahayu

5. Pada halaman 11 a'ngka 30 gugatan
Penggugat : Tertulis :
30.Bahwa oleh karena itu adalah pantas dan adil seluruh Akta Jual Beli dan
atau Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat V, Tergugat VI
. dan Tergugat VIl tentang jual >eli atau pengalihan tanah milik Penggugat
%\oleh Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat IV kepada para
\ pembe: konsumen dan atau pihak ketiga lainnya dinyatal:ian batal atau
T _,sletldak-tzdaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak
mengikat ;
Seharusnya :
31.Bahwa oleh karena itu, adaiah pantas dan adil, seluruh Akta Jual Beli,
Akta Pengikatan Jual Beli dan atau akta-akta lain yang bersifat
mengalinkan tanah Penggugat, yang dibuat oleh Tergugat V, Tergugat
VI, Tergugat VIl, yang bertujuan menjual-belikan atau mengalihkan tanah

milik Penggugct kepada para pembeli/konsumen dan atau pihak ketiga
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Vginnya, antara lain yang dibuat Tergugat V sebanyak 221 (dua ratus dua
puluh satu) akta, yang dibuat Tergugat V| sebanyak 448 (empat ratus
empat puluh delapan) akta dan yang dibuat Tergugat VIl sebanyak 65
(enam puluh lima) akta, dinyatakan batal atau setidaktidaknya dinyatakan
tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ;

Bahwa oleh karenaitu, adalah pantas dan adil, Pengadilan rnembatalkan
seluruh perjanjian di bawah tangan yang bertujuan untuk menjual atau
mengalihkan tanah Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat |, Tergugat
il, Tergugat !l dan Tergugat IV kepada para pembelilkonsumen
scbanyak 205 unit bangunan dan tanah seluas 25.340,11 m2 ;

6. Pada halaman 11 angka 32 gugatan

Penggugat : Tertulis :

32. Bahwa perbuatan Tergugat VIl menerbitkan ljin Peralihan Hak dan
Pemecahan Gambar Penetapan Lokasi atas tanah - tanah Penggugat
yang dijual oleh Tergugat |, Tergugat lI, Tergugat {ll dan Tergugat IV
kepada para pembeli/lkonsumen atau pihak lain tanpa persetujuan
Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads)

Seharusnya :

32, Bahwa perbuatan Tergugat VIl menerbitkan ljin Peralihan Hak dan
Pemecahan Gambar Penetapan Lokasi atas tanah-tanah Penggugat
yang dijual oleh Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat ™ dan Tergugat IV
kepada para pembeli’konsumen atau pihak lain, yang diajukan
berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh Tergugat V, Tergugat VI,
Tergugat VIl yang melanggar Pasal 39 Peraturan Pemerintah Rl Nomor
. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tanpa persetujuan

/ dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum
> '“\".-*\ (onreehtmatigedaad) ;

“M F"&da halaman 13 petitum angka 8 gugatan Penggugat :
dttar‘nbah dengan:

T S L
i EE ey . i
7.i'. i T
o

8 _1_ ‘Membatalkan seluruh Akta Jual Beli, Akta Pengikatan Jual Beli dan
atau akta-akta lain yang bersifat mengalihkan tanah Penggugat, yang
dibuat oleh Tergugat Vv, Tergugat VI, Tergugat VII yang bertujuan
menjual be'ikan atau mengalihkan tanah milik Penggugat kepada para
pembelilkonsumen dan atau pihak ketiga lainnya antara lain yang
dibuat Tergugat V sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) akta, yang
dibuat Tergugat VI sebanyak 448 (emoat ratus empat puluh delapan)l//

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 49 PK/PDT/2009
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/
‘/akta dan yang cibuat Tergugat Vil sebanyak 65 (enarn puluh lima)
akta ;
8.2. Membatalkan seluruh perjanjian di bawah tangan yang bertujuan untuk
menjual :;_ta;u rpengalihkan tanah.Penggugat, yang dibuat oleh Tergugat

I, Tergugat "Il "Tergugat Il dan Tergugat IV kepada para
pembeli/lkonsumen sebanyak 205 unit bangunan dan tanah seluas
25.340,11 m2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat |, I, V
mengajukan eksersi dan Tergugat !, Ill mengajukan rekonpensi yang pada

pckoknya atas dalil-dalil sebagai, berikut :
EKSEPSI TERGUGATAT I, Il V;

Bahwa sebagaimana dalam hukum acara yang mengatur yakni HIR

dan Rbg, tidak secara-tegas dan jelas mengatur syarat-syarat bentuk, cara dan
substansi pembuatan surat gugatan. Namun tidak berarti seorang Penggugat
bebas dalam membuat surat gugatan, sebagaimana dalam ilmu hukum, dikenal
adanya dua (2) macam poia penyusunan surat gugatan, yakni pola berdasarkan
substantieringstheorie dar; pola individualiseringstheorie, yang secara teoritis
hal tersebut diatur dalam Fasal 6 ayat (3) Rv (Stb. 1847-52) :

Sedangkan mengenai syarat materiil dan syarat formil surat gugatan
Pasal 8 ayat (3) Rv (Stb. 1847-52) mensyaratkan surat gugatan harus memuat
segala aspek-aspaxnya, baik mengenai identitas para pihak, duduk perkara,
maupun tuntutan, dan apabila surat gugatan tidak memenuhi aspek tersebut,
maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Bahwa, terhadap surat

gugatan yang mengandung cacat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard) ;

)_,‘-; i, Memperhatikan surat gugatan PENGGUGAT tertanggal 8 November
i ZOﬁqﬁ“ﬁﬁNo 050/GP/ESP/XI/2004, yang terdaftar dalam register perkara Nomor :
0% 95{Pdi GIX'I2OD4IPN BTM, tanggal 8 November 2004 di Pengadilan Negeri
Batdm, TERGUGAT |, TERGUGAT !li dan TERGUGAT V menilai -
1.1. Bahwa, surat gugatan PENGGUGA T tersebut adalah mengandung cacat

Formil, karena aspek identitas para pihak yang berperkara (persona

statute) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv ($1b.1847-52)

tidak terpenuhi, yakni :

1.1. a2, PENGGUGAT sebagai badan hulkum tidak secara lengkap
menyebutkan identitas tempat kedudukan hukumnya ;

Bahwa, seharusnya identitas PENGGUGAT sebagai badan hukum,
in casu PT. PUTERI SELAKA KENCANA dalam gugatannya selain
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\/nenyebutkan nama badan hukum dan alamatnya, juga barus
menyebutkan tempat kedudukan hukumnya.  Sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv (Stb. 1847-52) dan
yurisprudensi (putusan MARI No. 440 K/Pdt/1985 tanggal 29
Agustus 1988) ;

1.1.b. Bahwa, selain-identitas PENGGUGAT, sebagaimana dalam surat
gugatan PENGGUGAT, Orang atau badan hukum yang ditarik
sebagai TERGUGAT tidak lengkap (Plurium Litis Consurtium),
karena dalam menentukan kelengkapan TERGUGAT,
PENGGUGAT szharusnya juga menark Para KONSUMEN
Perumahan Teman Marchelia Batam dan BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAIV , dalam hal inj,
sebagai TURUT TERGUGAT, karena masing-masing terkait dalam
hubungan hukum sebagaimana dalam inateri perkara dan tuntutan
(petitum) dalam gugatan Peggugat ;

Para Konsumen, sebagai Tergugat ;

- Sebagai pihak pembeli atas tanah dan rumah dalam perumahan
salah satu pihak daii para pihak baik di dalam Akta Jual Beli
maupun pengikatan jual beli, serta ijin perafihan hak dan ijin
pembéialannya oleh Penggugat éebagaimana dalam tuntutan
(petitum) gugatar: Penggugat

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN

KOTA BATAM, sebagai Tergugat :

- Sebagai pihak instansi yang terkait dalam pembuatan sertifixat
maupun teleh menerbitkan sertifikat tanah berdasarkan Akta Jual
Beli yang dibuat oleh para Notaris/PPAT baik YONDR| DARTO,
SH., maupun Notaris/PPAT lainnya terhadap Paraz Konsumen

‘\’-.}‘ﬁ\\ Perumahan Taman Marchelia Batam :

'éanwa Surat gugatan PENGGUGAT, dimana TERGUGAT tidak lengkap

Fa’cau kurang pihak, sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan MAR| No.

621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, haruslah dinyatakan tidak dapat

dntenma karena Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consertium) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT dalam Surat

Gugatan tertanggal 8 November 2004 No. 050/GP/ESP/XI/2004 ADALAH

tidak memenuhi syarat formal surat gugatan, karena aspek identitas

(persona statute) pihak yang berperkara tidak terpenuhi, dimana
PENGGUGAT tidak mencantumkan tempat kedudukan hukumnya, dan ada
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pihak yang seharusnya digugat sebagai TURUT TERGUGAT namun tidak
ditarik sebagai TURUT TERGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT
tersebut KURANG PIHAK atau TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis
Consertium),__,‘___.};are_r}agyg_:mG;_.[gg_ta_r_}_ﬁRl_:,__NGGU.GA._‘ T. tersebut,. haruslah
dinyatakan.tidak.dapat.diteri'm'a (niét.oﬁQanke!ijk verklaard) ;
EKSEPS| TERGUGAT Vil 4
Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan dalam
dalil-dalii surat gugatan Penggugat tidak menguraikan dan menyebutkan secara
jelas dan tegas letak tanah maupun batas-batas sempadan tanah milik
Penggugat seluas 729,610.00 m2 (tujuh ratus dua puluh sembiian ribu enam
ratus sepuluh koma nol meter persegi) dengan demikian gugatan Penggugat
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Hal ini
telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149
K/Sip/1978, tanggal 17 April 1979 yang menatakan “Karenz dalam surat
gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa,
gugatan tidak dapat diterima™
Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya, oleh karena -
Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 7 butir 15 raendalilkan
bahwa Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat I!l dan Tergugat IV telah melakukan
pengikatan pengoperan hak atas tanah kavling, sebanyak 13 (tiga belas bidang
tanah kavling peruntukan ruko dan 72 bidany tanah kavling peruntukan
perumanhan, tanah mana milik Penggugat kepada Sdr. SARTONO WIJAYA yang
ternyata dalam perkara ini tidak ikut digugat :
Penggugat dalam surat gugatannya paaa halaman 7 butir 16
mendalilkan bahwa Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IV telah
melakukan pengikatan jual beli tanah milik Penggugat seluas 33.910 m2 (tiga

puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) kepada PT. Putra Jaya
/,-:' »M‘ia;lgtan yang diwakili oleh Direkturnya IRAWAN, yang ternyata dalam perkara ini
,.. i t{dak,lt‘<ut digugat ,

i ? -i; Oleh karena persil tanah sengketa dalam perkara ini telah dijual dan
secara feitelj yang menguasai tanah sengketa adalah pihak Retiga
sebagamana yang tercantum dalam daftar pada halaman 2, halaman 3,

~halaman 5, halaman 6 dan halaman 8 perbaikan surat gugatan Penggugat
tertanggal 19 April 2005, maka para pembeli/konsumen (pihak ketiga) yang
namanya ada dalam daftar surat perbaikan gugatan Penggugat seharusnya

diikut seriakan sehegai pihak dalani perkara ini. Hal ini sejalan dengan maksud
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\/Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 503 K/Sip/1974
tanggal 12 April 1977 :

Berdasarkan kekurangan syarat formil suatu surat gugatan maka
gugatan .Penggugat-harus:dinyatakan  tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard). Halu |n: telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.108 K/Sip/1956 tanggal 8 Mei 1957 :

Bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan gugatan wanprestas;i
dan perbuatan melawan hukum merupakan suatu komulasi gugatan (samen
voeging) yang terlarang, karena untuk mengajukan gugatan secara komulasi
subjektif haruslah ada satu keterkaitan erat mengenai dasar hukum dan subyek
hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun jika dalam suatu gugaian terdapat
lawan (Tergugat) yang berbeda maka komulasi tidak dapat dilakukan. Hal ini
telah sejalan dengar maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan
"Penggabungan antara Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungannya satu
dengan yang lainnya. Maka tidak tepat mereka digugat secara sekaligus dalam
1 (satu) surat gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri
oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" :

Oleh karena secara nyafa gugatan Penggugat merupakan suatu
konklusi terlarang, maka gugatan Penggugat haruslah difolak atau setidak-

f“_—?\ tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

/% (> DALAM REKONPENSL:
T

iR §> . Tergugat |, Il ;

| 3

_. Bahwa, dalam jawaban gugatan ini baik TERGUGAT | dan TERGUGAT
hATY mengajukan gugatan balik (RENKOPENSI) sebagai berikut :

1‘ Bahwa tindakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan

MC/ ,—H\,xlqewajibanlmelanggar sebagai mana diatur dalam akta perjanjian kerja sama
/.- ;““ ﬁo\ 523 tanggal 31 Maret 2000, berdasarkan Pasal 4 ayat 1 ¢ dan Pasal 4

7&15;::1$ 2 yang berbunyi sebagai berikut : "Selain kewajiban-kewajiban yang

‘a _;hatur dalam Pasal 3 ayat 1 akta ini, maka pihak pertama
""-(Penggugathergugat Rekonpensi) juga berkewajiban : Pematangan lahan,

” cut and field hingga siap bangun, sehingga Tergugat | dan Il yang harus dan
telah melaksanakan pembayaran sebesar Rp 2.500.000.000 - (dua milyar
lima ratus juta rupiah) hal mana adzlah merupakan perbuatan ingkar janji
(WANPRESTASI) Penggugat/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat I/
Penggugat Rekonpensi ;
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. Bahwa, sebelum masa perjanjian kerja sama berakhir yakni 1 April 2004,
PENGGUGAT telah membuat surat pemutusan kerja sama secara sepihak
yang bertentangan dengan Pasal 21 ayal (1) Akta Perjanjian Kerja Sama No.
523 tanggal 31 Maret 2000, surat mana ditembuskan ke PT. Bank Tabungan
Negara cabang Batam, sebagaimana ternyata dalam surat PT. PUTERI
SELAKA KENCANA "No. 0010/PSK-ANT/IX/2002 tanggal 17 September
2002 (Vide T.1,11I-6) ;

Bahwa, Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang teiah
rnengintervensi kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Batam untuk tidak
mengadakan pemecahan/splitsing atas sertifikat induk : HGB No. 667/Baloi
Permai, HGB No. 668/Baloi Permai dan HGB No. 669/Baloi Permai, serta
tidak pemberian hak baru di atas tanah tersebut, sebagaimana ternyata surat
PT.PSK No. 016/PSK-Dir-1l/U3 tanggal 24 Februari 2003 serta Surat Kuasa
Hukum PT. PSK tertanggai 2 Oktober 2003 No. 002/MDH/S/X/2003, yang
tertuang dalam surr;lt PSK No. 002/PSK-Dir/VII/04 tanggal 16 Juli 2004 (Vide
TLII-7), dan surat yang di tujukan ke Otorita Batam sebagai mana dalam
surat PT. PSK No. 015/PSK-Dir-11/03 tanggal 24 Febuari 2003 serta surat
Kuasa Hukum PT. PSK No OUZIMDHISIXQOOB tanggal 2 Oktober 2003
S (EETIN 7 : o Y

Bahwa surat-surat tersebut di atas disampaikan oleh Penggugat/Tergugat

it

Rekonpensi selagi masa perjanjian kerja sarna sesuai Akta Pzrjanjian Kerja
Sama No. 523 tanggal 31 Marat 2000 belum berakhir yaitu sarapai dengan 1
April 2004, sehingga perbuatan Penggugat/T ergugat Rekonpensi tersebut di
atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad),

/ yang telah menimbulkan ierugian bagi Tergugat 1, lI/Penggugat Rekonpensi
.\ E\JSebesar Rp. 20.000.000.C00,- (dua puluh miliar rupiah) sebagai akibat dari

drhenttkannya proses pemberian dan pencairan fasilitas KPR BTN kepada

f-,:‘ ;

J.f!"?g . paia’ konsumen, yang berakibat tertundanya pembayaran {ewajiban
"\j_'"" ' Tergugat I/Penggugat Rekonpensi dan pelaksanaan pembangunan
x Y e ‘perumahan Taman Marchelia selanjutnya, dan juga berakibat sampai saat ini

- “atas tanah-tanah tersebut di blokir oleh BPN yang berakibat proses
pensertifikatan dan peralihan hak kepada para konsumen menjadi
terhambat ;

3. Bahwa, dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan
Penggugat/Tergugat  Rekonpensi  seperti  dijelaskan  di atas,
Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian, secara materiil

berupa pengeluaranpengeluaran vang harus dikeluarkan untuk melayani dans”
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/menghadapi gugatan Penggugat!Tergug_at Rekonpens: sebesar Rp
1.500.000.000.(satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

erugian { G ,

Kerugia lm#ait*e*r‘i‘lmld.,ﬁg{r}%p”i_g*gufx%vxafkehllangan ., hama ba]k,_..,
e mTergugatfPengg JgAtRekonnensy YANTISE ini kdlif_ii‘lai oxeg masyarakat-._.-_-a_
S dan Otortta Batam BPN Kota Batam Bank Tabungan Negara Cabang
Batam sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki reputas;

yang baik ;

Kerugian karena rusaknya/kehilangan nama baik sukar dinilai dengan uang,

namun apabila dirlai juga kerugian tersebut tidak kurang dari Rp

1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah) dan jumlah inj
wajib dibayar oleh Penggugatrrergugat Rekonpensi sekaligus kepada

Tergugat | dan lll/Penggugat Rekonpensi :

Dengan demikian kerugian materiil dan imateriil Tergugat | dan lll/Penggugat

Rekonpensi menjadi :

- Kerugian Materii Rp. 2.500.000.000- + Rp. 20.000.000.000- + Rp
1.500.000.000,- + Kerugian imateriil Rp 1.200.000.000.000,- = Rp
1.224.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus dua puluh empat milyar
rupiah) ;

4. Bahwa, dengan memperhatikan tindak tanduk Penggugat/Tergugat
Rekonpensi seperti dijelaskan di atas, Tergugat | dan Ill/Pengqugat
Rekonpensi patut pula merasa khawatir bahwa Penggugat/Tergugat
Rekonpensi akan mengasingkan/menyembunyikan kekayaannya untuk
. menghindar dari tuntutan Tergugat | dan lll/Penggugat Rekonpensi yang
.\ tidak dapat dibantah lagi ;

Karepa itu Tergugat |, lll/Penggugat Rekonpensi berkepentingan memohon

agar harta benda Penggugat/Terqugat Rekonpensi termasuk para

: jf— ‘_'_’w i Kﬂ/guruswya yang berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak untuk

‘e nmemenuh[ tuntutan Tergugat |, IIIIPenggugat Rekonpensi, terutama atas :

1".' 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petogogan |
No.19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan :

\‘\_\q o 3.4 (satu) bidang tanah dan hangunan yang terletak di Batam, Kampung

i Pelita, Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Batam
Timur ;

3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Batam, Sekupang
Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Sekupang, Kecamatan Batam Barat ;

1
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A‘ Uang milik Penr gugat/Tergugat Rekonpensi dan para pengurusnya di

rekening__milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan para pengurusnya di

bank-bank ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I, lll, V dan
Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, 1ll dalam rekonvensi meruntut kepada

Pengadilan Negeri Batam supaya memberikan putusan sebagai berikut :

. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT |, Ill dan TERGUGAT V, seluruhnya :

- Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard), sekurang-kurangnya terhadap Tergugat |, Il dan V

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Tergugat | dan ll/Penggugat
Rekonpensi untuk seluruhnya ;

2. Meletakkan Sita Jaminan ates barang-barang bergerak dan tidak bergerak
milik Penggugaﬂéfgugat Rekonpensi (PT. PUTERI SELAKA KENCANA)
dan para pengurusnya terutama atas ;

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Petogogan |

No. 19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan vang terletak di Batam, Kampung
Pelita, Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Batam
Timur ;

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Batam, Sekupang,

. Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Sekupang, Kecamatan Batam Barat :

; . Uang milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan para pengurusnya di

' rekening milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan para pengurusnya di

Bank-Bank ;

Ml_:j-@':;\:-Menyatakan sah dan berharga (Goed en van waarde te verklaren) Sita

e Jaminan (Coservatoir beslag) yang diletakkan -

gt

P

{ "l Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan

ingkar janji (Wanprestasi) ;

5. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan
melawan hukum (Onrechtmatigdaad) ;

8. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi

sekaligus dan seketika kepada Tergugat |, lIl/Penggugat Rekonpensi materiil
sebesar Rp. 2.500.000.000,-+Rp. 20.000.000.000,-+Rp 1.500.000.000,- +
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¥ kerugian  immateril sebesar Rp. 1.200.000.000.000- = Rp.

1.224.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus dua puluh empat milyar rupiah) :

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

perlawanan, banding atau kasasi dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi ;
Atau:

Putusan lain yang menurut Pengadilan Negeri Batam adalah adil dan patut
(ex aequo et bono) ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpénsi membayar szluruh biaya
Perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Batam Na.

95/PDT.G/2004.PN.BTM., tanggal 26 Oktcber 2005 adalah sebagi berikut :
DALAM KONVENSH :

DALAM EKSEPSI :

'—\r'::,x, BT “DALAM POKOV PERKARA‘ i B

Menyatakan Eksepsi Tergugat |, Tergugat Ill dan Tergugat VIl tidak tepat
dan tidak beralasan hukum ;

Menolak Eksepsi tersebut Seluruhnya

=

Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 523 tanggal 31 Maret 2000,
Akta Kuasa Untuk Membangun Nomor : 524 tanggal 31 Marat 2000, Akta
Kuasa Untuk Mengurus Nomor : 525 tanggal 31 Maret 2000, Akta Kuasa
Untuk Menjual No. 526 tanggal 31 Maret 2000, seluruhnya dibuat di hadapan
Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, adalah sah dan mengikat ;

Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Oktober 2002 adalah

sah dan mengikat ;

t'Menya\takan Terguga. |, Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat IV telah

»;;_:..""'f_; m_e{akukan perbuatan Ingkar Janii (Wanprestas;) E

Menghukum Tergugat i, Tergugat Il, Tergugat Il dan Teryugat IV untuk
mem’bayar hak Penggugat sebesar Rp. 25.907.281.700 - (dua puluh lima

' _._-vmjlyar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus

" rupiah) :

Menghukum Tergugat |, Tergugat li, Tergugat I!! dan Tergugat IV untuk
membayar bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari Rp
25.907.281.700,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh juta dua ratus
de'apan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Oktober
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/2003 sampai dengan Tergugat I, Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat IV
membayar lunas hak Penggugat ;

- Menyatakan Tergugat l, Tergugat I, Tergugat I, Telgugat lV T?rgu gat Vv
w )\‘.‘—uﬁ‘ 2T y”;; "‘(;'r‘s_u
Agai e S ek Tergugat*VI danﬁTeQUQQH /Jlite

fratafs

jtelahumelaklikaniperbuatan. metawar hakur 5
- Menyatakan batal seluruh Akta Jual Beli, Akta Pengikatan Jual Beli dan atau

Akta-akta lain yang bersifat mengalihkan tanah Penggugat yang dibuat oleh
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIl yang bertujuan menjual belikan atau
mengalihkan tanah milik Penggugat kepada para pembeli’lkonsumen dan
atau pihak ketiga lainnya, antara lain yang dibuat Tergugat \ sebanyak 221
(dua ratus dua puluh satu) Akta, yang dibuat Tergugat V! sebanyak 448
(empat ratus empat puluh deiapan) Akta, dan yang dibuat Tergugat VII
sebanyak 65 (enam puluh lima) Akta :

- Menghukum Tergugat ! sid Tergugat VII membayar ganti rugi kepada
Penggugat sebesar Rp. 16.892.790.000,- (enam belas milyar delapan ratus
sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah; ;

- Menyatakan Tergugat VIl telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrecht matigedaad) ;

- Menyatakan seluruh ljin Peralihan Hak dan ljin Pemecahan Gambar
Penetapan Lokasi atas tanah Penggugat yang dibuat tanpa persetujuan
Penagugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
perlawanan, banding atau kKasasi dari Para Tergugat :

- Menolak gugatan.Penggugat selain dan seleblhnya

'*" DALAM REKONVENSI -

e Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

untuk seluruhnya ;

P DALAM INTERVENSI :

ST \Mengabulkan permohonan Intervensi Para Interveneint untuk sebahagian ;
d /"‘ ; Mennﬂma Para Interveneint menjadi pihak galam perkara pokox ;
¥ - Menyatakan dan menetapkan Para Interveneint adalah pihak yang benar
' dan beritikat baik ;
Menyatakan dan menetapkan Jual Beli antara Para Interveneint selaku
pembeli dengan Tergugat | dan/atau Tergugat Il selaku perjual atas unit-unit
- rumah-yang-dikena!rsetempa’fKnmp!eki’l’aman-Marchelia'Kota'Batam -adalah
sah menurut hukum ; -

- Menyatakan dan menetapkan Penggugat bertangguny jawab untuk
melanjutkan hubungai hukum .Jual Beli antara Tergugat | dan/atau Tergugat +
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/II dengan Para Interveneint atas unit-unit rumah yang dikenal setempat

Komplek Taman.Marchelia,Kota.Batam ;

Menolak.permohonan Para.interveneint.selain:dan selebihnya ;

DALAM KONPENS| REKONPENSI DAN INTERVENS! :

Menghukum Tergugat i, Tergugat Ill Konpensi/Penggugat Rekoapensi serta
Tergugat ll, Tergugat1V, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat V!l dan
Tergugat VIl secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara
hingga saat ini seluruhnya ditaksir sebesar Rp 2.684.000,- (dua juta enam

ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Meniinbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingai Riau No.

10/PLT/2006/PTR., tangga! 15 Maret 2006 adalah sebagai berikut :

At A l

e
Fd \C‘Y"p
f% =
i iy iy
il e z
i

E-i{gPDszooa., tanggal 19 Juni 2607 yang telah berkekuatan hukum tetap

Menerima permohonan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari kuasa
hukum Tergugat 1, Tergugat lll, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI,
Tergugat VIl dan Penggugat Intervient/Para Pembanding ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Oktober 2005
Nomor. 85/Pdt.(5/2004/PN.BTM, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum para.Pembadning semula. Tergugat |, Tergugat Ill, Tergugat V,

-Tergugat-Vl;~Tergugat-Vll;~Tergugat-Viil- dan-Penggugat Intervient, untuk-"

membayar biaya perkara yang timbul dalan: kedua tingkat peradilan vang
untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1643

xtérsebut adalah sebagai berikut :
g ": g,-;j\{lgngabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi | : 1. HATMA

*7 WIGATI KARTONO, SH., 2. TUTI RAHMAWATI LALO, SH., 3. ANITA
~'{IAGDALENA, SH, dan Pemohon Kasasi Il ; PEMERINTAY REPUBLIK

INDONESIA Cq. KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI
PULAU BATAM tersebut ;

__:[\'}fjjémbatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru

No.10/PDT/2006/PTR., tanggal 15 Maret 2006 vang menguatkan putusan

Pangadiian Negeri Batam No. 95/PDT.G/2004/PN.BTM., tanggal 26 Oktober
2005 ;
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MENGADILI SENDIR] :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatari_ Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI ;

- Menyatakan permohonan Intervensi Para Intervient tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENS! :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat
diterima ;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan yang dalani tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp
500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1643 K/PDT/2006.,
tanggal 18 Juni 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahuly

5 Perggugatf[erban *ggapadaitanggalgzs Jum 2008:kemudian: terhadapnya: olehsi

e

Termohon Kasam dahulu. Penggugath erbandmg dengan perantaraan kuasanya-

M,gﬁé\:&wﬁ'&—ﬁrs_ \-m-r.m’ f-‘-’i

it ]

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2008 diajukan
permohonan peninjauart kembali secara lisan di Kepanitsraan Pengadilan

Negeri Batam pada tanggal 18 September 2008, permohonan mana disertai

" b ! dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

] T ‘

. Vi y tersebut pada tanggal 18 September 2008 ity juga

VA 4}3;‘1/”""" |"‘-f“ Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut
i

o

/ wtelah diberitahukan kepada pihak fawan dengan seksama pada tanggal 9
J/ Oktober 2008, 26 September 2008, 6 Oktober 2008, 21 Oktober 2008,
{bi_,.ﬁ kemudlan terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang
: diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 November
20[__]_8, 27 Oktober 2008, 19 November 2008, 4 November 2008 ;
= " Menimbarg, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan
72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang- -Undang No. 5 tahun 2004, permotionan peninjauan kembali a quo
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima : e
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,/Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahuly Termohon
Kasasi!Pengguqatherbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan
kembali yang pada pokoknya sebagai. benl’(ut‘*

et e KEBERATANSPERTAMAE bRt
MAJELIS HAKIM AGUNG TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU
KEKELIRUAN YANG NYATA YAITU DENGAN MENYATAKAN GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG PENGGUGAT AJUKAN HANYA
TERHADAP TERGUGAT V SAMPAI TERGUGAT VI :
1. Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI telah melakukan

kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukumnya alinea

aL G

terakhir halaman 67 putusan-nya, dengan menyatakan bahwa gugatan
perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat hanya
terhadap Tergugat V sampai dengan Tergugat VIl :
2. Bahwa sebenar — benarnya gugatan perbuatan melawan hukum diajukan
oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat I'l, Tergugat
IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat Vil dan Tergugat VI :
3. Bahwa dengan pertimbangan hukum yang sedemikian rupa Majelis Hakim
Agung Mahkamah Agung RI tersebut telah memihak dan merguntungkan
Tergugat V sampai dengan Tergugat VIl karena pertimbangan hukum
i tersebut menimbulkan kesan seolah — olah antara gugatan perbuatan
ingkar janji (Wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat tidak
mampunyai hubungan yang erat dengan gugatan perbLatan melawan
nukum, dimana Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat |{l dan Tergugat IV digugat

karena perbuatan ingkar janji { Wanprestasi ) sedangkan Tergugat V.,

Tergugat VI, Tergugat VI digugat karena perbuatan melawan hukum -

Bahwa yang sebenar — benarnya terdapat dalam gugatan Penggugat
< +adaiah :

¢ g }‘,"\\"’g(}gatan perbuatan irgkar janji ( Wanprestasi ) terhadap Tergugat |,
ITergugat Il, Tergucat Ill, Tergugat IV :

2. gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat |, Tergugat I,
Tergugat lll, Tergugat IV, Tergugat V. Tergugat VI, Tergugat Vi,

el " Tergugat VIl

4. Bahwa oleh. karena itu,.pertimhangan hukﬁ Majg{:s ‘ll-lak‘ A upg !ﬂ_I:__
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KEBERATAN KEDUA :

MAJELIS HAKIM .AGUNG TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU
KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MENYATAKAN DALAM SATU
GUGATAN/PERKARA TIDAK BOLEH TERDIRI LEBIH DAR! SATU MACAM
TUNTUTAN / KOMULASI GUGATAN:

1. Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Rl telah melakukan
kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukumnya alirea
terakhir halaman 67 putusan-nya, yang berbunyi sebagai berikut -
“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kaszsi di atas dengan
tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan
oleh Para Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggifjudex factie telah salah menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum sebab, dalam
satu gugatzn.'parkara tidak  boleh terdiri dari satu macam
tintutantkomulasi gugatan dalam hal ini ;

a. Wanprestasi terhadap Tergugat | sampai dengan Tergugat [V :

s T ..,P.e:buatan.,malawa_ l:]ukumﬂ&rhadapi-Tﬂrgugat V“sampal*“dengan“’a'

s e AU S
m&w Mmﬁrgmat VIS e

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut tidak
berdasarkan hukum dan tidak menjalankan kewajibanya sebagai Hakim
karena baik dalam REg maupun HIR dan Ry tidak ada larangan mengenai
penggabungan / komulasi gugatan. Yang ada larangan hanya dalam
Pasal 103 Ry, yaitu hanya terbatas pada penggabungan / kumulasi antara
tuntutan hak menguasai ( bezit ) dengan tuntutan hak milik. Dengan
demikian secara a contrario { in the opposite sense ): Rv membolehkan
penggahungan [ kumulasi gugatan :

3 Eghwa dalam buku Hukum Acara Perdata :-.rang ditulis oleh M. Yahya
% ;*fla:ahap,SH Cetakan pertama, April 2005 halaman 103 diterangkan
f hahwa * Meskipun HIR dan RBg maupun Ry tidak mengatur, peradllan

( $ur.fah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan salah satu Putusan

Raad Justitie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939, yang memperbolehkan
penggabungan gugatan, asal antara gugatan - gugatan itu terdapat
hubungan erat { innerlijke samenhang );”"

Selanjutnya diterangkan bahwa Pendapat yang sama, ditegaskan dalam
Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 yang menjelaskan antara lain : «"
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/ meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang
diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai process
doelmatigheid, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan
acara di luar yang di atur HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman
kepada ukuran :

- benar — benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses
pemeriksaan :
- menghindari terjadinya putusan yang saling bertentannan :

+ berdasarkan alasan itu, beleh dilakukan penggabungan | samenvoeging
) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat innerlijke
samenhangen atau koneksitas erat di antaranya ;

Bahwa demikian pula dalam putusan MA No. 880 K/Sip/1970, terdapat

pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan, antara lain
dijeleskan, bahwa benar HIR dan RBg fidak mengatur kumulasi gugatan.

Akan tetapi kalau antara masing — masing gugatan terdapat hubungan erat,

penggabungan tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk
memudahkan proses dan menghindari tefadinya kemungkinan putusan —

«-;putusan yang saling: bertentangan. Penggabungan yang yang seperti ity,

e d: nggap bermanfaat ditinjau dari segi acara ( procesuel doelmatiy );
k’/:i Eah-.'a«ra ‘oleh karena itu, penggabungan/kumulasi gugatan yang dilakukan

aleh Penggugat telah memenuhi syarat — syarat penggabungan/kumulasi
gugatan yaitu :

-
1/

i

i ‘-.

4.1. Antara gugatan - gugatan yang digabung itu terdapat hubungan
- batin / hubungan erat ; _
Dalam perkara ini, gugatan perbuatan ingkar janji didasari pada
perbuatan Tergugat I, Tergugat !, Tergugat Il dan Tergugat IV yang
melanggar isi perjanjian yang disepakati Penggligat dan Para 1: ergugat,

yaitu ;

a. Akta Pearjanjian Kerjasama Nomor - 523 tanggal 31 Maret 2000
{bukti P~1) -

b. Akta Kuasa Untuk Membangun Nomor - 524 tanggal 31 Maret 2000
(buktiP -2 i

c. Akta Muasa Untuk Mengurus Numﬁr : 925 tanggal 31 Maret 2000
(buktiP-3;;

d. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor - 526 tanggal 21 Maret 2000
(buktiP—4);

Semuanya dibuat di hadapan YONDR| DARTO,SH., Notaris di Batam ; o/

1, 2011.
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/sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasari pada
perbuatan Tergugat |, Tergugat I, Terguga! lll, Tergugat IV yang
membuat Akta Jual’Belidan;Relépasanitak. Atas. Tanah Penggugat di
kantor Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI { vide bukti P — 5 s/d
P — 147 berupa Akta — akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan
Hak ) untuk menghindayi pembayaran hak — hak Penggugat berupa Rp.
200.000,- / permeter persegi tanah Penggugat vang dijual oleh
Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat IV, Dan pembuatan
Akta — akia tersebut dibuat di hadapan Tergugat V, Tergugat V1 dan
Tergugat VIl Notaris di Batam tanpa menuajukkan asli - asli
dokumen tanah, karena selujuh asli dokumen tanan telah dititipkan di
Kantor Motaris YONDRI DARTO,SH., sehingga pembuatan akta -
akta tersehut oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIl adalah
melanggar ketentuan Pasal 39 huruf a dan b Peratu-an Pemerintah
Rl Nomor : .24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang
Imengaéur bahwa PPAT harus menolak untuk membuat akta jika
kepadany-a tidak disampaikan sertifikat asli dan atau asli surat —

surat tanah yang bersangkutan ;

Dengan berdasarkan Akta — Akta Jual Beli dan Peralihan Hak tersebut
Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Il Tergugat IV dengan dibantu oleh
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI { vide bukti T VI — 9 = bukti T
V-2, bukti TVI-9a=bukti TVl =3, TVI-9¢,bukti TVI-9 d
= bukti T VIl - 4, bukti T VIIl - 5, bukti T VIli - 6, bukti T VIli — 7,
bukti T VIl - 8 ) kemudian mengurus permchonan balik nama ke
Kantor Otorita Batam dan selanjutnya oleh Tergugat VIl { Badan
Otorita Batam )-telah diterbitkan balik nama Gambar Penetapan Lokasi
ﬁ '. ~dari atas nama Penggugat ( PT. Putri Selaka Kencana ) menjadi atas
- nama Para Pembeli, oleh karena itu Badan Otorita Batam digugat

‘melakukan perbuatan melawan iukum sebagai Tergugat VIIi;

Der{gan demikian sangat nyata terdap'at hubungan yang erat anlaﬁ

gugatan ingkar janji dan gugatan perbuatan melawan hukum }ran}éi

- diajukan oleh Penggugat, dimalna gugatan perbuatan melawan hukum

e i< tiTbULBkiDE pelanggaren; hukum:yang dilakukan oleh Para Tergugat

yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomar @ 523
tanggal.31 Maret 2000. Sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi
syarat untuk diajukan secara bersamaan dalam satu gugatan o
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r segi hukurm acara maka penggabungan / kumulasi gugatan yang
digjukan oleh Penggugat benar - benar bermanfaat untuk
memudahkan_atau meryederhanakan proses pemeriksaan serta
bertujuan __menghindari terjadinya putusan  yang saling
bertentangan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA Rl Nomor

: 975 K/IPdt/11983 tanggal 20 Juni 1984 dan Nomor : 880 K/Sip/1970
tanggal 6 Mei 1975;

4.2. Terdapat Hubungan Hukum antara Para Penggugat atau Para

Tergugat;

Bahwa antara Tergugat |, Tergugat |l Tergugat 1l dan Tergugat Iv
dengan Tergugat V, Tergugat V|, Tergugat Vil dan Tergugat Vill sudah
sangat jelas dengan adarya bukti — bukti P — 5 sid P — 147 berupa
Akta — akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak. bukti T VI -
S =Dbukti T VIl -2, bukti T V] - 9a=hbuktiTVvi -3 y TVl =9¢
bukti T "L-'I 9 d = bukti T VIl - 4, bukti T VII[ — 5, bukti T VIIl - g,
bukti T 1Iu"lll =7, bukti T V!ll — 8, Para Tergugat mempunyai hubungan
},rang &rat dan saling kait -- mengkait:
3 'ﬁﬁﬂahwa#daIamimembtrat"ﬁ‘é‘"mmbangan‘hukum*dan memutuskan perkara ini
ditingkat kasasi, Majelis Hakim Agung telah memihak dan fidak

menjalankan_kewajibannya yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat

{2) UU RI Nomor : 4 Tahur 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

¥y berbunyi :
*J .
g "‘3}.\ Pasal § ayat (1) :
. Tt Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mem.beda-bedakan
_F;M ? orang ;

' /f’ Pasal 5 ayat (2) :
i iy F‘engadﬂan membantu pencari keadilan dan. berusaha mengatasi
f S /"’"‘ Ggga.'a hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang
S : séderhana, cepat dan biaya ringan;
e Eahw:a berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor : 4 Tahun 2004 maha _
Majehs Hakim Agung dalam mengadili perkara ini di tingkat kasasi :
~"berkewajiban untuk mengadili menurut hukum. Namun dalam pertimbangan
- F.ukumnya pada alinea terakhir halaman 67 putusan-nya, ternyata Majglis
Hakim Agung tidak menyebutkan dasar hukumnya:
Sebagaimana diterangkan di ates maka Majelis Hakim Agung tidak akan

dapat menyebutkan dasar hukum pertimbangannya karena hukum positif~/
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,/tidak ada mengatur dan tidak melarang mengenai prnggabungan
fkumulasi gugatan:
Bahwa berdasarkan Pasal § ayat (2) UU RI Nomor : 4 Tahun 2004 maka
Majelis Hakim Agung mempunyai kewajiban membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilaiTyang sederhana, cepét dan biaya ringan.
Dalam hal ini, Majelis Hakim Agung telah tidak melaksanakan kewajibannya
tersebut karena sudah jelas mengenai penggabungan/kurnulasi gugatan
tidak ada diatur dalam hukum positif, maka seharusnya Majelis Hakim
menggali dan menemukan sumber hukum lainnya, diantaranya
Yurisprudensi, Doktrin limu Hukum guna tercapainya oeradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, namun Majelis Hakim Agung tidak
melakukannya;
Bahwa dengan penggabungan/kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat
sebenarnya mempékan upaya untuk tercapainya peradilan yang sederhana

capat ::Ian baaya nngan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (2) UU R Nomur 4

=L w-.h...al’-d.l.n..... et R e

.1a;~mrtmmwm-maMTahunﬂﬂwwngfsehamsnya-mendapat*dukungan dari Mahkmah*Agung RI'

yang merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman:

Dengan ﬁenggabunganﬂ(umulasi gugatan yang diajukan Penggugat maka
beberapa perkara yang sangat berhubungan arat tersebut dapat diperiksa
sekaligus dalam hukum acara yang sama sehingga peradilan menjadi lebih

\\ sederhana, cepat dan biaya ringan dibandingkan apabila harus ciajukan
g

&% gugatan secara terpisah dan sendiri — sendiri sebagaimana dimaksud oleh
"l 1: Majelis Hakim Agung dalam perkara ini:

s "Eahwa disamping itu, dari sisi Hukum Acara maka penggabungan/kumulasi
r ; gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat berguna karena

5 7,{‘; m.g:e\mudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan —
\

&

s h equsan yang saling bertentangan { procesuel! doelmatiqg );
_ Memmbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan  kembaii
tersebl:t Mahkamah Agung berpendapat : '
_j ‘bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan"*
ey Juns yarg dimohonkan penmjauan keml::ah ferdapat kekehruan yang
T :';nyata dan hak:m dengan Mnganlgéb?;ﬁi E:nkut )
- bahwa pendapat Judex Juris yang menyatakan bahwa penggabungan
tuntutan/kumulasi gugatan merupakan kesalahan, tidak dapat dibenarkan

dan pandangan itu merupakar kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam
menerapkan hukum tentang penggabungan tuntutan ini : ~
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K Pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dan yang dikuatkan oleh

Judex facti (Pengadilan Tinggi) mengenai kumulasi gugatan telah benar
dengan mendasarkan pada pertimbangan, “memudahkan dan
menyederhanakan proses pemeriksaan, menghindari terjadinya putusan
yang saling bertentangan”, pertimbangan ini merupakan wujud pasal 4 ayat
(2} UU No. 4 Tahun 2004 ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar, untuk itu diambil
alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan

tidak perlu mempenimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya

menurut Mahkumah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permchonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali : FT. PUTR| SELAKA KEMNCAMNA dan memba‘alkan putusan
Mahkamah Agung No. 1643 ®K/PDTf2006., tanggal 19 Juni 2007 serta
Mahkamah Agung ékan mengadili kembali perkara ini dengan amar
sebagalmana vang akan disebutkan di bawah ini ;

"\

'\-v"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohan Peninjauan Kembali adalah

Plh'gh* yang Kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua
N’dl_'/ tl:!'l&lﬁlt neradilan dan dalam peninjauan kembali

.\"

+  Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Takun 2004

.d'::@h! Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubzh

<% dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ledua dengan
Z \: Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 serta peraturan pemndang -undangan lain
f;:;*,yang ba:sangkuta ' P

r.'.'
MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan ‘kembali dari  Pemohon

Feninjzuan Kembali : PT. PUTRI SELAKA KENCANA tersebut -

tanggal 13 Juni 2007 ; -

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1643 K/PDT/2008.

ok

MENGADILI KEMBALI :

DALAM KONVENSI -
DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Exsepsi Tergugat |, Tergugat Ill dan Tergugat VI tidak tepat
dan tidak beralasan hukum ; ,
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- Menolak Eksepsi tersebut seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

- Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 523 tanggal 31 Maret 2000,
Akta Kuasa Untuk Membangun Nemor : 524 tanggal 31 Maret 2000, Akta
Kuasa Untuk Mengurus Nomor : 525 tanggal 31 Maret 2000, Akta Kuasa
Untuk Menjual No. 526 tanggal 31 Maret 2000, seluruhnya dibuat di hadapan
Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, adalah sah dan mengikat :

- Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Oktober 2002 adalah
sah dan mengikat ;

i :"—_ guymkauﬂe:guga&lﬁﬂergugat;nllWerg&gaﬁl'l“daﬂﬂergugat Sy telah“‘“
i crerras ,.rnelakukan:perhuatamlngkarrdanjl l}.ﬂ.-'anprestas:j

UM LUET atill,i'l’ergu at Al dan:Terngat V.. untuk:;
”'-:mem'béyar*hak-i'—‘enggugafSﬂbesr ‘Rp. 25/907.281.700,- (dua puluh |Ir‘[‘|;—':i.
milyar sv.a-rnbllan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus
ruplah]
,»’ ﬁ{xjéa\enghukum Tergugat I, Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat |V untuk
i o 4\ \me{nbayar bunga sebesa: 3 % (tiga persen) per bulan dari Rp
2590? 281.700,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh juta dua 1atus
@]/ delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Oktober
zau:'s sampai dengan Tergugat |, Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat 1V
2% membayar lunas hak Penggugat :
Menyatakan Tergugat |, Tergugat |1, Tergugat !, Tergugat IV, Tergugat v,
: Tergugat VI dan Tergugat V|| telah melakukan perbuatan melawan hukum :
':'-.: - Menyatakan batal seluruh Akta Jual Beli, Akta Pengikatan Jual Beli dan atau
" Akta-akta lain yang bersifat mengalihkan tanah Penggugat yang dibuat aleh
Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI yang bertujuan menjual belikan atau
mengalihkan tanah milik Penggugat kepada para pembelifkunsumen dan
atau pinak ketiga lainnya, antara lain yang dibuat Tergugat V sebanyak 221
(dua ratus dua puluh satu) Akta, vang dibuat Tergugat V| sebanyak 448
(empat ratus empat puluh delapan) Akta, dan yang dibuat Tergugat VIl
sebanyak 65 {enam puluh lima) Akta

- Menghukum Tergugat | s/d Tergugat VIl membayar ganli rugi kepada
Penggugat sebesar Rp. 16.892.790.000,- (enam belas milyar de'apan ratus
sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Menyatakan Tergugat VIl telah melakukan perbuatan melawan hukurn
(onrecht matigedaad) ; o
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}/, Menyatakan seluruh [jin Peralihan Hak dan ljin Pemecahan Gambar
Penetapan Lokasi atas tanah Penggugat yang dibuat tanpa persetujuan
Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukurm dan tidak mengikat :
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaugpun ada
perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat :

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKOMNVENSI :

- Menyatakan manolak aqugatan Penggugat RekonvensiT argugat Konvensi
untuk seluruhnya ;

DALAM INTERVENSI :

- Mengabulkan permu:;honan Intervensi Para Intervenient untuk sebahagian ;
Menerima Para Interveneint menjadi pihak dalam perkara pokok :
1 Menyatakan .dan menetapkan Para Intervenient adalah pihak yang benar
P 3 -Qag bentikat baik ;
_--3 :’ﬂ.rrb‘lenyatakan dan menetapkan jual beli antara Para Intervenient selaku

o pemheh dengan Tergugat | dan/atau Tergugat Il selaku penjual atas unit-unit

W‘L/ rumah yang dikenal setempat Komplek Taman Marchelia Kota Batam adaiah
sah menurut hukum ;

fg{e—“ﬁf-m Menyatakan dan menetapkan F‘enggugat bertanggung jawab untuk

¢ “._ melanjutkan hubungan hukum Jual Beli antara Tergugat | dan/ataw Tergugat

e Il dengan Para Intenrenlent atas unit-unit rumah yang dikenal setempat

H{nmplek Taman Marchelia Kota Batam :
- ¥ Menolak: parmohnnaanarailgte;veniﬂ;!t'ﬁelaln*dan ‘selebihnya :

Menghukum ~ Termohon !'-;é\ninjauan Kembali dahuli  Pemohon
KasasifT ergugat/Pembanding untuk membayar biaya* perkara dalam semuz
tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan

sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus riby rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamaﬁ:‘"'
Agung pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 cleh | Made Tara, SH.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Kelua
Maijelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM., dan H.\. Zaharuddin Utama,
SH.,MM., Hakim-Hakim Agung schagai Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum paga hari ity juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
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éhadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Pramono,

SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM,

Biaya peninjauan kembaii :

1. Meterai..............Rp.  6.000-
2 Redaksi. ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi
peninjauan kembali ...... Rp. 2.489.000,-
dumilah ... Rp. 2.500.000,-
o] Dl
/‘5’/ e
l[/‘ [~ Y Untuk Salinan
= A MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera
Muda Perdata,

AP 040aa08

Ketua,

ttd./ | Made Tara, SH.

Pantera Pengyanti,
ttd./

Edy Pramono, SH.,MH.

JEROSO ONO, SH..MH /

r ":'-'K:



SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA GUGATAN DALRM
TINGEAT PENINJAUAN KEMBALI (PK).

Dari : Mahkamah Aqung R.I.
Tanggal : 16 SEPTEMBER 2009 :
Homor : 49 PK/PDT /2009

Femberitahuan Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah
diberitahukan kepada pihak FPemohon Peninjauan Kembali,
Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan

tanggal, 14 Juli
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’ EANITERA/SERRETARIS
: PENGADILAN NEGERI BATRAM,

. ttd

Drs. TOETOENG TRT HARNOKC. HS, SH
NIP. 19630311 198503 1008.-

Salinan | putusan ini dikslvarkan. pada bhari : R A B O
Tanggal 28 JULTI 2010;

Atas FPermintaan dari Pemohon Peniniauan Kembali:

Perincian Biaya-Biaya .

!.Meterai Rp. &.000, - ., -
r;F-[?EIJ’K ,
2. Leges Rp. 3.000,- L L G AT
3.Exploit Rr..10.000, - '_ B AL R ke
4.Upah Tulis Rp.23.400 - : ,?:J' '
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